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KATA PENGANTAR 

 

Sebagai perwujudan tugas dan fungsi yang diemban oleh  Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 53 tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penanggulangan kemiskinan di 

daerah dilaksanakan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, 

dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kelembagaan TKPK Provinsi Sulawesi 

Selatan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 523/II/2021 yang  

antara lain memiliki tugas;  koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan 

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, dan menyelenggarakan fungsi di antaranya, 

“ Menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)”.  

Penyusunan RPKD dimaksudkan untuk menguatkan komitmen dan sinergitas lintas 

sektoral dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 

daerah, serta menjadi pedoman dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun sebagai bahan pertimbangan dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan 

daerah secara menyeluruh. 

RPKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2023 adalah RPKD mini yang seharusnya 

menjadi dokumen lima tahunan sesuai dengan periode RPJMD, namun sesuai amanat Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020, maka TKPK Provinsi Sulawesi Selatan 

menganggap perlu menyusun RPKD mini agar dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan 

misi kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan, yang secara substansi penyusunan RPKD 

ini memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Dokumen 

RKPD mini ini, minimal memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan, prioritas program, 

dan prioritas wilayah yang diharapkan menjadi pedoman dalam mengakselerasikan program 

dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota. 

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya 

terhadap penyusunan dan penyelesaian dokumen ini. Terutama penajaman aspek sasaran, 

program dan sinergi program, monitoring dan evaluasi, efektifitas anggaran, dan penguatan 

kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan daerah. 

Semoga kontribusi masing-masing pihak dapat menjadi sumbangsih dalam 

penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi upaya 
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mewujudkan visi Gubernur Sulawesi Selatan, “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, 

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” 

 

 

  Makassar, 30 Juni 2022 

  Kepala Bappelitbangda 

Provinsi Sulawesi Selatan 
   

  Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPLG 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi, dari tahun 

ke tahun menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu perhatian banyak pihak 

dan menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan 

ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi 

hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan, perumahan, air bersih, dan lainnya. Berbagai kebijakan, strategi, program, dan 

kegiatan yang diimplementasikan di tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota, telah 

menurunkan jumlah penduduk miskin, namun laju penurunan kemiskinan melambat. Di 

sisi lain kerentanan penduduk miskin masih sangat tinggi dan ketimpangan sulit 

diturunkan. 

Permasalahan  umum  yang  dihadapi  dalam  penanggulangan kemiskinan antara lain 

: (a) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b) masih adanya 

ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah; (c) akses masyarakat terhadap 

kebutuhan dasar masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; 

(d) globalisasi yang berdampak pada gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di 

dalam masyarakat terutama masyarakat miskin; (e) meningkatnya kerentanan masyarakat 

miskin sebagai akibat dari perubahan iklim. 

Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena 

itu Penanggulangan Kemiskinan Daerah diperlukan sebagai cara dalam mengurai 

persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan 

masalah utama serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan 

dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu prioritas penanganan permasalahan di setiap 

daerah juga berbeda sesuai dengan kondisi daerah tersebut, menyangkut indikator 

kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. 

Penanggulangan  kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah  pusat  serta 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia 

usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

diperlukan untuk memastikan indikator-indikator tersebut menjadi prioritas dalam rencana 

intervensi yang disusun oleh pemerintah daerah. 

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dicapai menurut sasaran 

(penerima program) dan tujuan, menjadi: 
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1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah 

memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup 

masyarakat miskin. 

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas 

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan 

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi 

mikro dan kecil. Tujuannya adalah untuk memberikan akses dan ekonomi untuk 

para pelaku usaha yang menjalankan mikro dan kecil. 

4. Program-program lain secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan 

kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip empat 

utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan 

pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) 

pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. 

Mengacu kepada prinsip-prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan 

dengan strategi yaitu (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) 

meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan 

menjamin usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan. 

Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. 

Yaitu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program 

lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

Pemerintah Sulawesi Selatan senantiasa memiliki komitmen untuk menurunkan 

jumlah penduduk miskin, di mana pada tahun 2013 sebesar 863.230 orang atau 10,32%, 

menjadi 779.640  orang atau 9,87% di tahun 2018.  Komposisi penduduk miskin di 

Sulawesi Selatan pada bulan september Tahun 2018 terdiri dari 168.700 jiwa di daerah 

perkotaan dan 610.940 jiwa di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat 80% penduduk miskin yang berada di desa , dan 20 % berada di perkotaan. 

Pada kondisi sejak terjadinya  Pandemic Covid 19 hingga  awal semester kedua 2020, 

memperlihatkan jumlah orang miskin di Indonesia dan juga di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Laporan awal World Bank tahun 2020, memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia 

selama Covid 19 bertambah antara  3-4 juta orang miskin. Sementara itu di Sulawesi 

Selatan jumlah dan persentase penduduk miskin naik pada tahun 2020 sebesar 776,83 ribu 
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jiwa atau 8,72% dan terus menunjukkan angka peningkatan di tahun 2021 sebesar 0,06% 

menjadi 8,78%.  Kondisi ini memerlukan intervensi yang nyata dari pemerintah dan 

stakeholders lain untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Oleh 

karena itu, melalui kebijakan program penanggulangan kemiskinan  yang tertuang dalam 

rencana Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (2022-2023) serta upaya sinergi 

antar OPD terkait serta peran swasta, Pergururuan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Tokoh 

masyarakat, dan juga media, maka diharapkan program penanggulangan kemsikinan di 

Sulawesi Selatan bisa efektif menjawab penurunan angka kemiskinan  dan sebagai jawaban 

atas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Sulawesi Selatan.  

Untuk mempercepat sinergi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018-2023, berbagai 

upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan telah dibuat, diantaranya dengan 

membentuk Surat Keputusan Gubernur  Nomor 523/II/2021 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang merupakan amanah dari Permendagri No. 53 

tahun 2020 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Disadari bahwa tanggungjawab 

pencapaian pengurangan kemiskinan memerlukan peran serta pemerintah daerah, swasta 

dan masyarakat secara bersama-sama dalam mengatasi permasalahan yang di alami 

penduduk/rumah tangga miskin. Ketepatan sasasaran penerima manfat juga masih menjadi 

salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. 

Sejalan dengan upaya mendorong peran pemerintah daerah dalam mengatasi 

kemiskinan, maka rencana penanggulangan kemsikinan harus mengacu pada suatu 

landasan  (dokumen)  sebagai  hasil  identifikasi  dan  kajian  secara  mendalam  terkait 

dengan  permasalahan  dan  kondisi  lokalita  sehingga penanggulangan  kemiskinan  di 

daerah  dalam  berjalan  dengan  optimal.  Sejalan  dengan  Rencana Nasional 

Penanggulangan Kemiskinan (RNPK), maka perlu disusun dokumen Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman bersama pemerintah 

daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang 

terjadi di daerah sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia. RPKD 

merupakan wujud komitmen pemerintah dalam proses desentralisasi sehingga daerah 

mampu mengidentifikasi dan mengatasi kemiskinan dengan   kemampuan dan wewenang 

yang dimiliki. Otonomi daerah juga mengisyaratkan kewajiban serta pemerintah Provinsi 

dan kabupaten/kota untuk lebih akomodatif dan responsif serta memberi ruang yang lebih 

luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang pengambilan keputusan. 

Mengingat pentingnya penyusunan Rencana penanggulangan kemiskinan daerah 

(RPKD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 -2023 sebagaimana diuraikan di atas, 

Berkaitan  dengan  target  pemerintah untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat khususnya 

dalam penanggulangan kemiskinan maka Rencana penanggulangan kemiskinan sangat  
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diperlukan  oleh para perencana dan pengambil kebijakan. Keterangan mengenai jenis 

persoalan dan akar permasalahan yang dihadapi berbagai   jenis   segmen   penduduk   

miskin   beserta   profil   dan   karakteristik kemiskinan dapat membantu perencana program 

dalam menentukan program- program yang tepat dan pengambil kebijakan dapat lebih 

menfokuskan program pengentasan kemiskinan, sehingga dapat lebih sesuai dengan 

kebutuhan penduduk miskin tersebut. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang 

didasari pemahaman menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk miskin dapat 

membantu perencanaan, pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan akan tepat 

sasaran dan juga akan memudahkan proses evaluasi kebijakan. 

1.2 Maksud Dan Tujuan 

1.2.1 Maksud 

Maksud penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(RPKD) Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2023  adalah : 

a. Merumuskan strategi pemerintah daerah dalam penangulangan kemiskinan. 

b. Penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam penangulangan kemiskinan. 

c. Memandu penajaman intervensi program bagi Organisasi Perangkat Daerah 

dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan 

1.2.2 Tujuan 

Tujuan  dari penyusunan  dokumen   Rencana Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2023 antara lain adalah : 

a. Menegaskan   komitmen   pemerintah   Provinsi,   pemerintah   

kabupaten/kota, lembaga   swadaya   masyarakat,   organisasi   

kemasyarakatan,   pelaku   usaha, lembaga internasional, dan pihak yang 

peduli untuk memecahkan masalah kemiskinan dalam daerah pada 

khususnya dan nasional pada umumnya; 

b. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan 

melalui pendekatan hak–hak dasar (right based approach) dalam 

perumusan strategi dan kebijakan; 

c. Memperkuat pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan 

kemiskinan  dalam  setiap  langkah  dan  setiap  pengambilan  kebijakan 

daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan; 

d. Mempercepat    pencapaian    tujuan    dan    sasaran    penanggulangan 

kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam mendukung  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (Sustainable 

Development Goals-SDGs) 
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1.3 Sasaran 

Sasaran dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 

Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2023 adalah sebagai berikut : 

a. Tersusunnya   konsep   Rencana   Penanggulangan   Kemiskinan   Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan 2022–2023; 

b. Terumuskannya kebijakan penanggulangan kemiskinan; 

c. Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat 

Daerah terkait penanggulangan kemiskinan secara komprehensif; 

1.4 Landasan Kebijakan 

Dalam menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai 

tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka penanggulangan kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan dilaksanakan secara berkeadilan tanpa perbedaan.   Sebagai sebuah 

dokumen strategis yang menjadi acuan dalam upaya penanggulangan kemiskinanan. 

Gubernur dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi 

dan pembinaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan kabupaten/kota dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber pendanaan lain yang 

sah dan tidak mengikat.  

Beberapa landasan hukum/Kebijakan terkait penyusunan Dokumen Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yaitu : 

1. Undang-undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem   Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran  Negara  RI  Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 

2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang   Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

3. Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   2011   tentang   Penanganan Fakir  Miskin  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019; 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang RKP 2011; 

7. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Percepatan Pelaksanaan 

Prioritas Pembangunan Indonesia Tahun 2010; 

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 

Berkeadilan; 
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9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional 

Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang  Penguatan  Peran 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; 

11. Peraturan    Presiden    Nomor    15    Tahun    2010    tentang    Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan; 

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53 Tahun  2020  tentang  Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kab./Kota; 

13. Surat Keputusan Gubernur Nomor 523/II/2021 tentang Pembentukan Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi yang merupakan 

amanah dari Permendagri No. 53 tahun 2020 tentang TKPK Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

1.5 Sistematika RPKD 

Laporan  Rencana  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah  (RPKD)  Provinsi Sulawesi 

Selatan 2022-2023 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I Pendahuluan, berisi landasan kebijakan mengenai Rencana 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Selain itu juga menjelaskan 

dokumen RPKD mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur mengenai 

penanggulangan kemiskinan. Bagian ini juga menjelaskan maksud dan tujuan 

serta sasaran dari dokumen RPKD, landasan hukum, yang kemudian dilanjutkan 

dengan sistematika penulisan dokumen RPKD. 

2. BAB II Kondisi Umum Daerah, berisi kondisi geografis dan demografis lalu 

kaitannya terhadap kondisi kemiskinan di daerah. Perlu menjelaskan informasi 

tentang administrasi wilayah, tingkat kesulitan akses terhadap jangkauan 

pelayanan publik mengingat kemiskinan sangat erat kaitannya terhadap 

ketersediaan sarana dan prasarana dasar di suatu daerah.  

3. BAB III   Profil kemiskinan daerah yang berisi: (profil kemiskinan daerah harus 

sudah melampirkan masuk ke analisis karakteristik kemiskinan dan analisis data 

kemiskinan).  

4. BAB IV Prioritas program (Indikator perkembangan antar waktu; capaian 

indicator efektivitas, intervensi perbaikan serta bagaimana perkembangan capaian 

indicator capaian indicator sebagai dasar merumuskan program prioritas). 

5. BAB V Prioritas Wilayah. Penetuan lokasi berdasarkan beberapa syarat yang 

sesuai dengan pencapaian target/sasaran program dan proyek, agar lebih tepat 

sasaran capaian Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang tertuang di dalam 

RPJMD 2018-2023.  
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6. Bab VI Penutup, berisi harapan daerah dengan disusunnya dokumen RPKD 

terhadap penangulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB II 

KONDISI UMUM DAERAH 

2.1 Geografis 

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara 0° 12' Lintang Selatan dan 8° 

Lintang Selatan dan antara 116° 48' 122° 36' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator 

atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Luas wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan tercatat 46.717,48 km persegi dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada 

jazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian lainnya berada pada jazirah tenggara 

Pulau Sulawesi. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 

batas-batas: Utara – Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah; Selatan – Laut Flores; 

Barat – Selat Makassar; Timur – Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan 

letak geografisnya, Sulawesi Selatan memiliki dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulaan 

Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). 

Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 

kota, yaitu: Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, 

Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana 

Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota 

Palopo. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas dengan luas 7.502,58 km persegi atau 

luas kabupaten tersebut merupakan 16,06 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. 

Sementara itu, Kota Pare - Pare merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan 

luas 99,33 km persegi atau 0,21 persen dari wilayah Sulawesi Selatan. 

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran 

tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 

sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan 

tanah yang kemiringannya agar curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan 

bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan 

sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Terdapat 

sekitar 65 sungai yang mengalir di Provinsi ini, dengan jumlah sungai terbesar ada di 

bagian utara wilayah Provinsi ini.  

Lima danau besar menjadi rona spesifik wilayah ini, yang tiga di antaranya yaitu 

Danau Matana, Danau Towuti dan Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, serta dua 

danau lainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo. 

Berikut dapat dilihat peta wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada 

Gambar 2.1 dibawah ini. 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN       9 

 

 Sumber : Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Luas wilayah dan nama ibu kota menurut 24 kabupaten/kota yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2. 1 

Luas wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota 

Regency/Munici

pality 

Ibukota 

Kabupaten/K

ota Capital of 

Regency/ 

Municipality 

Luas Total 

Area 

(km
2

/sq.km) 

(1) (2) (3)  

Kepulauan Selayar Benteng  1 357,03 

Bulukumba Bulukumba  1 284,63 

Bantaeng Bantaeng  395,83 

Jeneponto Bontosunggu  706,52 

Takalar Pattallassang  566,61 

Gowa Sungguminasa  1 883,32 

Sinjai Sinjai  798,96 

Maros Maros  1 619,12 

Pangkajene Dan 

Kepulauan 

Pangkajene  1 132,08 

Barru Barru  1 174,71 

Bone Watampone  4 559,00 

Soppeng Watangsoppeng  1 557,00 

Wajo Sengkang  2 504,06 

Sidenreng Rappang Rappang  1 883,23 

Pinrang Pinrang  1 961,67 

Gambar 2. 1 

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan 
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Kabupaten/Kota 

Regency/Munici

pality 

Ibukota 

Kabupaten/K

ota Capital of 

Regency/ 

Municipality 

Luas Total 

Area 

(km
2

/sq.km) 

(1) (2) (3)  

Enrekang Enrekang  1 784,93 

Luwu Belopa  3 343,97 

Tana Toraja Makale  1 990,22 

Luwu Utara Masamba  7 502,58 

Luwu Timur Malili  6 944,88 

Toraja Utara Rantepao  1 215,55 

Kota Makassar Makassar  199,36 

Kota Parepare Pare Pare  99,33 

Kota Palopo Palopo  252,99 

Sulawesi 

Selatan 

Makassar  46 717,48 

Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2021 

Sampai tahun 2021 jumlah  desa/kelurahan  di  Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 

3.051 desa/Kelurahan, sementara jumlah kecamatan sebanyak 311 kecamatan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 2.3 yaitu Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Selatan 

dan jumlah Desa/Kelurahan di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : 

 

Tabel 2. 2 

Jumlah Wilayah Admnistrasi Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Kabupaten / Kota 
2017 2018 2019 2020 2021 

Regency / Municipality 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kepulauan Selayar 11 11 11 11 11 
Bulukumba 10 10 10 10 10 
Bantaeng 8 8 8 8 8 
Jeneponto 11 11 11 11 11 
Takalar 9 9 10 10 10 
Gowa 18 18 18 18 18 
Sinjai 9 9 9 9 9 
Maros 14 14 14 14 14 
Pangkajene Dan 
Kepulauan 

13 13 13 13 13 

Barru 7 7 7 7 7 
Bone 27 27 27 27 27 
Soppeng 8 8 8 8 8 
Wajo 14 14 14 14 14 
Sidenreng Rappang 11 11 11 11 11 
Pinrang 12 12 12 12 12 
Enrekang 12 12 12 12 12 
Luwu 22 22 22 22 22 
Tana Toraja 19 19 19 19 19 
Luwu Utara 12 15 15 15 15 
Luwu Timur 11 11 11 11 11 
Toraja Utara 21 21 21 21 21 
Kota Makassar 15 15 15 15 15 
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Kabupaten / Kota 
2017 2018 2019 2020 2021 

Regency / Municipality 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kota Parepare 4 4 4 4 4 
Kota Palopo 9 9 9 9 9 

Sulawesi Selatan 307 310 311 311 311 
Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2021 

2.2 Iklim Dan Musim 

Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di 

Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni 

sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan 

Maret. Berdasarkan pengamatan di tiga Stasiun Meteorologi (Hasanuddin dan Maritim 

Paotere) dan Klimatologi Maros selama tahun 2018 rata-rata suhu udara 27,4 oC di Kota 

Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum 

di stasiun klimatologi Hasanuddin 28,02 oC dan suhu minimum 26,99 oC. 

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut oldeman, wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan memiliki 5 tipe iklim; yaitu tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah 

dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe 

ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur.Tipe Iklim B, iklim 

basah dimana curah hujan rata-rata 3000-3500 mm/tahun.Wilayah tipe terbagi 2 tipe yaitu 

(B1) meliputi kab.Tana toraja, Luwu utara, Luwu timur.Tipe B2 meliputi Gowa, 

Bulukumba dan Bantaeng, tipe C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata 

2500-3000 mm/tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1 meliputi kabupaten Wajo, 

Luwu dan Tana toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, 

Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, 

Bulukumba Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana toraja, Pare-

pare, Selayar. 

2.3 Demografi                                       

2.3.1 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Jumlah penduduk disetiap Provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju 

pertumbuhan yang sangat beragam. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Sulawesi 

Selatan 9.073,5 ribu jiwa, lalu tahun 2021 meningkat dengan laju pertumbuhan 

0,55% menjadi 9.139,5 ribu jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi di 

Provinsi Sulawesi Selatan ialah kota Makassar dengan jumlah 1.427,6 ribu jiwa dan 

jumlah penduduk terendah berada di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 
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138,0 ribu jiwa. Untuk jumlah penduduk dan laju jumlah penduduk dapat dilihat pada 

Grafik  berikut: 

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2021 

2.3.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 

Persentase penduduk usia produktif (15-64  tahun) di Provinsi Sulawesi Selatan 

terus meningkat. Pada tahun 2021 proporsi penduduk usia produktif di Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah sebesar 6.287.700 jiwa atau 68,79 %. Perbedaan yang tajam 

antara jumlah penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun 

ke atas), hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masih berada dalam 

masa bonus demografi karena sebesar 68,79% penduduknya masih berada di usia 

produktif, berikut gambar kelompok penduduk usia produktif dan jenis kelamin 

dalam Persen % (Grafik 2.2). 

 

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2021  
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Grafik 2. 1 

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 - 2021 
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Grafik 2. 2 

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 
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2.3.3 Rasio Jenis Kelamin 

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2021, Rasio Jenis Kelamin yang dimiliki 

Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 98,6%, dengan jumlah laki-laki 4.538.118 jiwa 

dan perempuan 4.601.413 jiwa. Berikut tabel 2.3 menggambarkan terkait Rasio Jenis 

Kelamin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan 

2021: 

Tabel 2. 3 

Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 dan 2021 

Kabupaten/Kota Rasio Jenis Kelamin Penduduk 

Regency/Municipa

lity 
Population Sex Ratio 

  2020 2021 

-9 -10   
-

11 

Kepulauan Selayar 96,4   96 

Bulukumba 95,2   95 

Bantaeng 97,9   98 

Jeneponto 97,8   98 

Takalar 95,5   96 

Gowa 98,4   99 

Sinjai 97,9   98 

Maros 100,6   
10

1 

Pangkajene Dan 

Kepulauan 
96,1   96 

Barru 95,8   96 

Bone 95,5   96 

Soppeng 92,9   93 

Wajo 94,4   94 

Sidenreng 

Rappang 
98   98 

Pinrang 97,5   98 

Enrekang 103,7   
10

4 

Luwu 101,5   
10

2 

Tana Toraja 107,3   
10

7 

Luwu Utara 102,1   
10

2 

Luwu Timur 106   
10

6 

Toraja Utara 104,4   
10

4 

Kota Makassar 99,2   99 

Kota Parepare 98,3   98 

Kota Palopo 100,2   
10

0 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

14      TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Kabupaten/Kota Rasio Jenis Kelamin Penduduk 

Regency/Municipa

lity 
Population Sex Ratio 

  2020 2021 

-9 -10   
-

11 

Sulawesi Selatan 98,6   99 

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2021 

2.3.4 Pendidikan 

Akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  pendidikan  dapat  dilihat berdasarkan 

beberapa indikator, diantaranya melalui tingkat partisipasi penduduk usia sekolah 

terhadap layanan pendidikan menurut jenjang pendidikannya. Hal ini juga sesuai 

dengan amanat dalam UUD 1945 yang salah satunya mencerdaskan kehidupan  

bangsa,  serta  dalam  salah  satu  tujuan  SDGs  yaitu  tidak  ada seorangpun  yang  

tertinggal,  terlupakan,  atau  bahkan  terpinggirkan  dari  hak untuk memperoleh 

pendidikan yang layak dan berkualitas. 

2.3.4.1 Partisipasi Sekolah 

Manusia merupakan modal utama pembangunan. Untuk itu, pemerintah 

berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing, salah satunya yaitu melalui peningkatan pemerataan 

layanan pendidikan berkualitas. Bentuk peningkatan pemerataan layanan 

pendidikan berkualitas   dapat   dilihat   dari   persentase   partisipasi   sekolah   

penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam 

tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak 

bersekolah lagi. 

Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  menggambarkan  ukuran  daya  serap 

sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator 

dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi 

penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat 

99,23
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Grafik 2. 3 

Angka Partisipasi Sekolah , 2019 - 2021 
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struktur kegiatan penduduk yang berkaitan  dengan  sekolah.  APS  yang  

tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu. 

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2021 

 

Grafik 2.3  menunjukkan bahwa  APS terbesar berada  pada kelompok 

umur 7-12 tahun yaitu 99,29 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir 

semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok 

umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa   semakin   

bertambah   usia penduduk, partisipasi  sekolahnya cenderung semakin 

menurun. 

2.3.4.2 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh 

pendidikan Dasar dengan jumlah persentasi 40,38%. Kemudian jumlah 

partisipasi sekolah perguruan tinggi sebesar 15,47%, tingkat pendidikan 

jenjang Madrasah (MA) terendah yaitu sebanyak 3% dan jenjang/tingkat 

pendidikan lain yang dapat dilihat pada Grafik berikut: 

 

 

Grafik 2. 4 

Persentasi partisipasi sekolah berdasarkan jenjang  

pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 

 

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2021 

2.3.5 Kesehatan 

Kesehatan menjadi salah satu modal dasar dalam proses pembangunan dan 

menjadi tujuan pembangunan manusia. Sumber daya manusia yang sehat memegang 

peranan yang sangat penting bagi pembangunan karena jika sebagian besar sumber 

daya manusia tidak sehat atau sakit maka cenderung proses   pembangunan   menjadi   
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tidak   maksimal.   Banyak   penelitian   yang menyatakan orang yang sakit cenderung 

lebih rendah produktifitasnya dibanding orang yang sehat. 

Keluhan kesehatan yang terjadi pada penduduk dapat memberikan satu 

informasi yang penting untuk melihat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

diketahui bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama 

sebulan terakhir tahun 2017 sampai 2021 yang paling tinggi tingkat persentase 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan terjadi pada tahun 2019 dengan 

persentase 30,12 persen, sementara di tahun 2017 penduduk yang mengalami 

keluhan kesehatan sebanyak 24,7 persen dan merupakan jumlah yang sedikit dari 

rentang waktu 2017-2021, untuk persebaran persentase penduduk yang mengalami 

keluhan kesehatan di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan di sajikan dalam 

tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2. 4 

Persentase  Penduduk  yang  Mempunyai  Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir 

Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017–2021 

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 21,06 29,67 25,5 28,86 21,85 

Bulukumba 25,88 26,38 27,97 20,16 20,85 

Bantaeng 46,89 47,61 51,09 51,05 40,69 

Jeneponto 30,26 36,25 29,1 33,35 25,86 

Takalar 33,56 43,22 42,18 38,16 29,63 

Gowa 23,98 36,89 34,52 29,9 25,08 

Sinjai 23,65 24,26 27,56 31,85 35,3 

Maros 31,05 34,31 34,54 39,06 28,19 

Pangkajene  Dan 

Kepulauan 
23,38 26,79 26,54 22,73 21,43 

Barru 25,4 22,19 27,11 24,04 14,26 

Bone 22,21 18,31 27,29 28,28 16,62 

Soppeng 16,8 20,49 21,97 19,21 13,46 

Wajo 27,38 25,27 27,62 29,67 22,1 

Sidenreng Rappang 20,25 24,26 32,75 36,93 22,67 

Pinrang 28,22 35,28 40,51 30,74 32,23 

Enrekang 20,34 25,53 24,95 25,06 17,35 

Luwu 25,38 32,22 34,21 26,35 21,87 

Tana Toraja 17,57 21,48 19,93 20,44 17,1 

Luwu Utara 24,41 31,35 32,58 25,26 18,23 

Luwu Timur 24,87 33,98 30,1 28,27 19,41 

Toraja Utara 15,58 17,56 19,6 22,4 20,41 

Kota Makassar 22,9 27,9 26,6 26,8 53,3 

Kota Parepare 29,82 35,18 36,69 41,74 19,15 

Kota Palopo 19,82 38,97 30,42 29,69 17,73 

Sulawesi Selatan 24,7 29,32 30,12 28,91 28,03 

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2021 
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Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengobatan di fasilitas 

kesehatan membutuhkan biaya pengobatan dan yang saat ini di berlakukan di seluruh 

indonesia adalah penggunaan BPJS kesehatan, di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 

dua jenis kategori BPJS kesehatan yaitu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 

BPJS non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), persentase penerima bantuan iuran 

BPJS PBI dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan yaitu dari 50,17 ke 75,19 

persen, sementara BPJS Non-PBI mengalami penurunan drastis dari tahun 2020 

sebesar 24,30 persen sementara di tahun 2021 sebesar 1,20 persen. Berikut grafik 2.6 

menggambarkan persentasi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan 2021: 

 

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2021 

 

2.3.6 Pembangunan Manusia Dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nations  

Development  Programme  (UNDP)  pada  tahun  1990  melalui  laporan Human 

Development Report (HDR). Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia  

yang  dikemukakan  oleh  UNDP tersebut  bukan hanya  menempatkan manusia 

sebagai input dari pembangunan tetapi juga menjadi tujuan akhir pembangunan, 

yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif 

sehingga dapat memiliki umur panjang dan hidup sehat, menguasai pengetahuan, dan 

memenuhi standar hidup yang layak. 
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Grafik 2. 5 

Persentasi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan 2021 
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Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang 

digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan  dalam jangka panjang. Untuk 

melihat  kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu 

diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara  umum,  pembangunan  

manusia Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan selama periode 2016 

hingga 2021. IPM Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari 69,76 pada tahun 2016 

menjadi 72,24 pada tahun 2021. Kurun waktu 2016 hingga 2021 IPM Provinsi 

Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan yang besar. Pada tahun 2017 IPM Provinsi 

Sulawesi Selatan telah menembus angka 70 poin yang berarti meningkat dari level 

“sedang” menjadi “tinggi” dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menjadikan 

kebanggaan tersendiri dimana bisa dikatakan IPM Provinsi Sulawesi Selatan telah 

“naik kelas”. 

Pada periode 2019-2020, IPM Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh 0,27 persen. 

Pertumbuhan pada periode tersebut lebih lambat apabila dibandingkan dengan 

kenaikan pada periode 2018-2019, yang tumbuh sebesar 0,76 persen. Melambatnya 

pertumbuhan IPM pada tahun 2020 disebabkan oleh tekanan yang dirasakan oleh 

masyarakat, khususnya pada indeks pengeluaran akibat pandemi Covid-19. 

 

2.3.7 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat 

kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi 

dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang 
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Grafik 2. 6 

Persentasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 sampai 2021 
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bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang 

sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan 

usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. 

Perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp 462,34 

triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 309,24 triliun sedangkan 

PDRB perkapita tercatat Rp 52,85 juta atau US $ 3.711,76. 

Tabel 2. 5 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 

No Rincian 2016 2017 2018 2019 2020 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

Ekonomi(%) 

1 Nasional 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 3.64 

2 Provinsi. Sul-

Sel 

7,42 7,21 7,07 6,92 -0,70 5,58 

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Tabel 2. 6 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 (%) 

No Rincian 2016 2017 2018 2019 2020 

Rata-Rata 

Pertumbuhan 

Ekonomi(%) 

1 Nasional 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 3.64 

2 Provinsi. Sul-

Sel 

7,42 7,21 7,07 6,92 -0,70 5,58 

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

 Perekonomian Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir mengalami 

pertumbuhan negtif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 

sebesar 7.42 persen, Selama   kurun waktu  pada  tahun  2017  sampai  tahun  2020 

pertumbuhan ekonomi kembali menurun dari 7,21 persen hingga 6,92 persen.  Pada 

masa pandemic Covid 19 yang dimulai sejak awal 2020, pemerintah pusat dan daerah 

melakukan  kebijakan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB), dan juga semi 

lockdown  yang dilakukan di berbagai daerah diseluruh Indonesia,terutama wilayah 

Hitam dan Merah yang merupakan wilayah terdampak parah penyebaran Virus C-

19. 

Sebagai akibat menurunnya sebagian besar aktivitas ekonomi tersebut, 

berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam. Pada tahun 

2020 pertumbuhan ekonomi nasional.mengalami kontraksi hingga -2,07 

persen,sementara Sulawesi Selatan mengalami tekanan ekonomi hingga -0.70 
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persen. Hal tersebut,berdampak pada rata-rata pertumbuhan ekonominasional 

menjadi 3,64 persenselama limatahun terakhir. Sementara itu rata-rata pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan menjadi 5,58 persen selama 

periode lima tahun terakhir. 

Tabel 2. 7 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016-2020 (%) (atas dasar Harga Berlaku) 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 
23,15  23,43  23,13  22,52 21,28 

Pertambangan dan 

Penggalian 
6,32  5,19  4,91  4,80  4,62 

Industri Pengolahan 13,88  14,06 13,82  12,88  13,16 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 
0,06  0,06  0,07  0,07  0,06 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang 

0,11  0,10  0,10  0,10  0,09 

Konstruksi 12,39  12,63 12,89  13,55  14,18 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda 

Motor 

12,86  13,27  13,71  14,39  14,80 

Transportasi dan 

Pergudangan 
4,19  4,29  4,21  4,28  4,23 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

1,34 1,32  1,37  0,62  1,41 

Informasi dan 

Komunikasi 
4,62  4,66  4,80  1,13  5,05 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
3,60  3,81  3,80  4,93  3,66 

Real Estate 3,99  3,95  3,82  0,01  3,65 

Jasa Perusahaan 0,44  0,44  0,44  3,71  0,47 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

4,79 4,47 4,38  0,46  4,62 

Jasa Pendidikan 5,08  5,07  5,24  4,47 5,26 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
1,91  1,94  1,97  5,29  2,01 

Jasa lainnya 1,28  1,31  1,34  1,41  1,44 

Sulawesi Selatan 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 

Pertumbuhan produk reginal Bruto selama beberapa tahun masih didominasi 

oleh sektor  pertanian; data dari 2015-2019 memperlihatkan  data sector pertanian 

masih stabil diantara 23,15- 21,28. Sementara itu sector produktif lainnya antara lain 
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sector industry pengolahan dan sector Konstruksi. Sektor Idustri pengolahan 

berkontribusi 13,88 -12, 88 persen, Sementara itu pada sektor konstruksi 

berkontribusi terhadap produk regional Bruto antara 12,38-14,18 persen. Hal tersebut 

memberi indikasi bahwa Tiga sector dominan pembentuk besaran produk regional 

Bruto yaitu sector; Pertanian, Indsutri pegolahan dan sector Konstruksi. 

Sementara untuk sector-sektor lainnya; Transportasi dan perdagangan; 

Informasi dan Komunikasi; Adinistrasi pemerintahan; Jasa keuangan dan Asuransi; 

Realestate; Jasa Pendidikan; memiliki rerata dibawah 10 persen kontribusi terhadap 

pertumbuhan regional di Sulawesi Selatan. Disamping itu,terdapat beberapa sector 

yang masih rendah dalam pembentukan struktur ekonomi Regional Bruto hingga 

2021.  

Beberapa kegiatan-kegiatan yang berskala nasional dan internasional yang 

diadakan di Kota Makassar mempercepat pertumbuhan pada sektor penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum. Seperti adanya Festival F8 yang dilaksanakan di 

Makassar yang diikuti delegasi dari berbagai Negara, selain itu juga diadakan 

Peringatan Hari-hari resmi nasional dan event-event skala nasional yang berpusat di 

Makassar, serta pelaksanaan Festival Phinisi. Tidak adanya pemangkasan Anggaran 

pada Instansi Pemerintah menyebabkan frekuensi pelaksanaan paket meeting di 

Hotel-hotel meningkat. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya 

mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan sector lainnya masih  mengalami 

pertumbuhan positif di bawah tiga persen. 

Tabel 2. 8 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2016-2020 (%) (Harga Konstan) 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 
5,87  7,86  5,56  5,27  2,90 

Pertambangan dan 

Penggalian 
7,42  1,22  3,80  1,11  2,68 

Industri Pengolahan 6,77  8,23  5,03  0,94  9,92 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 
-1,39  11,52  6,10  7,26  6,22 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang 

0,34  5,44  7,89  9,21  1,83 

Konstruksi 8,32  7,02  8,74  8,56  8,93 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 
7,89  9,57  10,42  11,57  9,15 
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Lapangan Usaha 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Mobil dan Sepeda 

Motor 

Transportasi dan 

Pergudangan 
6,92  7,75  8,37  10,32  1,74 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

5,81  8,47  11,94  12,71  6,16 

Informasi dan 

Komunikasi 
7,92  8,13  10,52  11,99  10,99 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
7,41  13,63  4,39  4,67  4,01 

Real Estate 7,39  6,37  4,48  4,63  5,43 

Jasa Perusahaan 5,87  7,88  8,44  10,02  10,53 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

7,88 - 0,22 5,20  9,96  9,98 

Jasa Pendidikan 7,25  6,86  9,72  9,77  6,93 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
9,31  8,45  8,80  8,59  8,05 

Jasa lainnya 8,99  9,81  9,58  13,13  9,73 

Sulawesi Selatan 7,19  7,42  7,21  7,06  6,92 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan  

Pada laju pertumbuhan produk regional Bruto berdasarkan harga konstan 

memperlihatkan pertumbuhan yang siqnifikan.pada sector pertanian; kehutanan dan 

perikanan mengalami pertumbun antara  5,87 hingga 7,86. Pada tahun 2019 sektor 

pertanian;kehutanan dan peternakan mengalami penurunan hingga 2,90 persen.   

Pada beberapa sector lainnya seperti pertambangan dan penggalian, industry 

pengolahan,konstruksi, Perdagangan besar dan Eceran,reparasi mobil dan sepeda 

motor; transportasi dan pergundangan , penyediaan akomoasi danmakan 

minum,Jasakeuangan dan asuransi, Real estate; Jasa Perusahaan; administrasi 

pemerintahan, pertanahan, dan jaminan social wajib; Jasa Pendidikan, Jasa 

Kesehatan dan kegiatan Sosial dan Jasalainnya juga mengalami pertumbuhan yang 

signifikan meskipun ada beberapa sector yang berfluktiatif. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kunci kemajuan suatu wilayah. 

Pertubuhan juga menjadi salah satu barometer kemajuan suatu wilayah. Melihat 

perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dari tahun-ketahun 

memperlihatkan hal yang menyenangkan, meskipun untuk beberapa daerah masih 

mengalami kondisi pertumbuhan yang stagnan (hampir tidak berkembang,meskipun 

tetap adanya pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. 
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Periode tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, 

mengalami penurunan, meskipun penurunan pertumbhan ekonomi terlihat masih 

wajar ditengah perubahan  melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia,sebagai akibat  

pertumbuhan ekonomi global juga mengalami penurunan.  

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung tinggi  hingga akhir 2109, ternyata pada 

tahun 2020 awal- dan hingga 2021, dunia dikejutkan oleh munculnya global 

pandemic Covid19, yang awal penyebarannya berasal dari China. Global pandemic 

yang menyebar keseluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi Covid 19, telah 

menyebabkan jatuhnya pertumbuhan ekonomi diseluruh dunia. Hingga tahun 2020 

,pertumbhan ekonomi di Indonesia mengalami  kontraksi yang  begitu dalam. Begitu 

pula dengan Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami dampak ekonomi dengan 

hadirnya pandemi covid-19 ini. 

Tabel 2. 9 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 (%) 

Kabupaten/Kota  
Pertumbuhan Per Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kepulauan  

Selayar 
8,83 7,35 7,61 8,75 7,66 

Bulukumba 5,62 6,79 6,89 5,05 5,49 

Bantaeng 6,64 7,39 7,31 8,13 10,75 

Jeneponto 6,54 8,37 8,25 6,29 5,47 

Takalar 8,42 9,61 7,37 6,66 6,87 

Gowa 6,79 7,61 7,21 7,14 7,46 

Sinjai 7,55 7,09 7,23 7,44 6,12 

Maros 8,44 9,50 6,81 6,19 1,24 

Pangkep 7,63 8,31 6,60 4,77 6,41 

Barru 6,32 6,01 6,48 7,11 7,41 

Bone 8,30 9,01 8,41 8,91 7,01 

Soppeng 5,11 8,14 8,29 8,11 7,69 

Wajo 7,06 4,98 5,21 1,08 4,06 

Sidrap 8,03 8,81 7,09 5,02 5,65 

Pinrang 8,24 7,44 7,84 6,91 6,53 

Enrekang 6,91 7,64 6,84 3,26 5,43 

Luwu 7,26 7,88 6,79 6,86 6,26 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

24      TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Kabupaten/Kota  
Pertumbuhan Per Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tana Toraja       6,85      7,32     7,47 7,89     7,22 

Luwu Utara  6,67 7,49 7,60 8,39 7,11 

Luwu Timur  6,42 1,58 3,07 3,39 1,17 

Toraja Utara 7,76 8,04 8,22 8,07 7,56 

Makassar 7,55 8,03 8,20 8,42 8,79 

Pare-Pare 6,30 6,87 6,97 5,58 6,65 

Palopo 6,47 6,95 7,17 7,52 6,75 

Sulawesi Selatan 7,19 7,42 7,21 7,06 6,92 

Sumber :BPS Provinsi Sulawesi Selatan          

2.3.8 Kemiskinan 

2.3.8.1 Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi 

perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan 

yang akurat dan tepat sasaran. 

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, jumlah penduduk miskin di 

Sulawesi Selatan keadaan Maret 2021 berjumlah 784,98 ribu jiwa atau 8,78 

persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi 

Selatan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Apabila dilihat 

berdasarkan Gambar 4.1 penduduk miskin mengalami peningkatan secara 

persentase yaitu sebesar 0,06 poin persen, juga mengalami peningkatan 

secara absolut sebesar 8,15 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2020 

yang besarnya 8,72 persen atau 776,83 ribu jiwa. 

Salah satu indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan adalah 

garis kemiskinan. Indikator ini sebagai suatu batas untuk mengelompokkan 

penduduk  menjadi  miskin  atau  tidak  miskin.  Penduduk  miskin  

didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 

Dalam proses perhitungannya, Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua 

komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Bukan Makanan  (GKBM).  Garis  Kemiskinan Makanan  (GKM) merupakan 

nilai pengeluaran  kebutuhan  minimum  makanan  yang  disetarakan  dengan  

2100 kkalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan 
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Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan. 

Analisis perkembangan garis kemiskinan pada periode Maret 2017 

sampai Maret  2019  bisa  menggambarkan  garis  kemiskinan  di  Provinsi  

Sulawesi Selatan  pada periode sebelum pandemi covid-19. Sedangkan 

perkembangan garis kemiskinan pada periode Maret 2020 sampai Maret 2021 

menggambarkan garis kemiskinan pada periode selama pandemi covid-19. 

Pada periode Maret 2019-Maret 2020 dan Maret 2021, garis kemiskinan 

meningkat dari Rp 329,880- menjadi Rp 350.264,- dan yang terakhir sebesar 

Rp. 372,491,- perkapita per bulan atau naik sebesar 6,35 persen. dapat dilihat 

pada Grafik berikut: 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Sementara  itu,  jika  dilihat  menurut  garis  kemiskinan  menurut daerah 

dan komoditi di Provinsi Sulawesi Selatan daerah perkotaan dan perdesaan 

dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 2. 10 

Garis Kemiskinan menurut Daerah dan Komoditi di  

Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2017-Maret 2021 

Daerah/Tahun 
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) 

Makanan Non Makanan Total 

Perkotaan       

Maret 2017 204.192 92.452 296.644 

Maret 2018 218.173 96.376 314.549 

Maret 2019 238.425 100.572 338.997 

Maret 2020 257.455 105.906 363.361 

Maret 2021 276.910 112.894 389.804 

Perdesaan       

Maret 2017 215.791 58.643 274.434 

  

400,000 
329,880 

350,264 372,491 

283,461 306,545 

300,000 

 

200,000 

 

100,000 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Grafik 2. 7 

Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 sampai 2021 
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Daerah/Tahun 
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) 

Makanan Non Makanan Total 

Maret 2018 236.336 63.581 299.917 

Maret 2019 254.134 68.088 322.223 

Maret 2020 268.024 71.719 339.743 

Maret 2021 281.013 77.317 358.330 

Kota+Desa       

Maret 2017 211.452 72.009 283.461 

Maret 2018 229.289 77.256 306.545 

Maret 2019 247.704 82.176 329.880 

Maret 2020 263.690 86.574 350.264 

Maret 2021 279.240 93.251 372.491 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri 

dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non 

Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih 

besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan). 

Pada Maret 2020, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 75,28 persen, 

hal yang sama terjadi pada Maret 2021 peranannya juga relatif sama namun 

mengalami penurunan menjadi 74,97 persen. Peranan GKM terhadap GK 

untuk daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 70,85 persen dan pada 

Maret 2021 mengalami peningkatan menjadi 71,04 persen. Sedangkan untuk 

daerah perdesaan pada maret 2021 sebesar 78,42 persen cenderung 

mengalami penurunan sebesar 0,47 poin persen dari Maret 2020 yang sebesar 

78,89 persen. 

Pada Maret 2020 untuk daerah perkotaan, sumbangan GKNM terhadap 

GK sebesar 29,15 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,19 poin persen 

pada Maret 2021 menjadi 28,96 persen. Hal yang sama juga terjadi pada 

daerah perdesaan, pada Maret 2019 peranannya sebesar 21,13 persen menjadi 

21,11 persen pada Maret 2020. Pola perubahan jumlah penduduk miskin 

tersebut sejalan dengan pola perubahan persentase penduduk miskin, baik di 

perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi covid-

19 memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkat kemiskinan di 

daerah. 

Selanjutnya untuk gambaran kondisi kemiskinan di kabupaten/kota 

dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan standar garis 

kemiskinan tiap kabupaten/kota, maka jumlah dan persentase penduduk 

miskin pada setiap kabupaten/kota dapat dihitung. Tabel 2.6 menunjukkan 

jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota pada 
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kondisi Maret 2021. Pada tabel tersebut tercatat tingkat kemiskinan terendah 

ada di Kota Makassar sebesar 4,82 persen, sementara yang tertinggi ada di 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Jeneponto yang mencapai angka 

sebesar 14,28 persen. Secara absolut,  jumlah penduduk miskin terbesar 

terbanyak berada di Kabupaten Bone yaitu mencapai 79,65 ribu orang. Hal 

ini bisa dipahami karena secara distribusi penduduk Provinsi Selatan, sebaran 

terbesar berada di Kabupaten Bone. Sementara itu, jumlah penduduk miskin 

terendah berada di Kota Pare-pare. 

Tabel 2. 11 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota tahun 2021 

No Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Persentase 

Penduduk Miskin 

1 Kepulauan Selayar 16,93 12,45 

2 Bulukumba 31,31 7,43 

3 Bantaeng 17,78 9,41 

4 Jeneponto 52,35 14,28 

5 Takalar 24,6 8,25 

6 Gowa 58,66 7,54 

7 Sinjai 21,69 8,84 

8 Maros 34,11 9,57 

9 Pangkep 48,4 14,28 

10 Barru 15,18 8,68 

11 Bone 79,65 10,52 

12 Soppeng 17,27 7,53 

13 Wajo 26,22 6,46 

14 Sidrap 15,25 5,04 

15 Pinrang 33,51 8,81 

16 Enrekang 26,13 12,47 

17 Luwu 46,26 12,53 

18 Tana Toraja 29,33 12,27 

19 Luwu Utara 43,15 13,59 

20 Luwu Timur 20,99 6,94 

21 Toraja Utara 28,39 11,99 

22 Kota Makassar 74,69 4,82 

23 Kota Parepare 7,93 5,4 

24 Kota Palopo 15,21 8,14 

  Sulawesi Selatan 784,98 8,78 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Selanjutnya apabila dilihat perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan pada periode tahun 2017-2021 yang ditunjukkan pada Tabel 

2.12. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 
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2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan, akan tetapi meningkat 

kembali di tahun 2020 karena  pandemi covid-19 hingga tahun 2021. 

Tabel 2. 12 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan  

Menurut Daerah, Maret 2017 - Maret 2021 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin      Persentase Penduduk Miskin 

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 

Mar-17 153,56 659,51 813,07 4,48 12,59 9,38 

Mar-18 167,94 624,7 792,64 4,61 12,24 9,06 

Mar-19 170,1 597,69 767,8 4,44 11,95 8,69 

Mar-20 173,8 603,03 776,83 4,49 11,97 8,72 

Mar-21 191,5 593,48 784,98 4,77 12,05 8,78 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase 

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman. 

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan 

penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat 

kedalaman kemiskinan. 

Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kedalaman  adalah Indeks 

Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P1) yang dirumuskan oleh Foster-

Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran 

masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin 

mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin 

mendekati garis kemiskinan.  

Selain indeks  kedalaman kemiskinan, Persoalan  keparahan dari tingkat 

kemiskinan juga harus menjadi perhatian. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau 

Distributionally Sensitive Index (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer- Thorbec 

(FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk   

miskin,   angka   P2   yang   semakin   mendekati   0   menunjukkan ketimpangan 

pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Untuk melihat Indeks 

Kedalaman kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan Indeks Keparahan 

Kemiskinan dapat dilihat pada Grafik berikut: 
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  Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Pada periode Maret 2020 - Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Berdasarkan Gambar 

2.9, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan 0,04 poin yaitu dari 

1,53 pada keadaan Maret 2020 menjadi 1,49 pada keadaan Maret 2021. Demikian 
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Grafik 2. 8 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sulawesi Selatan Maret 

2017 – Maret 2021 
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Grafik 2. 9 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Provinsi Sulawesi Selatan 

Maret 2017 – Maret 2021 
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juga untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengalami penurunan sebesar 

0,02 poin yaitu dari 0,39 pada keadaan Maret 2020 menjadi 0,37 pada keadaan Maret 

2021 berdasarkan gambar 2.10. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata 

pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, dan 

ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin berkurang dibanding 

periode sebelumnya.  

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

(P2) di daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada Maret 

2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan 0,79 sementara di 

daerah perdesaan mencapai 2,06. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk 

perkotaan 0,18 sementara daerah perdesaan mencapai 0,53. Dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata pendapatan dan  ketimpangan kemiskinan di daerah perkotaan lebih 

baik dari pada perdesaan. 

Nilai P1 untuk daerah perkotaan naik 0,10 poin selama periode Maret 2020 

hingga Maret 2021. Demikian halnya dengan P2 yang mengalami peningkatan dari 

0,16 menjadi 0,18  pada periode yang sama. Sedangkan di daerah perdesaan, P1 dan 

P2 mengalami penurunan, masing-masing menurun sekitar 0,11 poin dan 0,04 poin. 

Garis Kemiskinan pada tahun 2021 yang terbesar adalah Kota Makassar sebanyak 

475.444 sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Soppeng sebesar 341.484, garis 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke 

tahun 2021 sebesar 22.227. Persebaran jumlah dan persentase penduduk miskin, P1 

dan P2 serta garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tahun 2021 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2. 13 

Jumlah dan persentase penduduk miskin, P1 dan P2 serta  

Garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tahun 2021 

No Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

P1 P2 

Garis 

Kemiskinan 

(Rp/Kap/Bulan) 

1 Kepulauan Selayar 16,93 12,45 2,09 0,46 406.732 

2 Bulukumba 31,31 7,43 1 0,2 369.022 

3 Bantaeng 17,78 9,41 1,23 0,27 363.342 

4 Jeneponto 52,35 14,28 1,64 0,29 374.407 

5 Takalar 24,6 8,25 1,02 0,17 380.564 

6 Gowa 58,66 7,54 1,38 0,36 408.435 

7 Sinjai 21,69 8,84 1,45 0,3 352.490 

8 Maros 34,11 9,57 1,61 0,41 424.637 

9 
Pangkajene dan 

Kepulauan 
48,4 14,28 2,78 0,78 368.096 

10 Barru 15,18 8,68 1,52 0,39 351.924 
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No Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

P1 P2 

Garis 

Kemiskinan 

(Rp/Kap/Bulan) 

11 Bone 79,65 10,52 1,67 0,42 360.177 

12 Soppeng 17,27 7,53 1,24 0,28 341.484 

13 Wajo 26,22 6,46 0,79 0,15 361.181 

14 Sidenreng Rappang  15,25 5,04 0,64 0,13 360.591 

15 Pinrang 33,51 8,81 1,77 0,5 345.892 

16 Enrekang 26,13 12,47 1,35 0,24 352.147 

17 Luwu 46,26 12,53 1,77 0,46 359.925 

18 Tana Toraja 29,33 12,27 1,66 0,36 350.220 

19 Luwu Utara 43,15 13,59 2,07 0,49 368.716 

20 Luwu Timur 20,99 6,94 1,09 0,26 371.947 

21 Toraja Utara 28,39 11,99 1,83 0,39 348.611 

22 Kota Makassar 74,69 4,82 0,76 0,16 475.444 

23 Kota Parepare 7,93 5,4 0,72 0,13 383.471 

24 Kota Palopo 15,21 8,14 1,17 0,3 383.007 

  Sulawesi Selatan 784,98 8,78 1,49 0,37 372.491 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan adalah karena tingkat 

pendidikan yang kurang, untuk persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas 

menurut kabupaten/kota dan pendidikan yang ditamatkan mengalami peningkatan 

dari tahun 2020 ke tahun 2021 untuk tamat SD dan SMP tahun 2020 sebanyak 48,76 

persen sedangkan untuk tahun 2021 sebanyak 49,45 persen, artinya kesadaran 

penduduk miskin akan pendidikan mulai meningkat. Untuk persebaran persentase 

penduduk miskin usia 15 tahun ke atas menurut kabupaten/kota dan pendidikan yang 

ditamatkan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 2. 14 

Persebaran persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas  

menurut kabupaten/kota dan pendidikan yang ditamatkan Tahun 2021 

No Kabupaten/Kota <SD 
Tamat 

SD/SMP 
>SMA 

1 Kepulauan Selayar 33,69 47,49 18,82 

2 Bulukumba 31,15 53,75 15,09 

3 Bantaeng 57,24 30,14 12,62 

4 Jeneponto 43,29 40,17 16,54 

5 Takalar 28,83 51,87 19,3 

6 Gowa 34,41 53,45 12,14 

7 Sinjai 37,1 46,54 16,35 

8 Maros 29,54 58,35 12,11 

9 
Pangkajene dan 

Kepulauan 
16,72 64,32 18,96 

10 Barru 27,8 50,9 21,3 

11 Bone 38,85 47,61 13,55 
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12 Soppeng 32,99 49,64 17,37 

13 Wajo 29,29 51,4 19,31 

14 Sidenreng Rappang 34,51 48,59 16,9 

15 Pinrang 43,23 45,25 11,52 

16 Enrekang 22,32 54,61 23,07 

17 Luwu 21,74 53,37 24,9 

18 Tana Toraja 28,99 47,61 23,39 

19 Luwu Utara 17,43 52,25 30,32 

20 Luwu Timur 27,75 43,55 28,7 

21 Toraja Utara 26,29 41,57 32,14 

22 Kota Makassar 16,3 44,96 38,75 

23 Kota Parepare 28,63 34,34 37,03 

24 Kota Palopo 12,92 57,05 30,02 

  Sulawesi Selatan 29,61 49,45 20,93 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

  Selain pendidikan, sektor ketenagakerjaan juga mempengaruhi tingkat 

kemiskinan di suatu daerah, sehingga untuk mengetahui sektor ketenagakerjaan 

penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengetahui status bekerja dan  

sektor bekerja penduduk miskin 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Selatan dapat 

dilihat pada Grafik berikut: 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 
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Grafik 2. 10 

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut 

Kabupaten/Kota dan Status Bekerja 

Grafik 2. 11 

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas   

Menurut Sektor Bekerja 
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Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Berdasarkan Grafik diatas  persentasi penduduk miskin usia 15 Tahun katas 

menurut status kerja dan sektor kerja dapat dilihat bahwa persentase penduduk yang 

bekerja masih lebih banyak di banding yang tidak bekerja dan untuk sektor bekerja 

dapat dilihat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun keatas   lebih banyak bekerja 

pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi sleatan tahun 2020 dan 2021. 

Selain dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin,  perkembangan tingkat  

kesejahteraan  penduduk  salah  satunya  dapat  diukur  melalui perkembangan tingkat 

pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran penduduk. Pada  

tahun  2021,  pengeluaran perkapita untuk makanan dan status miskin dapat dilhat 

pada tabel 2.15 berikut serta persebaran di tiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Tabel 2. 15 

Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan 

Status Miskin, Tahun 2021 

No Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak 

Miskin 

Miskin + 

Tidak Miskin 

1 Kepulauan Selayar 71,86 58,46 60,13 

2 Bulukumba 70,07 59,57 60,35 

3 Bantaeng 71,26 59,33 60,45 

4 Jeneponto 69,72 58,56 60,15 

5 Takalar 65,56 55,4 56,24 

6 Gowa 71,51 56,99 58,08 

7 Sinjai 66,72 56,16 57,09 

8 Maros 68,94 53,23 54,73 

9 
Pangkajene dan 

kepulauan 
65,23 54,65 56,16 

10 Barru 66,35 56,34 57,21 

11 Bone 62,99 51,74 52,92 

48,19

30,46

21,35
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TIDAK BEKERJA
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47,6
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No Kabupaten/Kota Miskin 
Tidak 

Miskin 

Miskin + 

Tidak Miskin 

12 Soppeng 60,44 53,19 53,74 

13 Wajo 66,56 55,44 56,16 

14 Sidenreng Rappang 63,56 54,94 55,38 

15 Pinrang 64,14 54,33 55,19 

16 Enrekang 69,1 59,17 60,41 

17 Luwu 65,46 56,29 57,44 

18 Tana Toraja 73,51 57,62 59,57 

19 Luwu Utara 69,22 60,28 61,5 

20 Luwu Timur 64,43 51,13 52,05 

21 Toraja Utara 73,25 58,25 59,96 

22 Kota Makassar 56,99 48,13 48,56 

23 Kota Parepare 68,84 48,4 48,96 

24 Kota Palopo 64,43 54,15 54,99 

 Sulawesi Selatan  66,41 54,3 55,36 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

2.3.9 Program Penanggulangan Kemiskinan 

Program penanggulangan kemiskinan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan  dalam  berbagai kegiatan baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Program 

penanggulangan kemiskinan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat yaitu 

program Sembako/BPNT yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan dan merupakan Program Nasional yang mempunyai Keluarga Penerima 

manfaat yang banyak, berikut dipaparkan dalam Tabel 2.16 dan 2.17 terkait 

persentase penerima Bantuan Sembako/BPNT di Kabupaten Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2020 dan Tahun 2021 berikut: 

Tabel 2. 16 

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra)  

atau BPNT serta Rata-rata Jumlah Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT yang  

Diterima Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020 

No Kabupaten/Kota 
Ruta Miskin 

KPM (%) 

Rata-rata 

Beras (Kg) 

Rata-rata 

Harga (Rp) 

1 Kepulauan Selayar 28,68 12,82 10.892 

2 Bulukumba 17,3 10,06 8.588 

3 Bantaeng 28,55 10,02 10.189 

4 Jeneponto 29,05 9,86 9.391 

5 Takalar 32,5 9,64 9.584 

6 Gowa 29,95 11,96 9.656 

7 Sinjai 35,73 10,17 10.046 

8 Maros 46,55 8,63 9.568 

9 Pangkep 38,84 11,88 9.790 

10 Barru 49,7 9,59 10.306 

11 Bone 35,62 8,25 9.460 

12 Soppeng 23,37 10 9.543 
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No Kabupaten/Kota 
Ruta Miskin 

KPM (%) 

Rata-rata 

Beras (Kg) 

Rata-rata 

Harga (Rp) 

13 Wajo 32,48 9,84 10.607 

14 Sidenreng Rappang 6,01 10 11.000 

15 Pinrang 43,13 12,47 10.519 

16 Enrekang 35,78 9,56 10.053 

17 Luwu 37,01 32,74 9.351 

18 Tana Toraja 32,02 11,92 10.054 

19 Luwu Utara 30,54 24,99 9.594 

20 Luwu Timur 30,45 10,95 10.114 

21 Toraja Utara 46,53 9,8 10.670 

22 Kota Makassar 30,89 9,72 9.881 

23 Kota Parepare 40,7 11,52 10.263 

24 Kota Palopo 34,95 12,4 10.393 

  Sulawesi Selatan 33,16 12,39 9.846 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

 

Tabel 2. 17 

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra)  

atau BPNT serta Rata-rata Jumlah Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT yang  

Diterima Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021 

No Kabupaten/Kota 
Ruta Miskin 

KPM (%) 

Rata-rata 

Beras (Kg) 

Rata-rata 

Harga (Rp) 

1 Kepulauan Selayar 30,72 10,31 10.686 

2 Bulukumba 49,22 10,41 10.149 

3 Bantaeng 22,57 8,57 9.952 

4 Jeneponto 66,61 10,38 10.395 

5 Takalar 55,84 10 9.737 

6 Gowa 42,78 9,31 9.886 

7 Sinjai 52,66 10 9.632 

8 Maros 34,39 9,82 9.624 

9 Pangkep 47,13 11,94 9.773 

10 Barru 26,32 9,94 9.450 

11 Bone 59,42 10,03 9.462 

12 Soppeng 29,35 10,32 11.349 

13 Wajo 15,88 9,97 10.072 

14 Sidenreng Rappang 14,12 11,52 8.439 

15 Pinrang 32,36 14,48 10.145 

16 Enrekang   10,56 10.334 
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No Kabupaten/Kota 
Ruta Miskin 

KPM (%) 

Rata-rata 

Beras (Kg) 

Rata-rata 

Harga (Rp) 

17 Luwu 41,74 14,51 9.653 

18 Tana Toraja 37,6 11,59 10.476 

19 Luwu Utara 48,65 12,35 10.017 

20 Luwu Timur 30,62 11,32 9.937 

21 Toraja Utara 47,59 11,17 11.050 

22 Kota Makassar 10,36 14,76 9.648 

23 Kota Parepare 45,33 10 10.548 

24 Kota Palopo 32,53 10 10.000 

  Sulawesi Selatan 41,16 10,94 9.977 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Setiap Kabupaten/Kota tidak dapat 

dilaksakan hanya dengan satu Organisasi Perangkat Daerah saja melainkan seluruh 

OPD di kabupaten/Kota saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam 

Penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing agar apa yang akan 

dikerjakan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat sasaran, berdasarkan hal 

tersebut Program kegiatan tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

berikut dijabarkan mengenai program atau kegiatan tersebut: 

Tabel 2. 18 

Program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu proses  

penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

No Program/Kegiatan OPD/Dinas 

1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial 

 

2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dinas Sosial 

 

3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat 

Dinas Sosial 

 

4 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan 

Sosial Provinsi 

Dinas Sosial 

 

5 Penyediaan Alat Bantu Disabilitas Dinas Sosial 

 

6 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk 

UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi 

Dinas Kesehatan 
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No Program/Kegiatan OPD/Dinas 

7 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi 

Dinas Kesehatan 

8 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

9 Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

10 Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

11 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik 

Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan 

Perdesaan  

Dinas Energi Dan 

Sumber Daya Mineral 

12 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok 

Masyarakat Tidak Mampu 

Dinas Energi Dan 

Sumber Daya Mineral 

13 Program Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan 

14 Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang 

Kehutanan 

Dinas Kehutanan 

15 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha 

Perikanan Tangkap 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

16 Fasilitasi dan Pemeliharaan Masyarakat Nelayan Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

18 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan 

Perikanan 

19 Menumbuhkembangkan UMKM Untuk Menjadi 

Usaha Yang Tangguh Dan Mandiri Sehingga 

Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan 

Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan 

Ekonomi, Dan Pengentasan Kemiskinan 

Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah 

20 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah 

21 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah 

22 Program Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi 

Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah 

23 Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Dan Menengah 

24 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 

Dinas Ketahanan 

Pangan 
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No Program/Kegiatan OPD/Dinas 

25 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 

Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan 

Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi 

Pasokan dan Harga Pangan 

Dinas Ketahanan 

Pangan 

26 Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan 

Pangan 

27 Pengelolaan Pendidikan SMK Dinas Pendidikan 

28 Pengelolaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan 

29 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian 

30 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting 

Dinas Perdagangan 

31 Program Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan 

32 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS 

ANAK 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 

33 Program Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 

34 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 

KELUARGA 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 

35 Program Pengendalian penduduk Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 

36 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, 

Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 

37 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 
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No Program/Kegiatan OPD/Dinas 

38 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Provinsi (DAK) 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk 

dan KB 

39 Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

Dinas Adminisitrasi 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

40 Program Pemberdayaan dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera (KS) 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

41 Program Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat 

Hukum Adat 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

42 Program Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Biro 

Kesejahteraan) 

43 Program Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bappelitbangda 

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS Tahun 2021 

Dalam  periode  2018-2021,  sudah  banyak  program  atau  kegiatan  yang 

dilakukan, dampak program atau kegiatan sedikit berubah ketika pandemi covid- 19. 

Kondisi pandemi covid-19 membuat banyak penyesuaian terutama dari sisi anggaran 

kebijakan, dan semakin beratnya kondisi kemiskinan dengan ditandai berubah 

arahnya pola tingkat kemiskinan dari yang sebelumnya mengalami tren penurunan 

menjadi tren kenaikan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan kemiskinan, 

beberapa hal yang membutuhkan perhatian lebih lanjut diantaranya adalah: 

1. Tidak semua kabupaten/kota melakukan pemutakhiran Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga masih terjadi exclussion error dan 

inclussion error pada data DTKS. 

2. Masih   lemahnya   komitmen   penanggulangan   kemiskinan   di   tingkat 

Provinsi dan kabupaten/kota. 

3. Belum optimalnya advokasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan TKPK 

Provinsi dan kabupaten/kota. 

4. Belum optimalnya peran CSR dalam penanggulangan kemiskinan. 

5. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu kemiskinan dalam 

intervensi penanggulangan kemiskinan pada dokumen perencanaan 

penganggaran daerah. 

6. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan dan analisis data DTKS. 
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BAB III 

PROFIL KEMISKINAN DAERAH 

Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan ketersedian data menjadi dua hal yang saling 

berkaitan dan tentu saja tidak bisa dipisahkan. Tersedianya basis data kemiskinan yang akurat 

menjadi salah satu aspek utama yang bisa mendukung strategi pembangunan dalam 

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pengukuran capaian indikator bidang 

kemiskinan yang dapat dipercaya akan menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan 

dalam memberikan perhatian yang terfokus pada kondisi hidup penduduk miskin. Kualitas data 

kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap 

kemiskinan, membandingkan antar waktu dan daerah, mengukur efektivitas implementasi 

program, mencari hubungan keterkaitan antara satu indikator dengan indikator lainnya, serta 

menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. 

Sehubungan dengan target pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat khususnya 

dalam penanggulangan kemiskinan, maka informasi mengenai profil dan karakteristik 

kemiskinan sangat diperlukan oleh para perencana dan pengambil kebijakan. Hal ini diharapkan 

mampu mengarahkan kebijakan – kebijakan yang dirumuskan akan memberi dampak pada 

peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan peduduk yang berada dalam garis 

kemiskinan.  

Profil dan karakteristik kemiskinan tersebut ditulis dalam bentuk analisis agar dapat 

memberikan gambaran mengenai jenis persoalan dan akar permasalahan kemiskinan yang 

sedang dihadapi, lebih tepatnya disebut proses identifikasi masalah. Sehingga para perencana 

program dan pengambil kebijakan dapat lebih fokus dalam menentukan program-program yang 

tepat atau sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin. 

Dalam bab ini kemiskinan dibahas dari dua sisi, yaitu indikator kemiskinan yang berbasis 

konsumsi atau pengeluaran, serta kemiskinan dari sisi multidimensi yang terdiri dari beberapa 

bidang kebutuhan dasar. Paket analisis dalam membahas masing-masing bidang melalui empat 

tahapan sebagai berikut : 

1. Analisis posisi relatif yang berisikan penjelasan : 

a. Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi Selatan terhadap daerah/Provinsi 

lain di Indonesia. 

b. Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi Selatan terhadap daerah/Provinsi 

lain di Pulau Sulawesi.  

c. Posisi capaian indikator Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Analisis perkembangan antar waktu yang berisikan penjelasan : 

a. Perkembangan capaian indikator dalam setahun terakhir 
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b. Pola perubahan capaian indikator tahun ke tahun (konsisten/fluktuatif) 

 

3. Analisis efektivitas yang berisikan penjelasan : 

a. Perubahan capaian selama periode kebijakan tertentu (RPJMD) 

b. Perubahan antar periode kebijakan (antar periode RPJMD) 

 

4. Analisis relevansi perkembangan dari kondisi kemiskinan tersebut yang berisikan 

penjelasan pola perubahan daerah terhadap pola perubahan di tingkat yang lebih 

tinggi atau lebih luas. 

3.1 Bidang Konsumsi Pengeluaran 

Pengukuran kemiskinan berbasis konsumsi atau pengeluaran pada dasarnya 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi pendekatan kebutuhan dasar (basic needs 

approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari 

sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur 

dari sisi pengeluaran. 

Beberapa indikator yang dihasilkan dari konsep kemiskinan ini diantaranya, 

persentase penduduk miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, indeks kedalaman kemiskinan 

(P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), serta tentunya Garis Kemiskinan (GK) yang 

dijadikan patokan atau penentuan status kemiskinannya, Tingkat kemiskinan ekstrim, 

tingkat ketimpangan, serta dibahas juga tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) yang berkaitan dengan bidang pengeluaran yang nantinya menjadi sasaran 

program dan prioritas wilayah. Analisa lengkapnya dijabarkan dibawah ini. 
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3.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0) 

Gambar 3. 1 

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Nasional Tahun 2021 

 

Gambar 3. 2 

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
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Gambar 3. 3 

Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2021 

 

Gambar 3. 4 

Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

 

\ 
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Gambar 3. 5 

Analaisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Masalah Persentase Penduduk Miskin : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,09%, 

berada  pada posisi ke-17 tertinggi secara nasional dan posisi ke-5 tertinggi atau 

posisi 2 terendah diantara 6 Provinsi di Pulau Sulawesi. Lebih rendah dari 

capaian Nasional (10,14%). 

• Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 9 Kabupaten yang capaiannya di atas Provinsi 

Sulawesi Selatan dan nasional, kemudian 2 Kab/Kota yang capaiannya di atas 

Provinsi Sulawesi Selatan namun sudah dibawah nasional, sisanya sebanyak 13 

Kab/Kota telah berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Ini 

menggambarkan bahwa sebagian besar kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian Nasional dan capaian 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

• Target kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dalam dokumen RPJMD 2018–

2023 adalah 7,45% pada tahun 2023. Target tahun 2023 tersebut diharapkan bisa 

tercapai, walaupun masih berada pada tahap pemulihan ekonomi pasca pandemi 

covid19 sejak tahun 2020 yang membuat banyak perubahan di berbagai bidang 

kehidupan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan dasarnya. 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Jika dilihat tren pada periode tahun 2017-2021, tingkat kemsikinan Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 9,48% menjadi 8,78%. Terjadi 

penurunan sebesar 0,7%. Tahun 2019 capaian tingkat kemiskinan berada pada 

titik 8,56% tetapi kemudian terus mengalami kenaikan di tahun berikutnya 
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sampai tahun 2021 sebesar 0,22% poin menjadi 8,78%. Hal ini disebabkan 

karena tahun 2020 menjadi awal pandemi covid19 di Indonesia termasuk di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

• Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017- 2019 

menunjukan Tren penurunan yang cukup konsisten meskipun lajunya  dirasa 

cukup lambat. Kemudian mengalami perubahan pada periode 2020- 2021 

menjadi tren kenaikan. 

c. Efektivitas: 

• Pada Periode RPJMD 2018–2021, adanya pola penurunan yang signifikan 

terutama pada tahun 2017-2019. Pada tahun 2020 - 2021 menunjukan pola 

kenaikan angka kemiskinan sebagi akibat munculnya pandemi covid-19. Secara 

keseluruhan capaian indikator tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan penurunan sebesar 0,7%, walaupun penurunannya sangat lambat 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam periode 5 tahun Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan hanya mampu menurunkan 0,175% tingkat 

kemiskinannya. Berdasarkan data diatas, ditarik kesimpulan bahwa upaya 

penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 

masih belum maksimal dan membutuhkan langkah-langkah strategis dan massif 

untuk mencapai target RPJMD di tahun 2023 sebesar 7,45%.  

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan mulai tahun 

2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, capaian Nasional sebesar 10,12% 

masih lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya 

sebesar 9,48%. Pada tahun 2019 capaian Nasional menurun ke angka 9,22% 

begitu juga penurunan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan di tahun yang 

sama yaitu sebesar 8,56%, di tahun 2020 sampai 2021 capaian Nasional mulai 

mengalami kenaikan menjadi  10,14% dan begitu pula dengan capaian Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami kenaikan menjadi 8,78% walaupun capaian ini 

masih jauh di bawah dari capaian Nasional. Hal ini berarti capaian indikator 

tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2021 lebih 

baik dari capaian Nasional.   
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3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Gambar 3. 6 

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional Tahun 2021 

 

Gambar 3. 7 

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
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Gambar 3. 8 

Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Provinsi Sulawesi Selatan 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 9 

Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  

Provinsi Sulawesi Selatan 2017 - 2021 
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Gambar 3. 10 

Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Provinsi Sulawesi Selatan 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada Tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 

sebesar 1,49% berada pada posisi ke-17 tertinggi secara nasional dan posisi ke-

5 tertinggi atau ke-2 terendah di Pulau Sulawesi. Lebih rendah dari capaian 

Nasional (1,71%). 

• Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 6 Kab/Kota yang capaiannya di atas capaian 

Nasional, sebanyak 5 Kab/Kota capaiannya berada di atas Provinsi   Sulawesi 

Selatan dan di bawah capaian Nasional. Sisanya sebanyak 13 kab/kota sudah 

berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan tentu saja di bawah 

capaian Nasional. Ini menggambarkan bahwa Sebagian besar kab/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan capaian yang lebih baik dari 

capaian Nasional dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada periode 2017-2021 indeks kedalaman kemiskinan  Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami penurunan dari 1,72% menjadi 1,49%. 

• Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017-2021 

menunjukan Tren penurunan yang fluktuatif dengan laju yang   cukup lambat 

hanya terjadi penurunan sebesar 0,23% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

c. Efektivitas: 
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• Pada Periode 2017–2021 terjadi penurunan sebesar 0,23% dari 1,72% di tahun 

2017 menjadi 1,49% di tahun 2021. adanya pola penurunan indeks kedalaman 

kemiskinan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang 

dilakukan oleh PemProvinsi Sulawesi Selatan sudah efektiv tetapi masih harus 

perlu dimaksimalkan karena masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara 

masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

d. Relevansi: 

• Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian 

Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian 

Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Hanya saja, pada tahun 2021,        

Nasional mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020, sedangkan Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami perbaikan dengan mengalami penurunan dari 

tahun 2020 ke tahun 2021.  

3.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

 

Gambar 3. 11 

Posisis Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Nasional Tahun 2021 
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Gambar 3. 12 

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Provinsi Sulawesi Selatan 2021 

 

 

Gambar 3. 13 

Analisis Perkembangan Antar Waktu Imeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 14 

Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 15 

Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Pronvisi Sulawesi Selatan 2017 - 2021 
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Karakteristik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 indeks Keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 

sebesar 0,37% berada pada posisi ke-19 tertinggi secara nasional dan posisi ke-

5 tertinggi atau ke-2 terendah di Pulau Sulawesi. Lebih rendah dari capaian 

Nasional (0,42%). 

• Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 4 kab/kota yang capaiannya diatas Provinsi 

Sulawesi Selatan dan nasional, 5 Kab/Kota yang capaiannya diatas Provinsi 

Sulawesi Selatan namun dibawah nasional, sisanya sebanyak 15 Kab/Kota telah 

berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Ini menggambarkan 

bahwa Sebagian besar kab/kota menunjukkan capaian yang lebih baik dari 

capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021 indeks Keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami penurunan dari 0,46% menjadi 0,37%. Terjadi penurunan di 

tahun 2019 sebesar 0,34% dari 0,51% di tahun 2018. Namun terus meningkat 

di tahun 2020 sampai 2021. 

• Apabila dilihat tren ataupun pola perubahannya, pada periode 2017-2021 

menunjukan Tren penurunan yang fluktuatif meskipun cukup lambat karena 

hanya sebesar 0,09% selama 5 tahun terakhir. 

c. Efektivitas: 

• Pada Periode 2017–2021, menunjukkan adanya pola penurunan indeks 

Keparahan kemiskinan. Namun pada periode 2020 hingga sekarang 

menunjukan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. Jika dilihat tren-

nya terjadi penurunan, sehingga bisa disimpulkan bahwa upaya 

penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan persentase keparahan 

kemiskinan sudah efektiv. Namum masih harus lebih dimaksimalkan karena 

masih ada kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin. 

d. Relevansi: 

• Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian 

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian 

Nasional dapat dikatakan cukup beriringan. Hanya saja, pada tahun 2021, 

Nasional mengalami kenaikan dari capaian tahun 2020 sedangkan Provinsi 

Sulawesi sudah menunjukkan perbaikan capaian dari tahun 2020 karena 

mengalami penurunan sebesar 0,02%. 
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3.1.4 Jumlah Penduduk Miskin 

Gambar 3. 16 

Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Nasional Tahun 2021 

 

Gambar 3. 17 

Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
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Gambar 3. 18 

Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 19 

Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 20 

Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Jumlah Penduduk Miskin : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 

765.460  jiwa, berada pada posisi ke-11 tertinggi secara nasional dan posisi 

pertama tertinggi diantara 6 Provinsi di Pulau Sulawesi.  

• Pada tingkat Kab/Kota, semua menunjukkan angka yang lebih rendah dari 

capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan juga tentu saja lebih rendah dari capaian 

Nasional. 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode Tahun 2017-2021, Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami penurunan dari 813.070 jiwa menjadi 765.460 jiwa. Pada 

tahun 2019 mengalami penurunan yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun 

sebelum dan sesudahnya yaitu sebesar 759.580 jiwa, namun kemudian 

mengalami peningkatan jumlah di tahun 2020 menjadi 800.240 jiwa 

diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang terdampak Covid19, dan 

selanjutnya perlahan membaik di tahun setelahnya yaitu tahun 2021 dengan 

penurunan capaian menjadi 765.460 jiwa. 

• Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017- 2021 

menunjukan Tren penurunan yang fluktuatif, walaupun pada periode 2020-2021 

menunjukkan tren kenaikan. 

c. Efektivitas: 
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• Pada Periode tahun 2017–2021, adanya pola penurunan jumlah penduduk 

miskin terutama pada periode 2017-2019. Namun pada periode 2020 hingga 

sekarang menunjukan pola kenaikan akibat adanya pandemi covid-19. 

Penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan hanya 

sebanyak 47.610 jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya sebesar 9.522 

jiwa per tahunnya. Angka ini masih menunjukkan perlambatan penurunan 

jumlah penduduk miskin, sehingga dibutuhkan Langkah-langkah strategis dan 

konkrit dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

d. Relevansi: 

• Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, Tren dan pola perubahan antara capaian 

jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Persentase 

Penduduk Miskin  dapat dikatakan cukup beriringan. Atau dapat dikatakan 

perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan relevan 

dengan capaian Persentase Penduduk Miskin. 

 

3.1.5 Garis Kemiskinan 

 

Gambar 3. 21 

Posisi Relatif Garis Kemiskinan Nasional Tahun 2021 
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Gambar 3. 22 

Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

 

Gambar 3. 23 

Analisis Efekivitas Garis Kemiskinan  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 24 

Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi karakteristik Garis Kemiskinan : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada Tahun 2021 garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 

358.330,- per kapita per bulan, berada pada posisi ke-29 tertinggi atau 5 

terendah secara nasional dan posisi terendah di Pulau Sulawesi. Lebih rendah 

dari capaian Nasional (Rp 450.185,-) 

• Pada tingkat Kab/Kota terdapat 1 kab/kota yang garis kemiskinannya di atas 

Nasional, terdapat 16 kab/Kota yang garis kemiskinannya di atas Provinsi 

Sulawesi Selatan dan di bawah nasional, sisanya sebanyak 7 kab/kota berada di 

bawah garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode Tahun 2017-2021, Garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami kenaikan dari Rp 283.461,- di tahun 2017 terus meningkat menjadi 

Rp 358.330,- di tahun 2021.  

• Apabila dilihat pada tren ataupun pola laju pertumbuhan garis kemiskinan, pada 

periode 2016-2021 menunjukan pola kenaikan yang konsisten.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, laju pertumbuhan garis kemiskinan begitu 

konsisten mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh harga dari komoditi yang di konsumsi masyarakat juga menunjukkan 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN       59 

 

kenaikan harga. 

d. Relevansi: 

• Pada tahun 2017 hingga tahun 2021, garis kemiskinan Provinsi Sulawesi 

Selatan  lebih rendah dibandingkan nasional. Secara Tren dan pola perubahan 

antara garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatanl dengan nasional dapat 

dikatakan sangat beriringan, artinya pola kenaikannya hampir sama antara 

Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, yang berbeda hanya besaran angka dan 

perubahannya di setiap tahunnya. Jadi hubungan keduanya relevan. 

3.1.6 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Dan Jumlah Penduduk Ekstrem 

 

Gambar 3. 25 

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Nasional Tahun 2020 
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Gambar 3. 26 

Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Ekstrem  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 

 

 

Gambar 3. 27 

Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Nasional Tahun 2020 
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Gambar 3. 28 

Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 

 

Gambaran Kondisi Kemiskinan Ekstrem (<1,9$ PPP) Tahun 2020 Provinsi 

Sulawesi Selatan: 

✔ Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan 

masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem setara dengan USD 1,9 

PPP (Purchasing Power Parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan 

absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. 

✔ Berdasarakan Data Tahun 2020, Secara Persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem 

di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 3,54%. Angka tersebut berada dibawah 

rata-rata Nasional yang sebesar 4,00%. Kondisi ini menempatkan Provinsi 

Sulawesi Selatan pada peringkat ke-17 secara nasional atau peringkat ke-5 

terendah di Sulawesi. 

✔ Secara Jumlah, Total jumlah Jiwa Penduduk Miskin Ekstrim di Provinsi 

Sulawesi Selatan sebanyak 315.120 Jiwa. Angka tersebut berada dibawah rata-

rata Nasional yang sebesar 319.567 jiwa. Kondisi ini menempatkan Provinsi 

Sulawesi Selatan pada peringkat ke-10 secara nasional atau tertinggi pertama di 

Sulawesi. 

✔ Pada tingkat Kab/Kota, terdapat 9 Kab/Kota yang kondisinya diatas tingkat 

kemiskinan ekstrim Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, sementara 1 

kabupaten diatas angka Provinsi namun sudah dibawah Nasional, sedangkan 

sebanyak 14 Kab/Kota telah berada dibawah angka Provinsi Sulawesi Selatan 
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maupun Nasional. 

3.1.7 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Ratio) 

Gambar 3. 29 

Posisi Relatif Indeks Gini Ratio Nasional Tahun 2020 

 

 

 

Gambar 3. 30 

Perkmebangan Antar Waktu Indeks Gine Ratio 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 31 

Analisis Efektivitas Indeks Gini Ratio 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Masalah Ketimpangan Pengeluaran : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada Tahun 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) Provinsi 

Sulawesi Selatan sebesar 0,37 berada pada posisi ke-9 tertinggi secara nasional 

dan posisi ke-3 tertinggi di Pulau Sulawesi.Capaiannya Lebih rendah dari 

capaian Nasioanl (0,38%) 

• Target ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio)Provinsi Sulawesi Selatan pada 

RPJMD 2018–2023 yaitu 0,38 di tahun 2023. Artinya sedikit lagi maka target 

RPJMD akan tercapai. 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021 tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 0,42 menjadi 0,37  

• Apabila dilihat pada tren ataupun pola perubahan pada periode 2017- 2021 

menunjukan Tren penurunan meskipun lajunya sangat lambat. 

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami 

tren penurunan, hal ini menunjukkan bahwa upaya pemProvinsi Sulawesi 

Selatan sudah efektiv dalam menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran. 
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3.2 Bidang Ketenagakerjaan 

3.2.1 Angkatan Kerja 

 

Gambar 3. 32 

Posisi Relatif Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 2021 

 

 

Gambar 3. 33 

Perkmebangan Antar Waktu Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 34 

Analisis Efektivitas Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2021 

 

 

 

Gambar 3. 35 

Analisis Relevansi Angkatan Kerja Dan Presentase Penduduk Miskin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Kondisi Karakteristik Angkatan Kerja : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada Tahun 2021 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 

sebanyak 4.412.782 jiwa. Posisi pertama ditempati oleh Kota Makassar 

dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 752.529 jiwa dan posisi terendah di 

Kab Kepulauan Selayar sebanyak 71.533 jiwa. 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami kenaikan dari 3.812.358 jiwa menjadi 4.412.782 jiwa. 

Perkembangan angka capaiannya cenderung konsisten tiap tahunnya 

mengalami kenaikan.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode 2017–2021, jumlah angkatan kerja mengalami tren yang 

konsisten menunjukkan kenaikan jumlah capaian, kondisi pandemi covid-19 

ternyata tidak merubah pola perubahan angkatan kerja di periode Agustus 

2020 yang harusnya terjadi penurunan, namun justru mengalami kenaikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program-program penanggulangan 

kemiskinan yang bertujuan untuk peningkatan capaian jumlah Angkatan 

kerja di Provinsi Sulawesi Selatan cukup efektiv 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Jumlah Angkatan Kerja Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan capaian persentase penduduk miskin dapat 

dikatakan tidak beriringan, karena persentase penduduk miskin menunjukkan 

penurunan sejak 2017 sampai 2021 sementara capaian Angkatan kerja 

mengalami kenaikan di periode tersebut. Tetapi ini merupakan capaian yang 

berkesesuain. Idealnya semakin tinggi jumlah Angkatan kerja maka akan 

semakin mudah menurunkan tingkat kemiskinan. 
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3.2.2 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja 

 

Gambar 3. 36 

Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Gambar 3. 37 

Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Provinsi Sulawesi Selatan 2017 - 2021 
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Gambar 3. 38 

Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 39 

Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi 
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Selatan mencapai 64,73%, lebih rendah dari capaian nasional (67,8%). 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 8 kab/kota yang capaiannya diatas Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Nasional. 4 kab/kota berada di atas Provinsi Sulawesi 

Selatan dan di bawah Nasional. Serta sisanya sebanyak 12 kab/kota lainnya 

berada dibawah TPAK Provinsi dan Nasional. 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode Tahun 2017-2021, TPAK Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami kenaikan dari 60,98% menjadi 64,73%. Hal ini menunjukan  

terjadi peningkatan setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir sebesar 3,75 

poin artinya rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,75%. 

c. Efektivitas: 

• Dalam 5 tahun terakhir yaitu 2017–2021, TPAK mengalami tren kenaikan 

yang konsisten, kondisi pandemi covid-19 ternyata tidak merubah pola 

perubahan TPAK di periode 2020 yang harusnya bisa membuka peluang 

terjadinya penurunan, namun justru mengalami kenaikan. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian TPAK Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada 

tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan pola perkembangan 

keduanya relevan. 
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3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 

Gambar 3. 40 

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2021 

 

Gambar 3. 41 

Perkmebangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 42 

Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 43 

Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2021 
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Kondisi Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan 

mencapai 5,72%, lebih rendah dari TPT nasional (6,49%) 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 4 kab/kota yang kondisi TPT nya diatas 

Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dan 2 kab/kota berada diatas 

Provinsi namun dibawah Nasional. Sedangkan sisanya sebanyak 18 

kab/kota lainnya capaianya sudah dibawah TPT Provinsi Sulawesi Selatan 

maupun Nasional. 

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2019, TPT Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 

penurunan dari 5,61% menjadi 4,97%. Kemudian mengalami kenaikan 

drastis li di tahun 2020 dengan capaian 6,68% dan menurun di tahun 2021 

menjadi 5,72% 

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, TPT mengalami tren yang fluktuatif, namun 

cenderung menunjukkan tren kenaikan. Kenaikan terparah di tahun 2020 

disebabkan kondisi pandemi covid-19 ternyata membuat TPT Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai yang tertinggi (6,68%) pada agustus 2020. 

Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang 

bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dinyatakan 

belum efektiv. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian TPT Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada 

tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan 

keduanya relevan. 
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3.3 Bidang Pendidikan 

3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 

 

Gambar 3. 44 

Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

Gambar 3. 45 

Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 
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Gambar 3. 46 

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 47 

Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai 87,07% lebih tinggi dari Angka Partisipasi 

Kasar (APK) SMA/MA Nasional (85,23%) 
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• Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Angka Partisipasi 

Kasar (APK) SMA/MA-nya diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. 

Dan 11 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 83,14% menjadi 

81,74%. Kemudian mengalami kenaikan drastis di di tahun 2019 dengan 

capaian 86,09% dan meningkat di tahun-tahun berikutnya menjadi 87,07% 

di tahun 2021 

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 

mengalami tren yang fluktuatif, namun cenderung menunjukkan tren 

kenaikan. Kenaikan terbesar di tahun 2019 dan kemudian meningkat terus 

di tahun-tahun berikutnya sampai 2021. Secara umum menggambarkan 

program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA dinyatakan sudah efektiv. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMA/MA Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat 

dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. 

Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA 

Gambar 3. 48 

Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

 

Gambar 3. 49 

Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 50 

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 51 

Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai 61,65% lebih tinggi dari Angka Partisipasi 
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Murni (APM) SMA/MA Nasional (60,35%) 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Angka Partisipasi 

Murni (APM) SMA/MA-nya diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Nasional. Dan 11 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian 

Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/MA Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dari 59,86% 

menjadi 61,65%. Sejak 2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai 

tahun 2021. 

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/MA mengalami tren kenaikan yang konsisten. Dari 59,86% di tahun 

2017 menjadi 61,65% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan yang 

belum maksimal. Hanya naik sebesar 1,79% dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir. Secara umum menggambarkan program penanggulangan 

kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMA/MA dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan kerja 

keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/MA Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat 

dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga 2020, namun 

capaian Nasional mengalami penurunan di tahun 2021. Jadi dapat 

dinyatakan jika hubungan keduanya tidak relevan. 
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3.3.3 Harapan Lama Sekolah  

 

Gambar 3. 52 

Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

Gambar 3. 53 

Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 54 

Analisis Efektivitas Harapan Lama Sekolah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 55 

Analisis Relevansi Harapan Lama Sekolah  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Harapan Lama Sekolah : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan 

mencapai 13,57 tahun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional 
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(13,08 tahun) 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 12 kab/kota yang kondisi Harapan Lama 

Sekolah-nya diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dan 12 

kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami kenaikan dari 13,28 tahun menjadi 13,57 tahun. Sejak 

2017 kenaikannya cenderung konsisten sampai tahun 2021. 

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Harapan Lama Sekolah mengalami tren 

kenaikan yang konsisten. Dari 13,28 tahun menjadi 13,57 tahun di tahun 

2021, ini menunjukkan kenaikan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 

0,29 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum 

menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan 

untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah dinyatakan sudah efektiv 

namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup 

beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat 

dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 

3.3.4 Angka Buta Huruf 

Gambar 3. 56 

Posisi Relatif Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
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Gambar 3. 57 

Perkembangan Antar Waktu Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

Gambar 3. 58 

Analisis Efektivitas Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

 

 

 

 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN       83 

 

Gambar 3. 59 

Analisis Relevansi Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Angka Buta Huruf Penduduk 15+ : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Provinsi Sulawesi 

Selatan mencapai 7,51% lebih tinggi dari Angka Buta Huruf Penduduk 15+ 

Nasional (3,96%) 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 21 kab/kota yang kondisi Angka Buta Huruf 

Penduduk 15+-nya diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dan 

hanya 3 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 8,35% menjadi 7,51%.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Angka Buta Huruf Penduduk 15+ 

mengalami tren penurunan yang cenderung konsisten. Dari 8,35% menjadi 

7,51% di tahun 2021, ini menunjukkan penurunan yang belum maksimal. 

Hanya turun sebesar 0,84 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara 

umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang 

bertujuan untuk menurunkan Angka Buta Huruf Penduduk 15+ dinyatakan 

sudah efektiv namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan 

capaiannya. 
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d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Buta Huruf Penduduk 15+ 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup 

beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat 

dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 

3.3.5 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Sudah Tidak Bersekolah Lagi 

Gambar 3. 60 

Posisi Relatif Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Tidak  

Bersekolah Lagi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

Gambar 3. 61 

Posisi Relatif Persentase Penduduk Usian 7 – 24 Tahun Yang Tidak  

Bersekolah Lagi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 62 

Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Tidak  

Bersekolah Lagi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 63 

Analisis Relevansi Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Tidak 

Bersekolah Lagi Dan Persentase Rumah Tangga Yang Menerima 

PIP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak 

bersekolah lagi: 

a. Posisi Relatif: 
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• Pada tahun 2021 Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak 

bersekolah lagi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 26,71%  

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 14 kab/kota yang kondisi Persentase 

Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi diatas Provinsi 

Sulawesi Selatan dan 1 Kabupaten sama dengan capaian Provinsi. Serta 

sisanya hanya 9 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang 

tidak bersekolah lagiProvinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dari 

26,07% menjadi 26,71%.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang 

tidak bersekolah lagi mengalami tren kenaikan yang cenderung konsisten. 

Dari 26,07% menjadi 26,71% di tahun 2021, ini menunjukkan kenaikan 

yang idealnya harus diturunkan. Angka kenaikannya sebesar 0,64 poin 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan 

program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan 

Persentase Penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi dinyatakan 

belum efektiv dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan 

capaiannya. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Persentase Penduduk usia 7-24 

tahun yang tidak bersekolah lagi Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian 

persentase Rumah tangga yang menerima PIP dapat dikatakan cukup 

relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Hal ini 

menunjukkan hubungan timbal balik “jika terjadi penurunan angka 

persentase rumah tangga yang menerima PIP maka akan mempengaruhi 

kenaikan jumlah persentase penduduk usia 7-24 tahun yang tidak 

bersekolah lagi”. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.4 Bidang Kesehatan 

3.4.1 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih 

Gambar 3. 64 

Posisi Relatih Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 

 

Gambar 3. 65 

Perkembangan Antar Waktu Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan 

Terlatih Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 
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Gambar 3. 66 

Analisis Efektivitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan 

Terlatih Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Gambar 3. 67 

Analisis Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih dengan Jumlah 

Tenaga Kesehatan (Bidan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Kondisi Karakteristik Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2020 Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai 92,44%  



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN       89 

 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 15 kab/kota yang kondisi Kelahiran ditolong 

tenaga kesehatan terlatih diatas Provinsi Sulawesi Selatan. Serta sisanya 

hanya 9 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih 

Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 94,97% menjadi 

92,44%.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2020, Kelahiran ditolong tenaga kesehatan 

terlatih mengalami tren penurunan yang cenderung fluktuatif. Dari 94,97% 

menjadi 92,44% di tahun 2020, ini menunjukkan penurunan yang idealnya 

harus ditingkatkan. Angka penurunannya sebesar 2,54 poin dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program 

penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningktakan Kelahiran 

ditolong tenaga kesehatan terlatih dinyatakan belum efektiv dan masih 

dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Kelahiran ditolong tenaga 

kesehatan terlatih Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Jumlah tenaga 

kesehatan (bidan) dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 

hingga Agustus 2020. Jika terjadi penurunan angka capaian jumlah tenaga 

Kesehatan (bidan) tentu saja akan mengakibatkan penurunan capaian pada 

indikator kelahiran ditolong tenaga Kesehatan terlatih. Jadi dapat 

dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.4.2 Angka Kematin Bayi 

Gambar 3. 68 

Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Gambar 3. 69 

Analisis Efektivitas Angka Kematin Bayi Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2020 
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Gambar 3. 70 

Analisis Relevansi Angka Kematin Bayi dan Angka Harapan Hidup 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Kondisi Karakteristik Angka Kematian Bayi : 

a. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami penurunan dari 1059 jiwa menjadi 754 jiwa.  

b. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2020, Angka Kematian Bayi mengalami tren 

penurunan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 1059 jiwa 

menjadi 754 jiwa di tahun 2020, ini menunjukkan penurunan yang idealnya 

harus terus diturunkan jumlahnya. Angka penurunannya sebesar 305 jiwa 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan 

program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan 

Angka Kematian Bayi dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan 

kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

c. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Bayi Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan capaian Angka Harapan Hidup dapat dikatakan 

cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi 

penurunan capaian Angka Kematian bayi tentu saja akan mengakibatkan 

peningkatan capaian pada indikator Angka harapan Hidup. Jadi dapat 

dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.4.3 Angka Kematian Balita 

 

Gambar 3. 71 

Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Balita  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

 

Gambar 3. 72 

Analisis Efektivitas Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2020 
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Gambar 3. 73 

Analisis Relevansi Angka Kematin Balita Dengan Angka Harapan Hidup 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Kondisi Karakteristik Angka Kematian Balita: 

a. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami penurunan dari 1.151 jiwa menjadi 806 jiwa.  

 

b. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2020, Angka Kematian Balita mengalami tren 

penurunan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 1.151 jiwa 

menjadi 806 jiwa di tahun 2020, ini menunjukkan penurunan yang idealnya 

harus terus diturunkan jumlahnya. Angka penurunannya sebesar 345 jiwa 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan 

program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan 

Angka Kematian Balita dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan 

kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

c. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Balita Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan capaian Angka Harapan Hidup dapat dikatakan 

cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi 

penurunan capaian Angka Kematian Balita tentu saja akan mengakibatkan 

peningkatan capaian pada indikator Angka harapan Hidup. Jadi dapat 

dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.4.4 Angka Kematin Ibu 

 

Gambar 3. 74 

Perkembangan Antar Waktu Angka Kematin Ibu 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Gambar 3. 75 

Analisis Efektivitas Angka Kematin Ibu 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 
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Gambar 3. 76 

Analisis Relevansi Angka Kematin Ibu Dengan Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Kondisi Karakteristik Angka Kematian Ibu: 

a. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2020, Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami peningkatan dari 115 jiwa menjadi 133 jiwa.  

b. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2020, Angka Kematian Ibu mengalami tren 

peningkatan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari 115 jiwa 

menjadi 133 jiwa di tahun 2020, ini menunjukkan angka peningkatan yang 

idealnya harus terus diturunkan jumlahnya. Angka kenaikannya sebesar 18 

jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan 

program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan 

Angka Kematian Ibu dinyatakan belum efektiv dan pastinya masih 

dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

c. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Angka Kematian Ibu Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan capaian Jumlah Tenaga Kesehatan (bidan) dapat 

dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. 

Jika terjadi penurunan capaian jumlah tenaga Kesehatan (bidan) tentu saja 

akan mengakibatkan peningkatan capaian pada indikator Angka Kematian 

Ibu. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) 

Gambar 3. 77 

Perkembangan Antar Waktu Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

 

Gambar 3. 78 

Analisis Efektivitas Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 
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Gambar 3. 79 

Analisis Relevansi Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) dan Angka Kematian Ibu 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020 

 

Kondisi Karakteristik Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) : 

a. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2020, Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami peningkatan secara fluktuatif dari 4945 jiwa 

menjadi 5.093 jiwa. Walaupun pernah mengalami peningkatan drastis di 

tahun 2018 sebanyak 10.729 jiwa, tetapi kemudia menurun di tahun-tahun 

berikutnya sampai tahun 2020. 

b. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2020, Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) 

mengalami tren peningkatan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. 

Dari 4945 jiwa menjadi 5.093 jiwa di tahun 2020, ini menunjukkan angka 

peningkatan yang idealnya harus terus ditingkatkan jumlahnya. Angka 

kenaikannya hanya sebesar 148 jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

Secara umum menggambarkan program penanggulangan kemiskinan yang 

bertujuan untuk meningkatkan layanan Kesehatan dengan cara peningkatan 

Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) dinyatakan belum efektiv dan pastinya 

masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

c. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Jumlah Tenaga Kesehatan (Bidan) 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Jumlah Tenaga Kesehatan 

(bidan) dapat dikatakan cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga 

Agustus 2020. Jika terjadi penurunan capaian jumlah tenaga Kesehatan 
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(bidan) tentu saja akan mengakibatkan kurangnya lonjakan capaian pada 

indikator Angka Kematian Ibu. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan 

keduanya relevan. 

3.4.6 Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan Selama Terakhir 

 

Gambar 3. 80 

Perkmebangan Antar Waktu Penduduk Yang Menderita Sakit Selama 

Sebulan Terakhir Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

 

Gambar 3. 81 

Analisis Efektivitas Penduduk Yang Menderita Sakit Selama 

Sebulan Terakhir Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2020 
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Gambar 3. 82 

Analisis Relevansi Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir  

Dengan Persentase Penduduk Yang Memiliki BPJS Kesehatan PBI  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2020 

 

Kondisi Karakteristik Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir:  

a. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2020, Penduduk yang Menderita Sakit Selama 

Sebulan Terakhir Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan drastis 

dari 52,93% menjadi 13,55%  

b. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2020, Penduduk yang Menderita Sakit Selama 

Sebulan Terakhir mengalami tren penurunan. Dari 52,93% menjadi 13,55% 

di tahun 2020, ini menunjukkan angka penurunan yang idealnya memang 

harus terus diturunkan jumlahnya. Angka penurunannya sebesar 39,38% 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan 

program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menurunkan 

jumlah Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir 

dinyatakan sudah efektiv namun masih dibutuhkan upaya lebih lagi untuk 

memaksimalkan capaiannya. 

c. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Penduduk yang Menderita Sakit 

Selama Sebulan Terakhir Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian 

Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan PBI dapat dikatakan 

cukup relevan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2020. Jika terjadi 

kenaikan capaian Persentase Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan PBI 

tentu saja akan mengakibatkan penurunan angka capaian pada indikator 
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Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir. Dengan kata lain 

semakin banyak penduduk yang dijamin kesehatannya dengan BPJS 

Kesehatan maka akan mengakibatkan mereka peduli pada kesehatannya dan 

implikasinya adalah berkurangnya jumlah penduduk yang menderita sakit. 

Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 

 

3.5 Bidang Infrastuktur Dasar 

3.5.1 Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak 

 

Gambar 3. 83 

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
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Gambar 3. 84 

Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

 

 

Gambar 3. 85 

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 86 

Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak  : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak  Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai 91,57% lebih tinggi dari Proporsi Rumah 

Tangga dengan Sanitasi Layak  Nasional (80,29%) 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 22 kab/kota yang kondisi Proporsi Rumah 

Tangga dengan Sanitasi Layak -nya diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Nasional. Dan hanya 2 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah 

capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi 

Layak  Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 76,73% 

menjadi 91,57%.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi 

Layak  mengalami tren peningkatan yang cenderung konsisten setiap 

tahunnya. Dari 76,73% menjadi 91,57% di tahun 2021, ini menunjukkan 

peningkatan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 14,84 poin dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program 

penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian 

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak  dinyatakan sudah efektiv 

namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

d. Relevansi: 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN       103 

 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan 

Sanitasi Layak  Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat 

dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. 

Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 

3.5.2 Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak 

 

Gambar 3. 87 

Posisi Relatif Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

 

Gambar 3. 88 

Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 89 

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

 

Gambar 3. 90 

Analisis Relevansi Prorporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak  : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak   

Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 91,18% lebih tinggi dari Proporsi 
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Rumah Tangga dengan Air Minum Layak   Nasional (90,78%) 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 22 kab/kota yang kondisi Proporsi Rumah 

Tangga dengan Air Minum Layak  -nya diatas Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Nasional. Dan hanya 2 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah 

capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum 

Layak   Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 76,34% 

menjadi 91,18%.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum 

Layak   mengalami tren peningkatan yang cenderung konsisten setiap 

tahunnya. Dari 76,34% menjadi 91,18% di tahun 2021, ini menunjukkan 

peningkatan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 14,84 poin dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program 

penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian 

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak   dinyatakan sudah 

efektiv namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan 

capaiannya. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan 

Air Minum Layak   Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional 

dapat dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 

2021. Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.5.3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik 

Gambar 3. 91 

Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

 

Gambar 3. 92 

Perkembangan Antar Waktu Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 93 

Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listirk 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Gambar 3. 94 

Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik  Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai 99,41% lebih tinggi dari Proporsi Rumah 

Tangga dengan Akses Listrik  Nasional (99,21%) 
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• Pada tingkat kab/kota, terdapat 18 kab/kota yang kondisi Proporsi Rumah 

Tangga dengan Akses Listrik -nya diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Nasional. Dan hanya 6 kab/kota berada di bawah Nasional dan di bawah 

capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses 

Listrik  Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari 98,53% 

menjadi 99,41%.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses 

Listrik  mengalami tren peningkatan yang cenderung konsisten setiap 

tahunnya. Dari 98,53% menjadi 99,41% di tahun 2021, ini menunjukkan 

peningkatan yang belum maksimal. Hanya naik sebesar 0,88 poin dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program 

penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian 

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik  dinyatakan sudah efektiv 

namun masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan capaiannya. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Proporsi Rumah Tangga dengan 

Akses Listrik  Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat 

dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. 

Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 
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3.6 Bidang Ketahanan Pangan 

3.6.1 Perkembangan Harga Beras 

Gambar 3. 95 

Posisi Relatif Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

 

 

Gambar 3. 96 

Perkembangan Antar Waktu Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 - 2021 
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Gambar 3. 97 

Analisis Efektivitas Perkembangan Harga Beras  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

 

Gambar 3. 98 

Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Perkembangan Harga Beras: 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Perkembangan Harga Beras Provinsi Sulawesi Selatan 

mencapai Rp 9.950,- lebih rendah dari Perkembangan Harga Beras Nasional 

(Rp 12.400,-) 

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 24 atau semua kab/kota yang kondisi 
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Perkembangan Harga Beras -nya di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan 

Nasional.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Perkembangan Harga Beras Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang tidak terlalu berbeda setia 

tahunnya. Dari Rp 9.596,- menjadi Rp 9.950,-  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Perkembangan Harga Beras mengalami 

tren peningkatan yang cenderung konsisten setiap tahunnya. Dari Rp 9.596,- 

menjadi Rp 9.950,- di tahun 2021, ini menunjukkan harga yang stabil setiap 

tahunnya. Hanya terjadi kenaikan harga sebesar 354 poin dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir. Secara umum menggambarkan program 

penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan 

Perkembangan Harga Beras dinyatakan sudah efektiv. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Perkembangan Harga Beras 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat dikatakan cukup 

beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. Jadi dapat 

dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 

3.6.2 Persentase Rumah Tangga Dengan Penerima Program Raskin/BPNT 

Gambar 3. 99 

Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
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Gambar 3. 100 

Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Penerima Program 

Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2021 

 

Gambar 3. 101 

Analisis Efektivitas Persentase Rumah Tangga Penerima Program 

Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2021 
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Gambar 3. 102 

Analisis Relevansi Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT dan 

Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

 

Kondisi Karakteristik Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT : 

a. Posisi Relatif: 

• Pada tahun 2021 Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT Provinsi 

Sulawesi Selatan mencapai 20,49%.  

• Pada tingkat kab/kota, terdapat 13 kab/kota yang kondisi Rumah Tangga 

Penerima Program Raskin/BPNT  diatas Provinsi Sulawesi Selatan. Dan 

sisanya 11 kab/kota berada di bawah capaian Provinsi.  

b. Perkembangan Antar Waktu: 

• Pada Periode tahun 2017-2021, Rumah Tangga Penerima Program 

Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 27,68% 

menjadi 20,49%.  

c. Efektivitas: 

• Pada Periode tahun 2017–2021, Rumah Tangga Penerima Program 

Raskin/BPNT mengalami tren penurunan yang cenderung konsisten. Dari 

27,68% menjadi 20,49% di tahun 2021, angka capaiannya turun sebesar 

7,19 poin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara umum 

menggambarkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang 

bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah Tangga Miskin salah 

satunya dengan pemberian Program Raskin/BPNT dinyatakan belum 

efektiv dan masih dibutuhkan kerja keras untuk memaksimalkan 
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capaiannya. Semakin banyak Rumah tangga miskin yang bisa terjangkau 

oleh program Raskin/BPNT makan akan membantu penurunan tingkat 

kemiskinan. 

d. Relevansi: 

• Tren dan pola perubahan antara capaian Rumah Tangga Penerima Program 

Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian Nasional dapat 

dikatakan cukup beriringan dimulai pada tahun 2017 hingga Agustus 2021. 

Jadi dapat dinyatakan jika hubungan keduanya relevan. 

3.6.3 Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama 

Tabel 3. 1 

Perkembangan Harga Bahan Pokok Utama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

No. Komoditas(Rp) 01/11/2021 01/12/2021 31/12/2021 

I Beras  Rp               9,800   Rp               9,800   Rp               9,900  

1 Beras Kualitas Bawah I (kg)  Rp               8,850   Rp               8,850   Rp               9,000  

2 Beras Kualitas Bawah II (kg)  Rp               8,550   Rp               8,550   Rp               8,700  

3 Beras Kualitas Medium I (kg)  Rp               9,850   Rp               9,850   Rp               9,900  

4 Beras Kualitas Medium II (kg)  Rp               9,550   Rp               9,550   Rp               9,700  

5 Beras Kualitas Super I (kg)  Rp             11,050   Rp             11,100   Rp             11,150  

6 Beras Kualitas Super II (kg)  Rp             10,900   Rp             10,900   Rp             11,000  

II Daging Ayam  Rp             27,900   Rp             25,050   Rp             27,950  

1 Daging Ayam Ras Segar (kg)  Rp             27,900   Rp             25,050   Rp             27,950  

III Daging Sapi  Rp           116,000   Rp           116,000   Rp           116,000  

1 Daging Sapi Kualitas 1 (kg)  Rp           116,000   Rp           116,000   Rp           116,000  

2 Daging Sapi Kualitas 2 (kg)  Rp           116,000   Rp           116,000   Rp           116,000  

IV Telur Ayam  Rp             19,400   Rp             18,800   Rp             25,250  

1 Telur Ayam Ras Segar 

(kg) 

 Rp             19,400   Rp             18,800   Rp             25,250  

V Bawang Merah  Rp             25,800   Rp             24,000   Rp             25,150  

1 Bawang Merah Ukuran Sedang          

(kg) 

 Rp             25,800   Rp             24,000   Rp             25,150  

VI Bawang Putih  Rp             26,650   Rp             26,350   Rp             26,650  

1 Bawang Putih Ukuran Sedang 

(kg) 

 Rp             26,650   Rp             26,350   Rp             26,650  

VII Cabai Merah  Rp             17,100   Rp             33,700   Rp             38,600  

1 Cabai Merah Besar (kg)  Rp             15,050   Rp             33,150   Rp             34,900  
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No. Komoditas(Rp) 01/11/2021 01/12/2021 31/12/2021 

2 Cabai Merah Keriting  (kg)  Rp             19,100   Rp             34,250   Rp             42,250  

VIII Cabai Rawit  Rp             17,500   Rp             34,900   Rp             60,550  

1 Cabai Rawit Hijau (kg)  Rp             15,050   Rp             19,000   Rp             22,600  

2 Cabai Rawit Merah (kg)  Rp             17,850   Rp             40,300   Rp             70,200  

IX Minyak Goreng  Rp             16,650   Rp             17,550   Rp             19,900  

1 Minyak Goreng Curah (kg)  Rp             15,850   Rp             16,700   Rp             18,400  

2 Minyak Goreng Kemasan 

Bermerk 1 (kg) 

 Rp             17,450   Rp             18,300   Rp             20,850  

3 Minyak Goreng Kemasan 

Bermerk 2 (kg) 

 Rp             16,600   Rp             17,650   Rp             20,400  

X Gula Pasir  Rp             13,800   Rp             13,800   Rp             13,750  

1 Gula Pasir Kualitas Premium (kg)  Rp             14,950   Rp             14,950   Rp             14,900  

2 Gula Pasir Lokal (kg)  Rp             13,000   Rp             13,000   Rp             12,950  

 

Jika melihat data dalam Tabel 3.1 di atas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan harga 10 Bahan pokok utama di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 

di tiga bulan terakhir pada umumnya masih stabil. Hanya ada 4 bahan pokok utama 

yang menunjukkan harga kenaikan di 3 bulan terakhir yaitu: telur ayam, cabai merah, 

cabai rawit dan minyak goreng. Ke-4 bahan pokok utama ini memang diketahui 

harganya selalu dipengaruhi oleh kondisi ketersediaannya di peternak ataupun petani. 

Tetapi jika dilihat kondisi ketersediaan semua bahan pokok utama, bisa dipastikan 

stabilitas harganya masih berlanjut di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

upaya pemerintah untuk mendukung stabilitas harga bahan pokok utama cukup 

efektiv. Jika kondisinya tetap stabil dan tidak ada lonjakan harga maka bisa 

dipastikan bisa menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin yang tentu saja 

berimplikasi pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Profil kemiskinan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan dalam tabel 3.2 

berikut ini: 
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Tabel 3. 2 

Profil Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 - 2021 

No Indikator 

Analisis 

Perkembangan 

Antar Waktu 
Posisi Relatif Analisis Efektivitas Analisis Relevansi 

Awal Akhir 

Perbandingan 

dengan 

Capaian 

Nasional 

Efektif 
Tidak 

Efektif 

Capaian 

Nasional 

Capaian 

antar 

Indikator 

I 

Bidang 

Konsumsi 

Pengeluaran 

           

1 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

9,48% 8,78% 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(10,14%) 

√ (-) Relevan (-) 

2 
Indeks 

Kedalaman 

Kemiskinan 

1,72% 1,49% 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(1,71%) 

√ (-) Relevan (-) 

3 
Indeks 

Keparahan 

Kemiskinan 

0,46% 0,37% 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(0,42%) 

√ (-) Relevan (-) 

4 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

813.07

0 jiwa  

800.24

0 jiwa 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

√ (-) (-) 

Relevan 

dengan 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

5 
Garis 

Kemiskinan 

Rp 

283.46

1,-  

Rp 

358.33

0,-  

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(Rp 

450.185,-) 

(-) √ Relevan (-) 

6 Persentase 

Penduduk 

Miskin 

Ekstrem 

(-) 3,54% 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(4,0%) 

Tidak 

Tersedi

a Data 

Perkem

bangan 

Antar 

Waktu 

(-) 

Tidak 

Tersedia 

Data 

Perkemb

angan 

Antar 

Waktu 

(-) 

7 

Tingkat 

Ketimpangan 

Pengeluaran 

(Gini Rasio) 

0,42% 0,37% 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

√ (-) Relevan (-) 
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No Indikator 

Analisis 

Perkembangan 

Antar Waktu 
Posisi Relatif Analisis Efektivitas Analisis Relevansi 

Awal Akhir 

Perbandingan 

dengan 

Capaian 

Nasional 

Efektif 
Tidak 

Efektif 

Capaian 

Nasional 

Capaian 

antar 

Indikator 

Nasional 

(0,38%) 

II 
Bidang 

Ketenagakerjaan 
           

1 Angkatan kerja 
3.812.3

58 jiwa 

4.412.7

82 jiwa 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

√ (-) (-) 

Relevan 

dengan 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

2 
Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja 

60,98% 64,73% 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(67,8%) 

(-) √ Relevan (-) 

3 
Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

5,61% 5,72% 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(6,49%) 

(-) √ Relevan (-) 

III 
Bidang 

Pendidikan 
           

1 

Angka 

Partisipasi 

Kasar (APK) 

SMA/MA 

83,14% 87,07% 

Lebih 

Tinggi dari 

Capaian 

Nasional 

(85,25%) 

√ (-) Relevan (-) 

2 

Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

SMA/MA 

59,86% 61,65% 

Lebih 

Tinggi dari 

Capaian 

Nasional 

(60,35%) 

√ (-) 
Tidak 

Relevan 
(-) 

3 
Harapan Lama 

Sekolah 
13,28 

tahun 

13,57 

tahun 

Lebih 

Tinggi dari 

Capaian 

Nasional 

(13,08 

tahun) 

√ (-) Relevan (-) 

4 

Angka Buta 

Huruf 

Penduduk 15+ 

8,35% 7,51% 

Lebih 

Tinggi dari 

Capaian 

Nasional 

(3,96%) 

√ (-) Relevan (-) 
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No Indikator 

Analisis 

Perkembangan 

Antar Waktu 
Posisi Relatif Analisis Efektivitas Analisis Relevansi 

Awal Akhir 

Perbandingan 

dengan 

Capaian 

Nasional 

Efektif 
Tidak 

Efektif 

Capaian 

Nasional 

Capaian 

antar 

Indikator 

5 

Persentase 

Penduduk Usia 

7-24 Tahun 

Yang Tidak 

Bersekolah 

Lagi 

26,07% 26,71% 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

(-) √ (-) 

Relevan 

dengan 

Persentase 

Rumah 

Tangga 

yang 

Menerima 

PIP 

IV 
Bidang 

Kesehatan 
           

1 

Kelahiran 

Ditolong 

Tenaga 

Kesehatan 

Terlatih 

94,97% 92,44% 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

(-) √ (-) 

Relevan 

dengan 

Jumlah 

Tenaga 

Kesehatan 

(Bidan) 

2 

Angka 

Kematian Bayi 

1059 

jiwa 

754 

jiwa 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

√ (-) (-) 

Relevan 

dengan 

Angka 

Harapan 

Hidup 

3 Angka 

Kematian 

Balita 

1151 

jiwa 

806 

jiwa 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

√ (-) (-) 

Relevan 

dengan 

Angka 

Harapan 

Hidup 

4 
Angka 

Kematian Ibu 
115 

jiwa 

133 

jiwa 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

(-) √ (-) 

Relevan 

dengan 

Angka 

Kematian 

Ibu 

5 

Jumlah Tenaga 

Kesehatan 

(Bidan) 

4945 

jiwa 

5093 

jiwa 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

√ (-) (-) 

Relevan 

dengan 

Angka 

Kematian 

Ibu 

6 

Penduduk 

Yang 

Menderita 

Sakit Sebulan 

Terakhir 

52,93% 13,55% 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

√ (-) (-) 

Relevan 

dengan 

Persentase 

Penduduk 

yang 

Memiliki 

BPJS 

Kesehatan 

PBI 

V Bidang 

Infrastruktur 
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No Indikator 

Analisis 

Perkembangan 

Antar Waktu 
Posisi Relatif Analisis Efektivitas Analisis Relevansi 

Awal Akhir 

Perbandingan 

dengan 

Capaian 

Nasional 

Efektif 
Tidak 

Efektif 

Capaian 

Nasional 

Capaian 

antar 

Indikator 

Dasar 

1 

Proporsi 

Rumah Tangga 

dengan 

Sanitasi Layak  

76,73%  91,57% 

Lebih 

Tinggi dari 

Capaian 

Nasional 

(80,29%) 

√ (-) Relevan (-) 

2 

Proporsi 

Rumah Tangga 

dengan Air 

Minum Layak 

76,34%   

Lebih 

Tinggi dari 

Capaian 

Nasional 

(90,78%) 

√ (-) Relevan (-) 

3 

Proporsi 

Rumah Tangga 

dengan Akses 

Listrik 

98,53% 99,41% 

Lebih 

Tinggi dari 

Capaian 

Nasional 

(99,21%) 

√ (-) Relevan (-) 

VI 

Bidang 

Ketahanan 

Pangan 

           

1 

Perkembangan 

Harga Beras 

Rp 

9.596,- 

Rp 

9.950,- 

Lebih 

Rendah 

dari 

Capaian 

Nasional 

(Rp 

12.400,-) 

√ (-) Relevan (-) 

2 

Persentase 

Rumah Tangga 

yang 

Menerima 

Program 

Raskin/BPNT 

27,68% 20, 49% 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

(-) √ (-) 

Relevan 

dengan 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

3 
Perkembangan 

Harga Bahan 

Pokok 

Stabil Stabil 

Tidak 

tersedia 

data 

Nasional 

√ (-) (-) (-) 
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3.7 Kemiskinan Ekstrem 

Kemiskinan Ekstrim Kemiskinan Ekstrim diukur menggunakan “absolute poverty 

measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin Ekstrim didefinisikan 

sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan 

esktrem – setara dengan USD 1.9 PPP. Data kemiskinan ekstrim pada tahun 2021 sekitar 

4% dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal terpenting adalah validasi data mengenai 

identitas penduduk sangat miskin yang mencaai 9.91 juta jiwa di seluruh Indonesia. 

Validasi data agar mencakup nama (by name) dan lokasi (by address).   

Dari Data jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia, pemerintah berupaya untuk 

segera dapat ditanggulangi  melalui kerja kolaboratif antara pemerintah pusat,provinsi dan 

kabupaten/Kota. Meskipun sedang  menghadapi pandemic Covid 19, penanganan  

kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti,  agar kemiskinan ektrem (extreme poverty) pada 

2024 dapat mencapai 0%. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan 

secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Pemerintah pusat, Provinsi dan daerah 

kabupaten/kota memastikan  intervensi di sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih.  

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus  lebih memfokuskan pada  keakuratan 

basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan 

ekstrim. Intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrim juga melibatkan sektor swasta 

untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan.   

Pada tahun 2021, fokus pada 5 kabupaten/kota di 7 Provinsi: Jawa Barat. Jawa Tengah. 

Jawa Timur. NTT. Maluku. Papua dan Papua Barat.  Sementara pada tahun 2022, perluasan 

intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrim pada 212 Kabupaten/kota sebagai prioritas 

perluasan,dengan target sasaran pada seluruh jumlah angka kemiskinan menurun hingga 

9,2-9,7 %. Dan untuk target angka kemiskinan ekstrim diharapkan dapat menurun hingga 

3 - 3,5 %. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 perluasan prioritas intervensi 

penanggulangan kemiskinan akan meliputi seluruh wilayah kabupaten/Kota sebanyak 514 

kabupaten/Kota, dengan target sasaran dapat menurunkan jumlah angka kemiskinan 

hingga 8,5-9 %, sementara untuk angka kemiskinan ekstrim dapat diturunkan hingga 2,5-

3 %. Pada akhir 2024 target penurunan angka kemiskinan ekstrim hingga mencapai  0-1 

%. 

Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi.; terintegrasi dan tepat sasaran. 

Kementerian Sosial berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 

2021, terkait dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah angka 

kemiskinan ekstrim hingga 0 persen pada tahun 2024. 
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Dalam strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim ada 3 Prasyarat Utama Dukung 

Upaya Extraordinary Untuk Capai Target Kemiskinan Ekstrim yaitu; Pertama 

Pertumbuhan ekonomi ; yang terdiri dari:  upaya mengendalikan Covid-19 dengan 

kunci disiplin Prokes dan Vaksinasi ; dan Pertumbuhan ekonomi perlu didorong dengan 

meningkatkan daya beli khususnya dari kelompok 60% terbawah. yang didukung 

kebijakan fiskal pemerintah. Kedua; Mengembangkan dan memutakhirkan basis data 

untuk pensasaran program; yang terdiri dari : DTKS: perlu perluasan dan pemutakhiran 

DTKS. selain memastikan validitas NIK; Basis data UMKM: pengembangan basis data ini 

dimulai dari data UMKM yang sudah ada di K/L. dilengkapi dengan membuka pendaftaran 

mandiri yang selanjutnya diverifikasi dan  basis data wilayah: berisikan agregat indikator 

kesejahteraan dan sosial-ekonomi level provinsi/kabupaten untuk pensasaran wilayah yang 

terkait dengan kemiskinan Ekstrim.  

Ketiga; Konvergensi program antar K/L. dengan program khusus dan program 

daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan Ekstrim ; terdiri dari : Bantuan 

sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia terutama pada kelompok miskin Ekstrim 

melalui aset transfer untuk meningkatkan produkfitas bagi kelompok miskin Ekstrim dan 

program daerah (sumber pembiayaan APBD) serta Program khusus/unik daerah untuk 

mengatasi penyebab kemiskinan Ekstrim yang unik/khas daerah tersebut. 

Upaya pemerintah daerah dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrem hingga 

mendekati 0 - 1 % diperlukan kerja-kerja kolaborative dan kerja keras dari semua  pihak 

untuk mencapai target besar hingga 2024. Gambar di bawah menjelaskan  peta jalan target 

penghapusan kemiskinan di seluruh Indonesia. 

 

Gambar 3. 103 

Simulasi Outlook Angka Kemiskinan Esktrem (1.9 PPP) 2021 - 2024 
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Yang perlu pemerintah daerah lakukan selain rincian strategy kementrian dan 

Lembaga dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim; adalah program intervensi 

Inovasi Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan 

kapasitas keuangan daerah. 

3.7.1 Program Digitalisasi Masyarakat Miskin Ekstrem di Sulawesi Selatan 

Sebagai langkah awal pemerntah daerah dalam percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrim pemerintah pusat dan daerah melakukan pendataan (digitalisasi 

) masyarakat miskin yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim di wilayah kota 

dan desa. Khusus di wilayah Sulawesi Selatan; langkah yang sedang dilaksanakan 

oleh kabupaten Bantaeng dalam program Registrasi Sosial ekonomi (Regsosek). 

Program digitalisasi kemiskinan ekstrim yang dinisiasi oleh Bapenas melalui aplikasi 

“SEPAKAT”, di Kabupaten Bantaeng dan Bone sebagai dasar untuk melakukan 

intervensi kemiskinan ekstrimdi Bone.  

Langkah Digitalisasi masyarakat miskin ekstrim Ini adalah satu langkah bagus 

dan baru ada di Indonesia. Sebenarnya yang diinginkan hanya lima desa sebagai pilot 

project, namun Kabupaten Bantaeng dan kabupaten Bone sudah melakukan satu 

langkah lebih maju. Kabupaten Bantaeng sedang melakukan Regsosek di seluruh 

wilayahnya,sementara kabupaten Bone melakukan 20 desa piloting dengan 

melakukan hal yang sama dengan melakukan registrasi sosial ekonomi di tingkat 

desa. Diharapkan desa yang melakukan Regsosek sekaligus bertindak sebagai pusat 

pelayanan social dan regristrasi dengan sistem pendataan yang lengkap melalui 

SEPAKAT.  

Melalui sistem aplikasi SEPAKAT, maka seluruh kebutuhan social desa akan 

terekam dalam sistem data, hingga proses perencanaan data penganggaran sesuai 

dengan data yang sudah dihasilkan dari Regsosek. Langkah selanjutnya pemerintah 

daerah provinsi dan kabupaten/Kota melakukan kegiatan TOT di Provinsi  melalui  

proses pendataan social ekonomi di level  Kabupaten /Kota.  Bappenas menyediakan 

Trainer, sedangkan Kompak menyiapkan pelaksanaan seluruh kegiatan. Biaya 

konsumsi dan tempat akan disiapkan oleh Bappeda Provinsi. Traniner dari pusat 

gratis dan hasil ,dan akan disapkanteagapendamping jika diperlukan. Mereka akan   

bekerja keras akan menghasilkan data yang actual dilevel desa pada setiap kabupaten 

lokus.  

Kegiatan pendataan digitalisasi didukung oleh Bappenas dan tentunya dapat 

dibantu melalui Dana bantuan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota minimal desa 
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memiliki Monografi. Langkah yang dilakukan oleh kabupaten Bantaeng dan Bone 

sebagai kabupaten percontohan untuk mewujudkan desa terpadu Regsosek. 

Kegiatan digitalisasi Regsosek yang sedang berjalan padatahun 2022, 

selanjutnya akan direplikasi ke berbagai kabupaten/kota lainnya di seluruh Sulawesi 

Selatan. Sesuai harapan bapak presiden Joko Widodo bahwa pada tahun 2023-2024 

aplikasi SEPAKAT sudah dapat diaplikasikan ke seluruh kabupaten/Kota. 

Monografi desa /kota tersebut akan mempermudah semua pihak dalam 

mengintervensi program dan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh 

Sulawesi Selatan, sehingga akan memercepatan akselerasi pengahapusan kemiskinan 

pada tahun 2024. 

3.7.2 Rencana Kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim 

Recana kerja Penanggulangan kemiskinan ekstrim pada tahun 2022 dan 2023 

akan di fokuskan pada  5 kabupaten sesuai dengan tahapan yang dinginkan oleh 

pemerintah pusat yaitu ; Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepualauan,  Bone, 

Luwu dan Luwu Utara.  Selanjutnya rencana kerja pada tahun 2023 program 

intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim akan direplikasi pada 24 kabupaten /kota 

di wilayah Sulawei Selatan. Replikasi intervensi dimaksud untuk memenuhi target 

capaian penghapusan angka kemiskinan ekstrim mendekati 0 persen pada tahun 

2024. 

Skema rencana kerja percepaatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat 

dilihat pada Gambar 3.104 dibawah ini: 

Gambar 3. 104 

Rencana Kerja Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 
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Dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, 

maka membutuhkan kerja kolaborative antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota, swasta, akademisi, tokoh masyarakat, para pemuda dan 

partisipasi aktif masyarakat lokal di level desa dalam upaya penghapusan kemiskinan 

ekstrim. 

Melalui aplikasi Sepakat yang diterapkan di seluruh desa dan kelurahan di 

Sulawesi Selatan, segala kebutuhan masyarakat miskin/ fakir miskin telah terekam 

dengan baik. Melalui Sistem aplikasi SEPAKAT   ,kita akan mengintervensi melalui 

program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mendongkrak pendapatan 

masyarakat, mengurangi beban hidup masyarakat dan memberdayakan para pelaku 

usaha skala mikro dan kecil di desa dan keluarahan.  Harapan kita semua segala 

effort/upaya yang telah kita lakukan melalui  kerja - kerja kolaborative, diharapakan 

mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga mendekati 0 persen pada 

tahun 2024. 

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim  di Sulawesi Selatan, kita dapat 

lebih cepat  mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kemiskinan umumnya 

dengan potensi produk unggulan  daerah di masing -masing kabupaten/ kota. Melalui 

produk unggulan daerah kita dapat  bergerak lebih cepat dalam mengurangi angka 

kemiskinan. Sebagai ilustrasi kita dapat mengambil contoh pengembangan kawasan 

produksi unggulan di Kabupaten Pangkep  dengan komoditi jeruk Pangkep yang 

dapat dikembangkan skala besar. Melalui proses Hilirisasi yang juga menjadi 

program prioritas pemerintah Provinsi,maka kita dapat mengembangkan produk 

unggulan Jeruk Pangkep menjadi produk unggulan  daerah. Proses Hilirisasi akan 

mengolah produk komoditas, olahan dari hasil hulu ,hingga proses packaging, dan 

proses pemasarannya.  Demikian pula dengan pemanfaatan produk unggulan di 5 

kabupaten lokasi Fokus penghapusan kemiskinan ekstrim ; Pangkep, 

Bone,Jeneponto, Luwu dan Luwu Utara.  

Dimana setiap kabupaten memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda; 

sebagai contoh kabupaten Jeneponto yang memiliki karakteristi kemiskinan 

Jeneponto memiliki memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 7,15 persen dengan 

besaran jumlah  Penduduk Miskin  Ekstrem  26,12 ribu jiwa.  Tingkat kemiskinan 

ekstrem di Jeneponto tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 14,58 

persen atau 53,24 ribu jiwa.   

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 

3,54 persen atau sebesar 315,12 ribu jiwa.  Tingkat kemiskinan ekstrem di Sulawesi 

Selatan tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 8,72 persen atau 
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776,83  ribu jiwa. Fokus pengentasan kemiiskinan di Jeneponto pada sector : 

Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,, infrastruktur dan Pemberdayaan 

masyarakat. Intervensi program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrim di kabupaten /kota akan dilakukan dan difokuskan sesuai dengan kondisi 

lokalitas di masing-masing kabupaten/Kota.  

Selain berfokus pada beberapa sector tersebut, maka melalui piloting di lima 

kabupaten/kota  sebagai  lokus pengentasan kemiskinan ekstrim, diharapkan akan 

dikembangkan pada 24 kabupaten/Kota  lainnya , sehingga diharapkan melalui 

intervensi dan kerja-kerja kolaborative antar pemangku kepentingan dari pusat 

hingga daerah,akan membantu mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrim di 

seluruh wilayah Sulawesi Selatan hingga tahun 2024. 
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BAB IV 

PRIORITAS PROGRAM 

 

Pada bab ini berisi informasi tentang: Prioritas Intervensi (teori perubahan) atau theory 

of change (ToC); Analisis keterkaitan;  dan Analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan. 

Berdasarkan identifikasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui 

permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dibidang apa saja yang tercermin dari hasil 

analisis indikator-indikator perbidangnya. Kemudian permasalahan- permasalahan yang 

dihadapi tersebut akan dilakukan intervensi dan disajikan ke dalam bentuk theory of change 

(ToC) yang terbagi menjadi beberapa bidang yaitu konsumsi pengeluaran, ketenagakerjaan, 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. 

4.1 Prioritas Intervensi 

4.1.1 Teori Perubahan / Theory Of Change 

4.1.1.1 Bidang Konsumsi / Pengeluaran 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab III, 

permasalahan utama yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 

masih tingginya tingkat kemiskinan yang tercermin dari tingginya persentase 

dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat 

kemiskinan Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian yang belum optimal 

bila dilihat secara relatif dengan beberapa Provinsi yang setara lainnya di 

Indonesia. Faktor utama yang menyebabkan masih tingginya tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Selatan di dorong oleh faktor kualitas manusia yang 

masih rendah, efek multiplier yang rendah dan daya serap tenaga kerja sektor 

ekonomi yang masih terbatas hal ini yang mendasari kurang optimalnya 

upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. 

Selain itu masih kurangnya kualitas pemutakhiran data untuk 

memastikan ketepatan sasaran program-program penanggulangan 

kemiskinan serta masih kurang dimanfaatkannya data terpadu kesejahteraan 

sosial (DTKS) dalam upaya penanggulangan kemiskinan tiap OPD. Hal ini 

yang menyebabkan masih kurang optimalnya capaian hasil dari sisi 

pengurangan beban rumah tangga miskin. Untuk menguraikan permasalahan 

tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan. 
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Bagan 4. 1 

Teori Perubahan / ToC Bidang Konsumsi Pengeluaran 

 

Agar tujuan menurunkan tingkat dan jumlah penduduk miskin dapat 

tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC 

ini ada dua hal yaitu: 

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, melalui: 

• Perbaikan/pemutakhiran data penerima manfaat 

• Bantuan sosial tepat sasaran 

• Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar tepat sasaran 

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin, melalui: 

• Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan potensi lokal 

• Bantuan dan akses permodalan 

• Peningkatan promosi dan pemasaran 

4.1.1.2 Bidang Ketenagakerjaan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di 

bidang ketenagakerjaan yaitu Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

dengan indikator penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat 

pengangguran daerah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) Provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong tinggi dibandingkan 

dengan empat Provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Masih tingginya tingkat 

pengangguran Sulawesi Selatan tersebut terutama disebabkan oleh faktor 

kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Disamping itu 

Meningkatnya 
Kesejahteraan 

Masyarakat Miskin
Indikator : Tingkat 

Kemiskinan

Pengeluaran Beban
Pengeluaran Indikator:
Pengeluaran Per Kapita

Perbaikan/Pe 
mutakhiran Data 

Penerima Manfaat

Indikator : Persentase 
Progress Pemutakhiran 

DTKS

Bantuan Sosial Tepat 
Sasaran

Indikator : Persentase 
Penerima Ranstra/ 

BPNT/ Tepat Sasaran

Akses dan Mutu 
Pelayanan Dasar Tepat 

Sasaran

Indikator : Persentase 
DTKS Penerima PKH, 

PIP dan PBI JKN 

Peningkatan 
Pendapatan 

Masyarakat Indikator : 
Pendapatan per Kapita

Pelatihan 
Keterampilan dan 
Pemberda- yaan 

Potensi Lokal

Indikator : Jumlah 
Pelatihan 

Keterampilan yang 
Dilaksanakan

Bantuan dan Akses 
Permodalan

Indikator : Persentase 
DTKSPenerima 

Bantuan dan Akses 
Permodalan

Promosi dan 
Pemasaran

Indikator : Jumlah 
Promosi dan 

Pemasaran yang 
Dilaksanakan
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ketersediaan Pendidikan vokasional belum mampu menciptakan link and 

macth antara kurikulum vokasional dengan kebutuhan dunia industri.  

Tingkat Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan mempunyai pola 

distribusi yang hampir sama dari tahun ke tahun. Penganggur dari tamatan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi 

dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,96 persen. 

Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan 

Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 3,19 persen. Hal ini 

menggambarkan kondisi pasar kerja Sulawesi Selatan saat ini sebagian besar 

diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah. Selain itu, ketersediaan 

kesempatan kerja dari pengelolaan kegiatan dan sektor ekonomi yang masih 

berorientasi padat modal dari pada padat karya dan adanya kondisi ekonomi 

nasional dan daerah yang tidak stabil. Faktor lain yang menyebabkan 

meningkatnya angka pengangguran di Sulawesi Selatan adalah adanya 

pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah 

kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak 

termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak 

diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak 

pada dinamika ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan. Selain pengangguran 

akibat pemutusan hubungan kerja, penduduk usia kerja lainnya juga turut 

terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar 

tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini. 
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Bagan 4. 2 

Teori Perubahan / ToC Bidang Ketenagakerjaan 

 

Agar tujuan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat tercapai 

maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 

hal yaitu: 

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, melalui: 

• Peningkatan kualitas instruktur/tenaga pelatih 

• Peningkatan kuantitas dan kualitas peserta pelatihan dan pemagangan 

• Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelatihan dan 

pemagangan 

⮚ Penguatan kompetensi jurusan SMK yang sesuai Kebutuhan pasar kerja 

• Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, melalui: 

• Meningkatnya informasi pasar kerja yang dapat diakses 

• Peningkatan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja 

• Perluasan kerja sektor informal 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 
Kesejahteraan Tenaga 

Kerja Indikator : Tingkat 
Pengangguran Terbuka

Pengeluaran Beban
Pengeluaran Indikator:
Pengeluaran Per Kapita

Meningkatnya Kualitas 
Instruktur/ Tenaga Pelatih

Indikator :

Persentase Instruktur yan 
Tersertifikasi

Jumlah Asessor Uji 
Kompetensi yang 
Kompeten

Meningkatnya Kuantitas 
dan Kualitas Peserta 

Pelatihan/ Pemagangan

Indikator :

Jumlah Peserta Pelatihan 
Berbasis Kompetensi
Jumlah Peserta 
Pemagangan Dalam Negeri
Jumlah Peserta 
Pemagangan yang direkrut 
Perusahaaan

Meningkatny a Kuantitas 
dan Kualitas Kelembagaan 

Pelatihan/ Pemagangan

Indikator :

Jumlah Lembaga Pelatihan 
Kerja yang Terakreditasi

Jumlah Perusahaan yang 
Menyelenggarak an 
Pemagangan Sendiri

Jumlah Tempat Uji 
Kompetensi (TUK) yang 
terbentuk

Meningkatnya 
Ketersediaan Lapangan 

Kerja Indikator : Persentase 
Kesempatan Kerja

Pelatihan Keterampilan 
dan Pemberda- yaan 

Potensi Lokal

Indikator :

Jumlah Perusahaan yang 
Mendaftarkan Lowongan 
ke Bursa Kerja

Jumlah Job Fair yang 
dilaksanakan

Bantuan dan Akses 
Permodalan

Indikator : Persentase 
DTKSPenerima Bantuan 
dan Akses Permodalan

Promosi dan Pemasaran

Indikator :

Jumlah Tenaga Kerja 
Mandiri (TKM) sebagai 
Penggerak Wirausaha

Persentase Pasca TKI yang 
Berwirausaha

Jumlah Wirausaha Baru 
yang Menyerap Tenaga 
Kerja
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4.1.1.3 Bidang Pendidikan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di 

bidang pendidikan yaitu Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas 

dengan indikator Harapan Lama Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar 

tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini. 

 

Bagan 4. 3 

Teori Perubahan / ToC Bidang Pendidikan 

 

Agar tujuan meningkatkan Harapan Lama Sekolah dapat tercapai maka 

prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal 

yaitu: 

1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan melalui : 

• pemberian layanan pendidikan bermutu bagi anak kurang mampu 

2. Meningkatnya kualitas pendidikan, melalu 

• Peningkatan kapasitas SDM pendidikan 

• Peningkatan sarana dan prasarana sekolah 

• Implementasi pelaksanaan kurikulum 

 

Meningkatnya Pembangunan 
Manusia di Bidang Pendidikan 

Indikator :
Angka Harapan Lama Sekolah

Meningkatnya Akses dan 
Layanan Pendidikan 

ndikator :
Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)
Rata-rata Lama Sekolah

Memberikan Layanan 
Pendidikan Bermutu bagi Anak 

Kurang Mampu

Indikator : 
Jumlah Siswa Miskin yang 
Menerima Layanan Pendidikan 
Bermuutu

Meningkatnya Kualitas 
Pendidikan Indikator :

Persentase Sekolah 
Terakreditasi A

Meningkatnya Kapasitas SDM

Pendidikan

Indikator :
Jumlah Pendidik Berkualifikasi

Meningkatnya Sarana dan 
Prasarana Sekolah

Indikator :
Persentase Sarana dan 

Prasarana Sekolah yang Baik

Implementasi Pelaksanaan 
Kurikulum

Indikator :

Pelaksanaan Kurikulum K-13
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4.1.1.4 Bidang Kesehatan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di 

bidang kesehatan yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat yang 

tercermin dari Angka Harapan Hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

disusun capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya 

tujuan seperti yang tergambar dalam ToC berikut ini. 

Bagan 4. 4 

Teori Perubahan / ToC Bidang Kesehatan 

 

Agar tujuan meningkatkan Angka Harapan Hidup dapat   tercapai maka 

prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal 

yaitu : 

1. Menurunnya angka kematian, kesakitan, dan kecacatan, melalui: 

• Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi hidup sehat 

• Meningkatnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat 

2. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan, melalui : 

• Meningkatnya mutu SDM Kesehatan 

• Meningkatnya jumlah sarana prasarana dan alat Kesehatan sesuai 

kebutuhan 

• Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak 

 

Meningkatnya Derajat 
Kesehatan Masyarakat

Indikator : Angka Harapan 
Hidup

Penurunan Angka 
Kematian, Kesakitan, dan 

Kecacatan 
Indikator : Persentase 

Cakupan Imunisasi Dasar 
Lengkap pada Balita

Meningkatnya Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) 

Hidup Sehat

Indikator :

Jumlah Saluran KIE yang 
digunakan

Jumlah Tema Pesan KIE 
Hidup Sehat

Meningkatnya Fasilitasi 
Pemerintah Daerah dalam 

Pemberdayaan 
Masyarakat

Indikator :

Jumlah Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya 
Masyarakat yang 
Mendapatkan Fasilitasi

Meningkatnya Mutu dan 
Akses Pelayanan Kesehatan

Indikator : Persentase 
Fasyankes yang 

terakreditasi

Meningkatnya Mutu SDM 
Kesehatan

Indikator :

Persentase SDM 
Kesehatan yang Memiliki 
Surat Tanda Registrasi 
(STR)

Meningkatnya Jumlah 
Sarana Prasarana dan Alat 

Kesehatan sesuai Kebu 
tuhan

Indikator :

Persentase RS yang 
Memiliki Sarana Prasarana 
dan Alat Kesehatan Sesuai 
Standar

Persentase Puskesmas 
yang Memiliki Saranan 
Prasarana dan Alkes Sesuai 
Standar

Meningkatnya Pelayanan 
Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator :

Persentase Persalinan oleh 
Tenaga Kesehatan di 
Fasilitas Kesehatan

Persentase Bayi baru Lahir 
Mendapatkan Pelayanan 
Standar

Persentase PUS yang 
Menjadi Peserta KB Aktif
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4.1.1.5 Bidang Infrastuktur Dasar 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di 

bidang infrastruktur dasar yaitu Kawasan Permukiman yang Tertata dengan 

Baik dan Berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun 

capaian antara/prakondisi yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan 

seperti yang tergambar dalam ToC berikut. 

 

Bagan 4. 5 

Teori Perubahan / ToC Bidang Infrastruktur Dasar 

 

 

Agar tujuan meningkatkan kawasan permukiman yang berkelanjutan 

dapat tercapai maka prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam 

ToC ini ada 3 hal yaitu : 

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, melalui: 

• Meningkatnya PSU permukiman bagi masyarakat 

• Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni 

• Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan perkotaan/pedesaan 

pada kawasan kumuh 

2. Meningkatnya kebutuhan hunian yang terjangkau bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) melalui peningkatan masyarakat MBR yang 

memiliki rumah 

Kawasan Permukiman yang 
Tertata dengan Baik dan 

Berkelanjutan
Indikator : Persentase 
Rumah Tangga Kumuh

Meningkatnya Kualitas 
Kawasan Permukiman 

Indikator :Jumlah Kawasan 
Permukiman yang Tertat 

Prasarana Utilitas

Meningkatnya PSU 
Permukiman bagi 

Masyarakat

Indikator :
Jumlah Kawasan 
Permukiman yang Tersedia 
PSU yang Layak

Meningkatny a 
Pemenuhan Kebutuhan 
Rumah yang Layak Huni

Indikator :
Persentase Rumah Layak 
Huni

Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur dan Layanan 

Perkotaan/ Perdesaan 
pada Kawasan Kumuh

Indikator :
Luasan Kawasan Kumuh 
yang Terlayani 
Infrastruktur

Meningkatnya Kebutuhan 
Hunian Terjangkau Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR)

Indikator : Persentase 
Persentase Rumah Tangga 

yang Memiliki Rumah

Meningkatnya MBR yang 
Memiliki Rumah

Indikator :
Jumlah Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah 
yang Memiliki Rumah

Meningkatnya Akses 
Layanan Air Minum dan 

sanitasi Layak 
Indikator : Persentase 

Cakupan Air Minum dan 
Sanitasi Layak

Meningkatnya Layanan Air 
Bersih Bagi Keluarga 

Miskin

Indikator :
Jumlah Keluarga Miskin 
yang Mendapatkan 
Layanan Air Bersih

Meningkatnya Layanan Air 
Bersih Bagi Keluarga 

Miskin

Indikator : Jumlah 
Keluarga Miskin yang 
Mendapatkan Layanan Air 
Bersih
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3. Meningkatnya akses layanan air minum dan sanitasi yang layak, melalui: 

• Meningkatnya layanan air bersih bagi keluarga miskin Meningkatnya 

layanan sanitasi layak di daerah kemiskinan 

4.1.1.6 Bidang Ketahanan Pangan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab 

sebelumnya, tujuan yang akan dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan di 

bidang ketahanan pangan yaitu Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun capaian antara/prakondisi 

yang harus dilakukan agar tercapainya tujuan seperti yang tergambar dalam 

ToC berikut ini. 

 

Bagan 4. 6 

Teori Perubahan / ToC Bidang Ketahanan Pangan 

 

Agar tujuan Pemantapan Ketahanan Pangan dapat tercapai maka 

prakondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini ada 2 hal 

yaitu : 

1. Terpenuhinya Keterjangkauan Pangan Masyarakat, melalui: 

• Fluktuasi harga pangan strategis yang terkendali 

• Peningkatan cadangan pangan 

2. Konsumsi Pangan Bermutu dan Aman, melalui:  

Pemantapan Ketahanan 
Pangan Masyarakat

Indikator : Indeks Ketahanan 
Pangan

Keterjangkauan Pangan 
Masyarakat Terpenuhi 

Indikator :Cadangan Pangan 
Daerah Merata Antar 

Wilayah Harga Pangan 
Strategis Stabil

Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan

Indikator : 
Kontribusi Konsumsi Energi 
Per Kapita Per hari

Pengawasan Keamanan dan 
Mutu PSAT Berjalan Baik

Indikator : 
Persentase PSAT yang Aman 
dan Bermutu untuk 
Dikonsumsi

Konsumsi Pangan Bermutu 
dan Aman
Indikator :
Skor Pola Pangan Tingkat 
Konsumsi Ideal
Sertifikasi Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (PSAT)

Fluktuasi Harga Pangan 
Strategis Terkendali

Indikator :
Koefisien variasi Harga 
Pangan Strategis <25%

Inflasi Bahan

Pangan

Meningkatnya Cadangan 
Pangan

Indikator : 
Jumlah Gabah/Beras 
Tersedia di Lumbung 
Pangan/Gudang
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• Penganekaragaman konsumsi pangan 

• Pengawasan keamanan dan mutu PSAT (Pangan Segar Asal 

Tumbuhan) yang berjalan baik 

4.2 Analisis Keterkaitan (Causal Relationship) 

Analisis keterkaitan digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu 

program/kegiatan terhadap outcome yang telah dihasilkan. Melalui analisis keterkaitan kita 

dapat mengetahui apakah capaian yang dihasilkan disebabkan oleh intervensi kebijakan 

pemerintah melalui pelaksanaan program/kegiatan atau bukan. Terdapat beberapa metode 

yang digunakan dalam melakukan analisis keterkaitan sehingga dapat ditentukan faktor 

penentu keberhasilan suatu capaian. Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan 

suatu capaian, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan melakukan diskusi/FGD untuk 

menganalisis lebih detil bersama dengan perangkat daerah terkait. 

Setelah dilakukan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran antara / intermediate 

outcome pada masing-masing bidang seperti yang ditunjukkan dalam grafik ToC, 

selanjutnya dilakukan analisis keterkaitan untuk mengidentifikasi apakah 

program/kegiatan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap capaian sasaran antara yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan secara keseluruhan. Jika diketahui bahwa suatu 

kegiatan tidak memiliki pengaruh terhadap hasil capaian, maka perlu dipertimbangkan 

kegiatan tersebut apakah tetap dianggarkan atau tidak. Sebaliknya jika ada kegiatan yang 

belum dilaksanakan namun memiliki   pengaruh terhadap hasil capaian, maka kegiatan 

tersebut perlu dialokasikan dalam rangka mendukung tujuan yang ingin dicapai. 

 

4.2.1 Bidang Konsumsi 

Untuk mencapai indikator Tingkat Kemiskinan yang rendah terdapat 2 sasaran 

antara yang digunakan yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran dengan indikator 

pengeluaran per kapita dan sasaran antara Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

dengan indikator pendapatan per kapita. 
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Gambar 4. 1 

Analisis Karakteristik Prioritas Intervensi Bidang Konsumsi / Pengeluaran 

 

Berdasarkan grafik keterkaitan di atas, terlihat bahwa persentase penduduk 

miskin berkaitan dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks 

keparahan kemiskinan (P2). Dimana pola perkembangannya hampir sama untuk ketiga 

indikator tersebut. Sama halnya  dengan perkembangan Indeks Gini Rasio secara 

umum berkaitan dengan persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan jumlah 

penduduk miskin dan laju pertumbuhan ekonomi, dimana tren penurunannya seiring 

dengan menurunnya tingkat kemiskinan. 

 

4.2.2 Bidang Ketenagakerjaan 

Pada sektor ketenagakerjaan, yang masih menjadi permasalahan di Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tujuan tersebut akan 

tercapai dengan meningkatkan daya saing dan memperluas kesempatan kerja sebagai 

sasaran antara yang harus diraih. Untuk melihat keterkaitan sasaran antara tersebut 

dengan tujuan utamanya dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini. 
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Gambar 4. 2 

Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan 

 

Perkembangan tenaga kerja formal berkaitan dengan tingkat pengangguran 

terbuka (TPT), dimana ketika terjadi kenaikan Angkatan kerja ternyata tingkat 

pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan, begitu juga dengan tingkat 

partisipasi Angkatan kerja menunjukkan tren kenaikan seiring dengan kenaikan TPT. 

Hal yang sebaliknya terjadi pada Kesempatan kerja, persentase penduduk miskin dan 

laju pertumbuhan ekonomi. Dimana penurunan capaian ketiga indikator tersebut  

ternyata dikuti dengan  kenaikan TPT. Salah satu penyebab utama peningkatan TPT 

adalah semakin berkurangnya kesempatan kerja. Walaupun persentase penduduk 

miskin menunjukkan penurunan. Jika laju pertumbuhan ekonomi menurun maka hal 

ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka. Sehingga kondisi 

ekonomi yang stabil dengan tersedianya kesempatan kerja yang luas akan 

mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka. 

 

4.2.3 Bidang Pendidikan 

Pada sektor pendidikan, permasalahan yang perlu diintervensi di Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu harapan lama sekolah. Adapun APK dan APM SMA/MA  dan 

rata-rata lama sekolah sebagai sasaran antara yang harus tercapai, termasuk juga 

peningkatan kualitas pendidikan. Gambaran jelas  mengenai keterkaitan sasaran 

antara dan tujuan utama dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 4. 3 

Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan 

 

Dari gambar analisis keterkaitan diatas, diperoleh gambaran bahwa yang 

berkaitan kuat dengan peningkatan harapan lama sekolah adalah peningkatan APK 

dan APM SMA/MA.  Sedangkan untuk penurunan capaian indikator ketimpangan 

pengeluaran (indeks gini rasio) dan persentase penduduk miskin menjadi pendukung 

terwujudnya peningkatan capaian harapan lama sekolah.   Jika harapan lama sekolah 

mengalami kenaikan maka akan sejalan dengan peningkatan capaian indeks 

pembangunan manusia (IPM). 

4.2.4 Bidang Kesehatan 

Pada sektor kesehatan, permasalahan yang perlu diintervensi di Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu umur harapan hidup saat lahir, prevalensi stunting, imunisasi 

dasar lengkap, persalinan oleh tenaga dokter atau bidan, tingkat kesakitan 

(morbiditas), serta peningkatan kualitas sarana kesehatan sebagai sasaran antara yang 

ingin diraih. Adapun keterkaitan antar indikator tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 4. 4 

Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan 

 

Semua indikator sasaran antara berkaitan dengan tujuan utama yang ingin 

dicapai yaitu usia harapan hidup. Penurunan capaian indikator angka kematian bayi, 

angka kematian balita, angka kematian ibu, prevalensi balita stunting dan penurunan 

tingkat kesakitan juga berkaitan dengan kenaikan usia harapan hidup, hal ini bisa 

dilihat dari pola perkembangan indikator-indikator tersebut. Sehingga dibutuhkan 

peningkatan layanan Kesehatan melalui peningkatan jumlah tenaga Kesehatan 

terlatih.  

4.2.5 Bidang Infrastruktur Dasar 

Pada sektor infrastruktur, permasalahan yang perlu diintervensi di Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu akses sanitasi dan air minum yang layak, serta kepemilikan 

rumah sebagai sasaran antara, sementara tujuan utamanya menurunnnya rumah 

tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Adapun gambaran keterkaitannya 

sebagai berikut. 
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Gambar 4. 5 

Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar 

 

Hampir semua indikator sasaran antara berkaitan erat dengan tujuan utama, yaitu 

meningkatnya capaian rumah layak huni atau menurunnya jumlah rumah tangga 

yang menempati rumah kumuh. Peningkatan capaian Indikator Proporsi Rumah 

tangga dengan  sanitasi layak sangat erat kaintannya dengan peningkatan capaian 

proporsi rumah tangga dengan air minum layak, rumah layak huni dan proporsi 

rumah tangga dengan akses listrik. Sedangkan capaian Indikator Persentase 

penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan dan penduduk yang menderita sakit 

dalam sebulan terakhir sangat diperngaruhi oleh capaian indikator proporsi rumah 

tangga dengan sanitasi layak. Semakin tinggi capaian indikator proporsi rumah 

tangga dengan sanitasi layak maka akan semakin bagus capaian dua indikator 

Kesehatan tersebut.   

4.2.6 Bidang Ketahanan Pangan 

Akses rumah tangga terhadap pangan secara umum dipengaruhi oleh 

ketersediaan infrastruktur, institusi, jaringan distribusi dan kapasitas produksi antar 

wilayah dan musim, yang berdampak pada pasokan dan stabilitas harga. Dari semua 

indikator tersebut bisa tergambarkan dari indeks ketahanan pangan (IKP) yang 

dijadikan sebagai tujuan utama yang ingin diraih dibidang ketahanan pangan. 

Sementara sasaran antara yang ingin dicapai yaitu keterjangkauan pangan yang bisa 

terpenuhi dan konsumsi pangan yang aman dan bermutu. Adapun gambaran 
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keterkaitan indikator sasaran antara dan tujuan utama bisa tergambar dari 

perbandingan pola perkembangannya sebagai berikut.. 

Gambar 4. 6 

Analisis Keterkaitan Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan 

 

Adanya peningkatan capaian Indeks Ketahan Pangan berkaitan dengan 

peningkatan capaian indikator total produksi beras dan persentase rumah tangga yang 

menerima program Raskin/BPNT. Sementara itu, pola keterkaitan juga terlihat antara 

prevalensi stunting dengan indeks ketahanan pangan, dimana penurunan stunting 

berkaitan dengan kenaikan indeks ketahanan pangan. Hal yang sama berlaku juga 

pada indikator ketimpangan pengeluaran (indeks gini rasio), semakin bagus capaian 

indeks ketahan pangan makan akan mengakibatkan penurunan indeks gini rasio. 

Peningkatan Indikator Angka Harapan Hidup juga sangan ditunjang oleh 

peningkatan capaian Indeks ketahanan pangan. 

 

4.3 Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan 

Dalam rangka pelayanan publik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan sarana komunikasi 

pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian anggaran yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD. APBD terdiri dari 

tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
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4.3.1 Analisis Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan 

dan pendapatan lainnya. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah, dana perimbangan 

dan lain-lain pendapatan yang sah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 

peningkatan. Pandemi covid-19 tidak merubah tren positif kenaikan pendapatan 

daerah pada tiga tahun sebelumnya (2017-2019). 

Gambar 4. 7 

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun Anggaran 2017 - 2020 

 
Sumber : djpk.kemenkeu.gog.id 

Berdasarkan komposisinya, dana perimbangan masih mendominasi sumber 

pendapatan daerah, walaupun trennya cenderung menurun dari 69,93% di tahun 2017 

menjadi 64,84 persen di tahun 2020 
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Gambar 4. 8 

Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun Anggaran 2016 - 2020 

 

Dari komposisi pendapatan daerah tahun 2017-2020, dominasi dana 

perimbangan menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan cukup rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan 

memiliki ketergantungan terhadap bantuan eksternal terutama yang bersumber dari 

pemerintah pusat. 

Dari sisi kapasitas/ruang fiskal, indeks kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2020 sebesar 0,799 dengan kategori sedang, sehingga potensi untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan 

kemiskinan masih perlu usaha yang lebih kuat lagi terkait dengan anggaran yang 

tersedia. 

Secara pola hubungan, memang tidak telihat pola korelasi yang jelas atau dengan 

kata lain angka korelasinya rendah. Namun demikian, kapasitas fiskal yang tinggi 

tentunya akan lebih memudahkan dalam penganggaran program-program 

penanggulangan kemiskinan terutama yang sifatnya langsung seperti bantuan sosial 

tunai. 

Kondisi pandemi covid-19 akan menambah beban fiskal bagi pemerintah daerah 

yang kapasitas fiskalnya rendah, munculnya refocusing anggaran untuk penanggulan 

covid-19 tentu akan berdampak besar pada penganggaran penanggulangan 

kemiskinan, meskipun banyak program penanggulangan covid- 19 yang berkaitan 

langsung dengan penanggulangan kemiskinan.  

Jika dilihat dari data pengelompokan Provinsi se Indonesia dalam hubungannya 

dengan capaian indikator persentase penduduk miskin dan indeks kapasitas fiskal, 

Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi kuadran III dengan kategori kapasitas 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN       143 

 

fiskal rendah dan persentase penduduk miskin rendah. Gambaran ini dapat dilihat 

pada tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4. 1 

Pengelompokan Provinsi Menurut Indeks Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan 

Tahun 2020 

Kuadran I 

(Kapasitas fiskal rendah 

dan kemiskinan tinggi) 

Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, 

DIY, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara 

Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 

Sulawesi  Barat, Gorontalo, Maluku, Papua 

Barat, Papua 

Kuadran II 

(Kapasitas fiskal 

tinggi   dan kemiskinan 

tinggi) 

Jawa Timur, Jawa Tengah 

Kuadran III 

(Kapasitas fiskal rendah 

dan kemiskinan rendah) 

Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Jambi, 

Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan 

Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, 

Maluku Utara, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan 

Timur 

Kuadran IV 

(Kapasitas fiskal 

tinggi dan kemiskinan 

rendah) 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten 

 

Selanjutnya untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, hubungan antara kapasitas 

fiskal    dan kemiskinan diperoleh gambaran sebagaimana gambar berikut. 
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Gambar 4. 9 

|Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Kapasitas Fiskal dan  

Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 

 
Sumber : Kemenkeu dan BPS 2020, Diolah. 

Dari Gambar diatas dapat dilihat hubungan kapasitas fiskal dan tingkat 

kemiskinan terbagi kedalam 4 kelompok kuadran kabupaten/kota sebagaimana tabel 

berikut: 

 

Tabel 4. 2 

Pengelompokan Kabupaten Kota/Menurut Kapasitas Fiskal dan  

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 

Kuadran I 

(Kapasitas fiskal rendah dan 

kemiskinan tinggi) 

Kab Jeneponto,  Kab Pangkajene 

Kepulauan, Kab Luwu Utara, Kab 

Luwu,  Kab Enrekang, Kab Tana 

Toraja, Kab Toraja Utara, Kab Bone, 

Kab Maros 

Kuadran II 

(Kapasitas fiskal tinggi dan 

kemiskinan tinggi) 

Kab Sinjai, Kab Bulukumba, Kab 

Takalar, Kab Gowa, Kab Pinrang, 

Kab Wajo 

Kuadran III 

(Kapasitas fiskal rendah dan 

kemiskinan rendah) 

Kab Kepulauan Selayar 
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Kuadran IV 

(Kapasitas fiskal tinggi dan 

kemiskinan rendah) 

Kab Barru, Kab Bantaeng, Kab 

Soppeng, Kota Palopo, Kab 

Sidenreng Rappang, Kab Luwu 

Timur, Kota Makassar, Kota Pare-

pare 

Sumber : Kemenkeu dan BPS 2020 , Diolah. 

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran I semestinya menjadi perhatian 

utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui bantuan keuangan dari 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu kabupaten/kota yang berada  di 

kuadran I perlu memprioritaskan kebijakan penganggarannya untuk efektivitas 

belanja daerah dalam penanggulangan kemiskinan. 

4.3.2 Analisis Belanja Daerah 

4.3.2.1 Struktur Belanja Daerah 

Komponen belanja daerah mengambarkan bagaimana pemerintah daerah 

mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pelayanan publik. Dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir (2017-2020) komponen Belanja Tidak Langsung 

proporsinya lebih besar dibandingkan Belanja Langsung sebagaimana 

gambar 4.16 berikut: 

 

Gambar 4. 10 

Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 - 2020 

 
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id 
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Meskipun belanja tidak langsung (BTL) proporsinya lebih besar tetapi di 

dalamnya bukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai 

saja. Dalam komponen BTL juga terdapat belanja hibah, bantuan sosial dan 

belanja lainnya yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain diwujudkan 

melalui Bantuan Siswa Miskin dan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak 

Huni (RTLH). 

Pada komponen belanja modal, persentasenya terhadap total belanja 

langsung pada tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan adanya pengalihan kewenangan urusan wajib pendidikan 

(pendidikan menengah)  menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang 

berkonsekuensi adanya tambahan 

 pembiayaan khususnya untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai 

Tidak Tetap (PTT). Penyebab lainnya adalah pembangunan infrastruktur 

(jalan dan jembatan) tidak lagi menjadi prioritas pembangunan di tahun 

berikutnya. Proporsi Belanja Modal terhadap total belanja Langsung tahun 

anggaran 2017-2020 sebagaimana gambar 4.18 di bawah ini. 

Gambar 4. 11 

Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Langsung  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 -2020 

 

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, Diolah 

 

4.3.2.2 Analisis Belanja Kesejahteraan 

Pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat (belanja hibah 

dan bantuan sosial dibagi jumlah penduduk miskin) dari tahun 2017 sampai 
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2020 memiliki tren peningkatan dari 55,22%  di tahun 2017 menjadi 59,74% 

di tahun 2020. Berbeda dengan perkembangan Belanja Tidak Langsung yang 

cenderung menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2017 sampai 2020. Dari 

56.06% di tahun 2017 menjadi 55.28% di tahun 2020. Untu lebih jelasnya 

perhatikan gambar berikut. 

 

Gambar 4. 12 

Perkembangan  Belanja Tidak Langsung dan Belanja Kesejahteraan  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 -2020 

 

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, Diolah. 

Dari berbagai kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara umum 

kebijakan belanja daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan 

kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, ditandai dengan peningkatan 

belanja kesejahteraan terutama dalam periode 2017-2020.    Meskipun tren untuk 

belanja tidak langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2020 

mengalami penurunan. 

Jika Pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat (belanja hibah dan 

bantuan sosial dibagi jumlah penduduk miskin) selalu mengalami peningkatan, maka 

hal ini akan membantu pemda mempercepat upayanya untuk menurunkan persentase 

penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 

4.3.2.3 Analisis Belanja Fungsi Perlindungan Sosial 

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi perlindungan sosial 

memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menjaga dan 

melindungi kemampuan ekonomi penduduk miskin dan rentan dalam 
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menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi, sekaligus sebagai penyangga 

untuk tidak masuk kedalam gerbang kemiskinan 

 

Gambar 4. 13 

Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial dan  

Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 - 2020 

 
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, Diolah. 

 

Dari kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan belanja fungsi 

perlindungan sosial menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 

2020. Walaupun tren untuk belanja langsung bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada 

tahun 2017-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan menunjukkan tren 

kenaikan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi perlindungan sosial mengalami 

penurunan, implikasinya adalah akan terjadi perlambatan dalam upaya menurunkan 

beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada kurang 

optimalnya capaian pemerintah pada indikator  persentase penduduk miskin di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

4.3.2.4  Analisis Belanja Pendidikan 

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan memberikan 

gambaran bagaimana upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas 

pendidikan dan memberikan layanan Pendidikan yang baik kepada 

masyarakat. Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tinggi tingkat 

kemiskinan dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

rendah tingkat kemiskinan. Capaian indikator di bidang Pendidikan juga 

sangat mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
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Gambar 4. 14 

Perkembangan Belanja Pendidikan dan  

Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 -2020 

 
Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, Diolah 

 

Dari kondisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan 

belanja fungsi pendidikan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 

sampai tahun 2020. Ini seiring dengan perkembangan tren untuk belanja 

langsung yang mengalami perkembangan fluktuatif dan juga menunjukkan 

tren kenaikan. Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi pendidikan 

mengalami kenaikan, implikasinya adalah akan mendukung percepatan 

dalam upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan 

meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak 

pada optimalisasi capaian pemerintah pada indikator  persentase penduduk 

miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4.3.2.5 Analisis Belanja Kesehatan 

Analisis belanja pemerintah menurut fungsi Kesehatan memberikan 

gambaran upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Kesehatan 

masyarakat dan memastikan jaminan layanan Kesehatan bagi masyarakat. 

Kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 

Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan 

menambah beban pengeluaran rumah tangga sehingga pada akhirnya akan 

menurunkan kualitas hidup yang bisa menurunkan pendapatan rumah tangga 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

150      TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

miskin dan tentu saja menciptakan kemiskinan. Capaian indikator di bidang 

Kesehatan sangat menentukan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Gambar 4. 15 

Perkembangan Belanja Kesehatan dan 

Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 - 2020 

 

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, diolah 

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan 

belanja fungsi kesehatan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2017 sampai 

tahun 2020. Hal yang sama terjadi pada belanja langsung yang mengalami 

perkembangan fluktuatif dan menunjukkan tren kenaikan. Jika Pengalokasian 

belanja untuk fungsi Kesehatan mengalami peningkatan, implikasinya adalah 

akan mendukung percepatan dalam upaya menurunkan beban pengeluaran 

rumah tangga miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. 

Sehingga bisa berdampak pada optimalisasi capaian pemerintah pada 

indikator  persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 

4.3.2.6 Analisis Belanja Infrastruktur 

. Analisis belanja pemerintah menurut bidang infrastruktur dasar  

memberikan gambaran upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

infrastruktur dasar dan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung  terwujudnya sanitasi yang layak, air minum yang layak, dan 

akses listrik bagi masyarakat. Kemiskinan dan infrastruktur dasar merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Infrastruktur yang buruk dapat 

menyebabkan penurunan kualitas hidup dan menambah beban pengeluaran 

rumah tangga, sehingga pada akhirnya bisa menurunkan pendapatan rumah 

tangga miskin dan tentu saja menciptakan kemiskinan. 
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Gambar 4. 16 

Perkembangan Belanja Infrastruktur dan 

Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 -2020 

 

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id, Dionalh. 

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa perkembangan 

belanja fungsi Infrastruktur menunjukkan tren penurunan dari tahun 2017 

sampai tahun 2020. Walaupun hal sebaliknya terjadi pada belanja langsung 

yang mengalami perkembangan fluktuatif dan menunjukkan tren kenaikan. 

Jika Pengalokasian belanja untuk fungsi Infrastruktur mengalami penurunan, 

implikasinya adalah akan memperlambat pemerintah dalam upaya 

menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan 

pendapatan rumah tangga miskin. Sehingga bisa berdampak pada 

optimalisasi capaian pemerintah pada indikator  persentase penduduk miskin 

di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB V 

PRIORITAS WILAYAH 

Penentuan prioritas wilayah dilakukan dengan menyandingkan data capaian tujuan (goal) 

Kabupaten/Kota pada Theory of Change (TOC) masing-masing bidang dengan data capaian 

Kabupaten/Kota salah satu intermediate outcome atau prakondisi yang dirasa memiliki 

pengaruh terhadap tujuan dimaksud kedalam sebuah kuadran. Dari kuadran tersebut, dapat 

dilihat wilayah Kabupaten/Kota mana yang capaian kedua indikatornya relatif buruk 

dibandingkan dengan capaian Provinsi sehingga harus menjadi wilayah yang diprioritaskan. 

5.1 Bidang Konsumsi/Pengeluaran 

5.1.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Dengan Persentase 

Ketepatan Bantuan Pangan (Raskin/BPNT) 

 

Gambar 5. 1 

Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Persentase 

Ketepatan Penerima Bantuan Pangan (Raskin/BPNT) 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel 

Persentase Penduduk Miskin dan intermediate outcome bantuan sosial tepat sasaran 

dengan persentase ketepatan Bantuan Pangan sebagai salah satu indikatornya, maka 

dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi 

adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya diatas capaian Provinsi dan 

persentase ketepatan Bantuan Pangan dibawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten 

Tana Toraja berada pada prioritas I, sedangkan yang berada pada prioritas ke II 

adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Kepulauan Selayar, 
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Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Maros. iharapkan 

Lokasi Prioritas untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS agar dapat 

meningkatkan ketetapan sasaran program bantuan pangan, adapun kabupaten/kota 

yang harus segera melakukan pemutakhiran sesuai dengan skala prioritas sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5. 1 

Prioritas Wilayah Untuk Pemutakhiran Data DTKS Agar Meningkatkan 

Ketepatan Sasaran Program Bantuan Pangan 

Prioritas I 

(1 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Tana Toraja 

Prioritas II 

(9 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone, Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang dan 

Kabupaten Maros 

Prioritas III 

(10 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, 

Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pinrang, 

Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, Kota 

Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Kabupaten Wajo, Kota Makassar 

Prioritas IV 

(4 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Gowa, Kabupaten Barru 
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5.1.2 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Dengan Persentase 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 

Gambar 5. 2 

Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel 

Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu 

indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas 

untuk diintervensi adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya di atas 

capaian Provinsi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibawah capaian Provinsi 

yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten 

Luwu Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten 

Bone, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Maros yang berada pada 

prioritas I, sedangkan yang berada pada prioritas ke II adalah Kabupaten Enrekang. 

Diharapkan Lokasi Prioritas untuk segera melakukan Intervensi program-

program penanggulangan kemiskinan yang mampu mendukung peningkatan indeks 

pembangunan manusia (IPM) dalam upaya menurunkan persentase penduduk 

miskinnya, adapun kabupaten/kota yang harus segera melakukan Langkah konkrit 

dan strategis sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut. 
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Tabel 5. 2 

Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Capaian  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Prioritas I 

(9 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan, Kabupaten Bone, Kabupaten Kepulauan 

Selayar, dan Kabupaten Maros 

Prioritas II 

(1 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Enrekang 

Prioritas III 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, 

Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo dan 

Kabupaten Soppeng 

Prioritas IV 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kota Palopo, 

Kota Parepare, Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Kabupaten Pinrang dan Kota Makassar 

 

5.2 Bidang Ketenagakerjaan 

5.2.1 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Tingkat 

Setengah Pengangguran 

Gambar 5. 3 

Analisis Prioritas Wilayah Berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan  

Setengah Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan 
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Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Tingkat 

Pengangguran Terbuka dan intermediate outcome meningkatnya ketersediaan 

lapangan kerja dengan setengah penganggur sebagai salah satu indikatornya, maka 

dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi 

adalah yang capaian TPTnya diatas capaian Provinsi dan Tingkat Setengah 

Penganggurnya diatas capaian Provinsi yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru dan 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penurunan tingkat setengah 

penganggur hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 

 

Tabel 5. 3 

Prioritas Wilayah Untuk Penurunan Tingkat Setengah Pengangguran  

Provinsi Sulawesi Selatan 

Prioritas I 

(3 Kabupaten/Kota) 

  Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru dan Kabupaten   

  Sidenreng Rappang. 

 

Prioritas II 

(6 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu Timur, 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota 

Parepare, Kota Palopo, dan Kota Makassar 

Prioritas III 

(8 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja 

Utara, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten 

Enrekang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten 

Bantaeng, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten 

Gowa 

Prioritas IV 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, 

Kepulauan Selayar, Kabupaten Takalar, 

Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Utara, dan 

Kabupaten Bone 
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5.2.2 Analisis Prioritas Wilayah Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat 

Partisipas Angkatan Kerja 

 

Gambar 5. 4 

Analisis Prioritas Wilayah Berdasarkan Tingkat Pengangguran 

Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Tingkat 

Pengangguran Terbuka dan intermediate outcome meningkatnya tenaga kerja 

berdaya saing dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai salah satu 

indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas 

untuk diintervensi adalah yang capaian TPTnya diatas capaian Provinsi dan jumlah 

pekerja formalnya dibawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Kabupaten Barru, Kota Palopo dan Kota Makassar. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kab/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 

Tabel 5. 4 

Prioritas Wilayah Untuk Peningkatan Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Prioritas I 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu, 

Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Kabupaten Barru, Kota Palopo dan Kota Makassar 
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Prioritas II 

(2 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Parepare 

Prioritas III 

(6 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, 

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Wajo, 

Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Pinrang 

Prioritas IV 

(9 Kabupaten) 

Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bantaeng, 

Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Toraja Utara, Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, dan 

Kabupaten Takalar 

 

5.3 Bidang Pendidikan 

5.3.1 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Angka Partisipasi 

Murni SMA/MA 

Gambar 5. 5 

Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap 

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Harapan 

Lama Sekolah dan intermediate outcome meningkatnya Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMA/MA sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan 

Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioriftas untuk diintervensi adalah yang 

capaian Harapan Lama Sekolahnya dibawah capaian Provinsi dan Angka Partisipasi 

Murni (APM) SMA/MA di bawah rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Takalar, 
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Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar dan 

Kabupaten Wajo. 

Diharapkan OPD Provinsi di bidang Pendidikan hendaknya meningkatkan 

capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA berdasarkan urutan 

prioritas sebagai berikut: 

Tabel 5. 5 

Prioritas Wilayah Untuk Peningkatan Angka Partisipasi  

Murni (APM) SMA/MA Provinsi Sulawesi Selatan 

Prioritas I 

(5 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan 

Selayar dan Kabupaten Wajo 

Prioritas II 

(1 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Luwu Utara 

Prioritas III 

(6 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene 

Kepualauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, dan Kota 

Makassar 

Prioritas IV 

(12 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Toraja Utara, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, 

Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten 

Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pinrang, 

Kota Parepare, dan Kota Palopo 
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5.3.2 Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap Persentase 

Penduduk Berumur 7 – 24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi 

 

Gambar 5. 6 

Analisis Prioritas Wilayah Harapan Lama Sekolah Terhadap  

Persentase Penduduk Berumur 7 -24 Tahun Yang Tidak 

Bersekolah Lagi 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Harapan 

Lama Sekolah dan intermediate outcome menurunnya Persentase Penduduk Berumur 

7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi sebagai salah satu indikatornya, maka dapat 

ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioriftas untuk diintervensi 

adalah yang capaian Harapan Lama Sekolahnya di bawah capaian Provinsi dan 

Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah Lagi di atas rata-

rata Provinsi yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Wajo. 

Diharapkan OPD Provinsi di bidang Pendidikan hendaknya meningkatkan 

capaian Indikator Persentase Penduduk Berumur 7-24 tahun yang Tidak Bersekolah 

Lagi berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 

Tabel 5. 6 

Prioritas Wilayah Untuk Peningkatan Persentase Penduduk  

Berumur 7 – 24 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi  

Provinsi Sulawesi Selatan 

Prioritas I 

(6 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten 

Wajo 
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Prioritas II 

(- Kabupaten/Kota) 

- 

Prioritas III 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene 

Kepualauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Timur, 

dan Kota Parepare 

Prioritas IV 

(11 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten 

Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Bulukumba, 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kota 

Makassar, dan Kota Palopo 

 

5.4 Bidang Kesehatan 

5.4.1 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Persentase Balita 

yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 

Gambar 5. 7 

Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap  

Prevalensi Balita Stunting 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel angka 

harapan hidup dan intermediate outcome menurunnya  Prevalensi Balita Stunting 

sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang 

menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Angka Harapan 
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Hidupnya di bawah capaian Provinsi dan Prevalensi Balita Stunting di atas capaian 

Provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, 

Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Sinjai. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penurunan Prevalensi Balita 

Stunting hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 

Tabel 5. 7 

Prioritas Wilayah untuk Penurunan Prevalensi Balita Stunting  

Provinsi Sulawesi Selatan 

Prioritas II 

(7 Kabupaten/Kota) 

  Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, Kabupaten  

  Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkajene  

  Kepulauan, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten   

  Sinjai. 

 

Prioritas II 

(4 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, 

Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Utara. 

Prioritas III 

(5 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Gowa, Kota Parepare, Kabupaten 

Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten 

Toraja Utara 

Prioritas IV 

(8 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, 

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten 

Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kota Palopo dan 

Kota Makassar. 
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5.4.2 Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap Angka Kematian 

Balita  

Gambar 5. 8 

Analisis Prioritas Wilayah Angka Harapan Hidup Terhadap  

Angka Kematian Balita 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel angka 

harapan hidup dan intermediate outcome menurunnya Angka Kematian Balita 

sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang 

menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Angka Harapan 

Hidupnya di bawah capaian Provinsi dan Angka Kematian Balita di atas capaian 

Provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pengurangan Angka 

Kematian Balita hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 

Tabel 5. 8 

Prioritas Wilayah untuk penurunan  Angka Kematian Balita   

Provinsi Sulawesi Selatan 

Prioritas I 

(1 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Jeneponto 

Prioritas II 

(1 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Maros 

Prioritas III Kabupaten Kepulauan Pangkajene dan 
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(10 Kabupaten/kota) Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, 

Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, 

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Soppeng, 

Kabupaten Enrekang, dan Kota Makassar. 

Prioritas IV 

(12 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Wajo. Kabupaten Takalar, Kabupaten 

Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten 

Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Tana Toraja, 

Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Parepare dan 

Kota Palopo. 

 

5.5 Bidang Infrastuktur Dasar 

5.5.1 Analisis Prioritas Wilayah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 

Terhadap Rumah Layak Huni 

 

Gambar 5. 9 

Analisis Prioritas Wilayah Proporsi Rumah Tangga Dengan  

Sanitasi Layak dan Rumah Tidak Layak Huni 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Proporsi 

Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dan intermediate outcome meningkatnya 

pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dengan persentase ruta yang memiliki 
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akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebagai salah satu indikatornya, 

maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk 

diintervensi adalah yang capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di 

bawah capaian Provinsi dan persentase Rumah Layak Huni  di bawah capaian 

Provinsi yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten 

Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten 

Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan rumah tangga 

yang mempunyai akses rumah layak huni hendaknya berdasarkan urutan prioritas 

sebagai berikut: 

Tabel 5. 9 

Prioritas Wilayah Untuk Peningkatan Akses Rumah Layak Huni  

Provinsi Sulawesi Selatan 

Prioritas I 

(9 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten 

Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten 

Takalar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 

Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten 

Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. 

 

Prioritas II 

(2 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Luwu 

Prioritas III 

(2 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru 

Prioritas IV 

(11 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, 

Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten 

Bulukumba, Kabupaten Luwu Utara, 

Kabupaten Luwu Timur, Kota Parepare, Kota 

Palopo dan Kota Makassar  
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5.5.2 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Proporsi 

Rumah Tangga dengan Air Minum Laayak 

 

Gambar 5. 10 

Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap  

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variable 

Persentase Penduduk Miskin dan intermediate outcome meningkatnya Proporsi 

Rumah Tangga dengan Air Minum Layak sebagai salah satu indikatornya, maka 

dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi 

adalah yang capaian Persentase Penduduk Miskinnya di atas capaian Provinsi dan 

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak di bawah rata-rata capaian 

Provinsi yaitu Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, 

dan Kabupaten Toraja Utara. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Proporsi 

Rumah Tangga dengan Air Minum Layak hendaknya berdasarkan urutan prioritas 

sebagai berikut: 

 

 

 



RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)                                                                                                   
PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2023 | TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

TKPK PROVINSI SULAWESI SELATAN       167 

 

Tabel 5. 10 

Prioritas Wilayah untuk meningkatkan Proporsi Rumah Tangga Dengan 

Air Minum Layak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

Prioritas I 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu 

Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, 

Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan 

Kabupaten Toraja Utara. 

Prioritas II 

(4 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, 

Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu Timur. 

Prioritas III 

(3 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan 

Selayar dan Kabupaten Bone. 

Prioritas IV 

(4 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pinrang, 

Kabupaten Barru, Kota Palopo, Kabupaten 

Takalar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Gowa, 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Parepare dan 

Kota Makassar. 

5.5.3 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Persentase 

Rumah tangga dengan Akses Listrik 

Gambar 5. 11 

Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap  

Persentase  Rumah Tangga dengan Akses Listrik 
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Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel 

Persentase Penduduk Miskin  dan intermediate outcome meningkatnya Akses Listrik 

bagi keluarga miskin dengan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik sebagai 

salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi 

wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang capaian Persentase Penduduk 

Miskinnya di atas capaian Provinsi dan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses 

Listrik di bawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten 

Toraja Utara dan Kabupaten Bone. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan ruta yang 

memiliki akses listrik hendaknya diprioritaskan berdasarkan urutan prioritas sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 11 

Prioritas Wilayah Untuk Peningkatan Proporsi Rumah Tangga Dengan  

Akses Listrik  Provinsi Sulawesi Selatan 

Prioritas I 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, 

Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara 

dan Kabupaten Bone. 

Prioritas II 

(3 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Prioritas III 

(3 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten 

Luwu Utara, dan Kabupaten Maros. 

Prioritas IV 

(11 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Takalar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bulukumba, 

Kota Palopo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu 

Timur, Kabupaten Wajo, Kota Parepare, dan Kota 

Makassar. 
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5.6 Bidang Kesehatan 

5.6.1 Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap Indeks 

Ketahanan Pangan 

 

Gambar 5. 12 

Analisis Prioritas Wilayah Persentase Penduduk Miskin Terhadap  

Indeks Ketahanan Pangan 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel 

Persentase penduduk Miskin dan intermediate outcome meningkatnya Indeks 

Ketahanan Pangan sebagai salah satu indikatornya, maka dapat ditentukan 

Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi adalah yang 

capaian Persentase Penduduk Miskinnya di bawah capaian Provinsi dan Indeks 

Ketahanan Pangan di bawah capaian Provinsi yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten 

Kepulauan Selayar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Luwu Utara, 

Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Indeks 

Ketahanan Pangan hendaknya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: 

Tabel 5. 12 

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan  

Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Prioritas I 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, 
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Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja 

Utara 

Prioritas II 

(2 Kabupaten/Kota) 

Kota Parepare dan Kota Palopo 

Prioritas III 

(3 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Bone dan Kabupaten 

Maros 

Prioritas 4 

(12 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru, 

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten 

Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, 

Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Makassar  

 

5.6.2 Analisis  Prioritas Wilayah Indeks Ketahanan Pangan Terhadap Persentase 

Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT 

 

Gambar 5. 13 

Analisis Prioritas Wilayah Indeks Ketahanan Pangan Terhadap  

Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT 

 

Berdasarkan analisis prioritas wilayah dengan menyandingkan variabel Indeks 

Ketahanan Pangan dan intermediate outcome meningkatnya Persentase Rumah 

Tangga Penerima Program Raskin/BPNT sebagai salah satu indikatornya, maka 

dapat ditentukan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah prioritas untuk diintervensi 
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adalah yang capaian Indeks Ketahanan Pangan dibawah capaian Provinsi dan 

Persentase Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT di bawah capaian 

Provinsi yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo. Dan Kota Parepare. 

Diharapkan Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD Provinsi 

maupun APBD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peningkatan Persentase 

Rumah Tangga Penerima Program Raskin/BPNT hendaknya berdasarkan urutan 

prioritas sebagai berikut: 

Tabel 5. 13 

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Persentase Rumah Tangga Penerima  

Program Raskin/BPNT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

Prioritas I 

(3 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Tana Toraja, Kota Palopo. Dan Kota 

Parepare. 

 

Prioritas II 

(6 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang, 

Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten 

Kepulauan Selayar.  

Prioritas III 

(8 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, 

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu Timur, 

Kabupaten Banteng, Kabupaten Wajo, Kabupaten 

Sidenreng Rappang dan Kota Makassar. 

Prioritas IV 

(7 Kabupaten/Kota) 

Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar, Kabupaten 

Sinjai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru, 

Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. 
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Tabel 5. 14 

Matriks Pemetaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 

No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

1 

URUSAN 

PEMERIN 
TAHAN 

BIDANG 

SOSIAL 

(DINAS 

SOSIAL) 

Meningkat 

Nya 
Pemberian 

Bantuan 

Jaminan 

Sosial Bagi 

Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahtera 

An Sosial 

Persentase 

PPKS Yang 

Mendapatka 

N Bantuan 

Jaminan 

Sosial 

PROGRA M 

PERLIND 

UNGAN DAN 

JAMINAN 

SOSIAL 

Pengelolaan 

Data Fakir 

Miskin 

Cakupan 

Daerah Provinsi 

Fasilitasi 

Bantuan Sosial 

Kesejahtera An 

Keluarga 

Persentase 

PPKS Yang 

Mendapatka N 

Bantuan 

Jaminan Sosial 

  

72 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

1,440,000,000.00 50 Kube 

 
 

 
200,000,000.00 

 APBD 

 

 

     

Persentase 
PPKS Yang 

Mendapatka N 

Bantuan 

Jaminan Sosial 

400 Orang 720,000,000.00 
400 Orang 

(Eks Kusta) 
720,000,000.00 

400 Orang 

(Eks Kusta) 
720,000,000.00  APBD 

 

 

    

Pengelolaan 

Fakir Miskin 

Lintas Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Persentase 

PPKS Yang 

Mendapatka N 

Bantuan 

Jaminan Sosial 

30 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

600,000,000.00    

 

  

 

 

    

 
Fasilitasi 

Bantuan 

Pengemban 

Gan Ekonomi 

Masyarakat 

 
Persentase 

PPKS Yang 

Mendapatka N 

Bantuan 

Jaminan Sosial 

 
 

36 Usaha 

Ekonomi 

Produktif / 2 

Lembaga 

200,000,000.00 

40 Usaha 

Ekonomi 

Produktif 

200,000,000.00 

40 Usaha 

Ekonomi 

Produktif 

200,000,000.00  APBD 

 

 Meningkat 

Nya 

Pemenuhan 

Kebutuhan 
Dasar Bagi 

Korban 

Bencana 

Alam Dan 

Sosial Pada 

Saat Dan 

Setelah 

Persentase 

Korban 

Bencana 

Alam Dan 
Sosial Yang 

Terpenuhi 

Kebutuhan 

Dasarnya 

Pada Saat 

Dan Setelah 

PROGRA M 
PENANGA 

NAN 

BENCANA 

Perlindunga N 
Sosial Korban 

Bencana Alam 

Dan Sosial 

Provinsi 

Penyediaan 

Sandang 

Persentase 

Korban 

Bencana Alam 

Dan Sosial 
Yang 

Terpenuhi 

Kebutuhan 

Dasarnya Pada 

Saat Dan 

Setelah 

24 

Kab/Kota 222,700,000.00 24 Kab/Kota 471,300,000.00 24 Kab/Kota 500,000,000.00  APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Tanggap 

Darurat 

Tanggap 

Darurat 

Tanggap 

Darurat 

 

 

    
Penyediaan 

Permakanan 

Persentase 

Korban 

Bencana Alam 

Dan Sosial 
Yang 

Terpenuhi 

Kebutuhan 

Dasarnya Pada 

Saat Dan 

Setelah 

Tanggap 

Darurat 

24 

Kab/Kota 
1,409,700,000.00 

24 

Kab/Kota 
2,055,949,000.00 

24 

Kab/Kota 
1,500,000,000.00  APBD 

 

 Peningkatan 
pemenuhan 

kebutuhan 

dasar bagi 

penyandang 

disabilitas 

terlantar 

dalam panti 

(SPM) 

Persentase 
disabilitas 

terlantar 

yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya 

didalam 

panti 

PROGRAM 

REHABILITASI 

SOSIAL 

Rehabilitasi 

Sosial Dasar 

Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar di 

dalam Panti 

Penyediaan 

Alat Bantu 

Persentase 

disabilitas 

terlantar yang 

terpenuhi 

kebutuhan 

dasarnya 

didalam panti 

24 Set 211,000,000.00 45 Set 232,000,000.00 24 Set 200,000,000.00  APBD 

 

2 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 

KESEHAT 

AN (DINAS 

KESEHAT 
AN) 

Meningkat 

Nya 

Kualitas 

Kesehatan 

Masyarakat 

Angka 

Kematian 

Ibu Angka 

Kematian 

Bayi 

Prevalensi 

Balita 

Stnting 

PROGRA M 
PEMENU HAN 

UPAYA 

KESEHAT AN 

PERORAN 

GAN DAN 

UPAYA 

KESEHAT AN 

MASYAR 
AKAT 

Penyediaan 
Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

Untuk UKP 

Rujukan, UKM 

Dan UKM 

Rujukan 

Tingkat Daerah 
Provinsi 

Distribusi Alat 

Kesehatan, 

Obat, Vaksin, 

Makanan Dan 

Minuman Serta 

Fasilitas 

Kesehatan 

Lainnya 

Jumlah 

Kab/Kota 

Dengan 

Distribusi 

Vaksin Yang 

Berkualitas 

10 

Kab/Kota 
100,000,000.00 

10 

Kab/Kota 
100,000,000.00 

10 

Kab/Kota 
100,000,000.00   

 

 

   

Penyediaan 

Layanan 

Kesehatan 

Untuk UKP 

Rujukan, UKM 

Dan UKM 

Rujukan 
Tingkat Daerah 

Provinsi 

Pengelolaan 

Pelayanan 

Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

- Jumlah 

Intervensi 

Micronutrie Nt 

Pada Anak 

Umur 6-24 

Bulan 

4.878 

Orang 
2,200,000,000.00 

35.000 

Orang 
2,400,000,000.00 

35.000 

Orang 

 

4,800,000,000.00 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

 

 

   

  - Jumlah 

Inntervensi 

Gizi Pada Ibu 

Hamil 

 

5.642 

Orang 

 

26.810 

Orang 

 

26.810 

Orang 
  

 

 

   

   
- Jumlah 

Pendampin 

Gan Dalam 

Pemanfaata N 

Paket 

Intervensi Gizi 

Pada Anak 

Yang 
Terlaksana 

24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota   

 

 

   

  - Jumlah 

Pendampin 

Gan Dalam 

Pemanfataa N 

Paket 

Intervensi Gizi 

Pada Ibu 
Hamil Yang 

Terlaksana 

24 Kab/Kota 24 Kab/Kota 24 Kab/Kota   

 

3 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 

TENAGA 

KERJA 
(DINAS 

TENAGA 

KERJA 

DAN 

TRANSMI 

GRASI) 

Meningkat 

Nya 

Keterampila 

N / 

Kompetensi 

Tenaga 
Kerja Dan 

Produktivit 

As Tenaga 

Kerja 

Tingkat 

Produktifita 

S Tenaga 
Kerja 

PROGRA M 

PELATIH AN 

KERJA DAN 

PRODUKT 
IVITAS 

TENAGA 

KERJA 

Pelaksanaa N 

Latihan Kerja 

Berdasarkan 
Klaster 

Kompetensi 

Proses 

Pelaksanaa N 

Pendidikan Dan 

Pelatihan 

Keterampil An 

Bagi Pencari 
Kerja 

Berdasarkan 

Klaster 

Kompetensi 

Persentase 

Pencari Kerja 

Terlatih Ang 
Mendapatka N 

Pekerjaan 

27 Paket 1,946,665,000.00 26 Paket 2,055,489,000.00 12 Paket 800,000,000.00  APBD 

 

 

   

  Persentase 

Tenaga Kerja 

Ang Dilatih 
Berwiruasa Ha 

Dapat Mandiri 

        

 

 Meningkat 

Nya 

Penempatan 

Jumlah 

Penyerapan 

 

PROGRA M 

PENEMPA 

 

Pengelolaan 

Informasi 

 

Pelayanan Dan 

Penyediaan 

Persentase 

Pencari Kerja 

Yang Terdaftar 

 

 

 
35,572,500.00 

 

 

 
39,772,500.00 

 

 

 
39,772,500.00  APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Tenaga 

Kerja Dan 

Perluasan 

Kesempatan 

Kerja 
Disektor 

Formal Dan 

Informal 

Tenaga 

Kerja 

TAN TENAGA 

KERJA 

Pasar Kerja Informasi Pasar 

Kerja Online 

Dan 

Ditempatka N 

 

 

Kab/Kota 

 

 

Kab/Kota 

 

 

Kab/Kota 

 

 

   

  Persentase 

Daya Serap 

Tenaga Kerja 

        

 

 

 

Meningkat 
Nya 

Produktivit 

As 

Perusahaan 

Dalam 

Rangka 

Terwujudny 

A 
Kesejahtera 

An Pekerja 

/ Buruh 

 

Prosentase 

Kenaikan 

Upah 

PROGRA M 

HUBUNG AN 

INDUSTRI AL 

Penetapan Upah 

Minimum 

Provinsi 

(UMP), 
Upah Minimum 

Sektoral 

Provinsi 

(UMSP), 

Upah Minimum 

Kabupaten/ 

Kota (UMK), 

Dan Upah 
Minimum 

Sektoral 

Kabupaten/ 

Kota 

(UMSK) 

Pengemban 

Gan Pelaksanaa 

N Jaminan 

Sosial Tenaga 

Kerja Dan 

Fasilitas 

Kesejahtera An 
Pekerja 

Persentase 

Perusahaan 

Yang 

Menetapkan 

Peraturan 

Perundanga N 

Dibidang 

Ketenagaker 
Jaan 

95000 

Orang 
54,238,000.00 

95000 

Orang 
54,238,000.00 

95000 

Orang 
54,238,000.00  APBD 

 

 

     

Besaran 

Pekerja / 

Buruh Peserta 

Jamsos 

        

 
 

4 

 
URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 

ENERGI 

DAN 

SUMBER 
DAYA 

MINERAL 

  

 

PROGRA M 

PENGELO 

LAAN 

KETENAG 

ALISTRIK AN 

 
Penganggar An 

Untuk 

Kelompok 

Masyarakat 

Tidak Mampu, 

Pembangun An 

Sarana 
Penyediaan 

Tenaga Listrik 

 
Pembangun An 

Sarana 

Penyediaan 

Tenaga Listrik 

Belum 

Berkemban G, 

Daerah 
Terpencil Dan 

Perdesaan 

 

Persentase 

Rumah Tangga 

Pengguna 

Listrik 

98.25 % 1,808,356,000.00 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 
- 

100 Set 350,000,000.00 

Daerah- 

Daerah 

Terpencil 

Dan Desa 

Kepulauan 

APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

(DINAS 

ENERGI 

DAN 

SUMBER 
DAYA 

MINERAL 

) 

Belum 

Berkemban G, 

Daerah 

Terpencil Dan 
Perdesaan 

 

   

PROGRA M 
PENGELO 

LAAN 

KETENAG 

ALISTRIK AN 

Penganggar An 

Untuk 

Kelompok 

Masyarakat 

Tidak Mampu, 

Pembangun An 
Sarana 

Penyediaan 

Tenaga Listrik 

Belum 

Berkemban G, 

Daerah 

Terpencil Dan 
Perdesaan 

Penetapan 

Penerima 
Manfaat Dari 

Kelompok 

Masyarakat 

Tidak Mampu 

Persentase 
Rumah Tangga 

Pengguna 

Listrik 

    175 Set 407,750,000.00 

Luwu, 
Luwu 

Utara, 

Wajo, 

Jeneponto 

APBD 

 

 

5 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 

KEHUTAN 

AN (DINAS 

KEHUTAN 
AN) 

  

PROGRA M 

PENGELO 

LAAN HUTAN 

Pelaksanaa N 

Rehabilitasi Di 

Luar Kawasan 

Hutan Negara 

Pembangun An 

Hutan Rakyat 

Di Luar 

Kawasan Hutan 

Negara 

Luas 

Pembuatan 

Tanaman 

Hutan 

Rakyat/Man 

Grove 

233 1,920,536,850.00 233 4,225,509,400.00 470 5,100,676,500.00 

Utara, 

Pinrang, 

Maros, 

Pangkep, 

Luwu 

Timur, 

Palopo, 

Luwu, 
Luwu 

Utara, 

Luwu 

Timur, 

Bulukumba 

, Gowa, 
Takalar, 

Wajo, 

APBD/DA 

K/DBHDR 

 

   

 

PROGRAM 

PENDIDIK AN 

DAN PELATIH 

AN, PENYULU 

HAN DAN 

PEMBERD 

 

Pelaksanaan 

Penyuluhan 

Kehutanan 

Provinsi Dan 

Pemberday Aan 

Masyarakat Di 

 

Penyiapan Dan 

Pengemban 

Gan Perhutanan 

Sosial 

 

Jumlah 

KTH/KUP 

S Yang 

Dikembang 

Kan Usaha 

 

84 
30,765,623,414.00 84 25,600,000,000.00 80 8,381,016,746.00 

Wajo, 

Bone, 

Sinjai, 

Soppeng, 

Pinrang, 

Bone, 

Jeneponto, 

APBD/DA 

K 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

AYAAN 

MASYAR 

AKAT DI 

BIDANG 

KEHUTAN AN 

Bidang 

Kehutanan 

Ekonomi 

Produktifny A 

Takalar, 

Bulukumba 

, Luwu 

Utara, 

Luwu 
Timur, 

Luwu 

 

6 
 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 
KELAUTA 

N DAN 

PERIKAN 

AN (DINAS 

KELAUTA 

N DAN 

PERIKAN 

AN) 

  

PROGRA M 
PENGELO 

LAAN 

PERIKAN AN 

TANGKAP 

Pengelolaan 

Penangkapa N 

Ikan Di 

Wilayah 

Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa, 

Dan Genangan 
Air 

Lainnya Yang 

Dapat 

Diusahakan 

Lintas 

Kabupaten/ 

Kota 
Dalam 1 (Satu) 

Daerah Provinsi 

Penjaminan 
Ketersediaa N 

Sarana Usaha 

Perikanan 

Tangkap 

 

Jumlah Mesin 
Usaha 

Perikanan 

Tangkap Yang 

Tersedia (Unit) 

20 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3,700,000,000.00 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

300,000,000.00 

5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

301,500,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kab. 
Bantaeng, 

Barru, 

Bone, 
Bulukumba 

, 

Jeneponto, 

Luwu, 

Luwu 

Utara, 

Maros, 

Pangkep, 
Selayar, 

Sinjai, 

Takalar, 

Kota 

Makassar, 

Kota 

Palopo, 

Luwu 
Timur 

APBD 

 

      

- Jumlah 

Alat Bantu 

Tangkap 

Untuk Nelayan 

(Unit) 

 

 

100 

5 5 

 

      

- Jumlah 

Sarana Alat 

Tangkap 

Untuk Nelayan 
(Unit) 

 

 

 
150 

 

 

 
5 

5 

 

      

- Jumlah 

Peserta 

Koordinasi 

Dan 

Pembinaan 

Teknis 

Peningkata N 
Produksi 

Perikanan 

 

 

 

 

 

270 

 

 

 

 

 

17 

17 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Tangkap 

(Orang) 

 

    

 

 

Pengelolaan 
Perizinan Dan 

Kenelayana N 

 

 

Fasilitasi Dan 
Pemelihara An 

Masyarakat 

Nelayan 

Jumlah 

Nelayan Yang 

Difasilitasi 
Untuk 

Mendapatka N 

Asuransi / 

Premi (Orang) 

 

 

 
 

7,500 

 7,500  800  

 

 

 
 

Kab./Kota 

 

 

 
 

APBN 

 

   

PROGRA M 

PENGELO 

LAAN 

PERIKAN AN 

BUDIDAY A 

Pengelolaan 

Pembudida 

Yaan Ikan Di 

Laut 

Penyediaan 

Prasarana 

Pembudida 

Yaan Ikan Di 

Laut 

Jumlah Sarana 

Prasarana 

Budidaya Laut 

(Unit/Paket) 

130 3,500,000,000.00 130 3,517,500,000.00 130 3,535,087,500.00 

 

Kab. 

Bantaeng, 

Barru, 

Bone, 
Bulukumba 

, 

Jeneponto, 
Luwu, 

Luwu 

Utara, 

Maros, 

Pangkep, 

Pinrang, 

Selayar, 

Sinjai, 
Takalar, 

Wajo, 

Palopo, 

Luwu 

Timur 

 

 

APBD 

 

7 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 
KOPERAS 

I, USAHA 

KECIL, 

DAN 

MENENG 

AH (DINAS 

KOPERAS 

I, USAHA 
KECIL 

  

 

PROGRA M 

PEMBERD 
AYAAN 

USAHA 

MENENG AH, 

USAHA KECIL, 

DAN USAHA 

MIKRO 

(UMKM) 

 

Pemberday Aan 

Usaha Kecil 

Yang 

Dilakukan 
Melalui 

Pendataan, 

Kemitraan, 

Kemudahan 

Perijinan, 

Penguatan 

Kelembaga An 

Dan Koordinasi 
Dengan Para 

 

Menumbuh 

Kembangka N 

UMKM 

Untuk Menjadi 
Usaha Yang 

Tangguh Dan 

Mandiri 

Sehingga Dapat 

Meningkat Kan 

Penciptaan 

Lapangan 

Kerja, 
Pemerataan 

 
Cakupan 

UMKM 

Yang Di 

Berdaykan 

20% 2,973,633,200.00 20% 2,470,760,000.00 20% 500,000,000.00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kabkota 
Sulssel 

 

APBD/DA 

K 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

DAN 

MENENG 

AH) 

Pemangku 

Kepentinga N 

 

Pendapatan 

, 

Pertumbuha N 

Ekonomi, Dan 
Pengentasa N 

Kemiskinan 

 

 

 

 

 

   

Program 

Pendidikan Dan 

Latihan 

Perkoperasian 

Pendidikan dan 

Latihan 
Perkoperasian 

bagi Koperasi 

yang Wilayah 

Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi 

Peningkatan 

Pemahaman 
dan 

Pengetahuan 

Perkoperasian 

serta Kapasitas 

dan Kompetensi 

SDM Koperasi 

 

Persentase 

Koperasi Dan 

UKM Yang 

Memliliki Ijin 
Usaha Simpan 

Pinjam 
Persentasi 

Koperasi yang 

aktif  yang 

mendapatkan 

Pendidikan 

dan Pelatihan 
Perkoperasian 

 

2% 
99,581,832.00 

3% 889,025,000.00 3% 743,508,775.00 
Kab/Kota 

APBD/DAK 

8 

 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 
PANGAN 

(DINAS 

KETAHAN 

AN 

PANGAN) 

  

Program 

Peningkata N 

Diversifika Si 

Dan Ketahanan 
Pangan 

Masyarakat 

Promosi 

Pencapaian 

Target 

Konsumsi 

Pangan 

Perkapita/T 

Ahun 
Sesuai Dengan 

Angka 

Kecukupan Gizi 

Melalui Media 

Provinsi 

Promosi 

Penganekar 

Agaman 

Konsumsi 

Pangan 
Berbasis 

Sumber Daya 

Lokal 

Frekuensi 

Promosi 

Konsumsi 

Pangan Lokal 

Dan 

Penganekar 

Agaman 
Konsumsi 

Pangan Dalam 

Rangka 

Pemanfaata N 

Pekarangan 

65 

Kelompok 
6,165,000,000.00 

62 

Kelompok 
 

5,400,000,000.00 
40 

Kelompok 
4,000,000,000.00  APBD 

 

   

PROGRA M 

PENANGA 

NAN KERAWA 

NAN PANGAN 

Penanganan 

 

Kerawanan 

Pangan 
Kewenanga N 

Provinsi 

Koordinasi 

Dan 

Sinkronisas I 

Penanganan 

 

Kerawanan 

Pangan Provinsi 

Frekwensi 

Koordinasi 

Dan 

Sinkronisas 

I 

Penanganan 

Kerawanan 

20 

Kelompok 
3,860,000,000.00 

20 

Kelompok 
3,860,000,000.00 

16 

Kelompok 
3,200,000,000.00  APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Pangan/Kel 

Ompok 

Sasaran 

Penerima 
Bantuan 

 

 

9 

 

URUSAN 

PEMERIN 

TAHAN 

BIDANG 

PENDIDIK 

AN (DINAS 

PENDIDIK 
AN) 

   

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

   

Persentase 

Jumlah Warga 

Negara Usia 

16 -18 

Tahun Yang 

Berpartisipa Si 

Dalam 
Pendidikan 

Menengah 

(SPM) 

  

    

  

       Persentase 

Siswa 

SMA/SMK 

Yang Bebas 

Buta Aksara 
Al- Quran 

  

    

  

       Persentase 
SMA/SMK 

Yang Bebas 

Narkoba 

(Indikator 

RPJMD 

Pokok) 

  

    

  

     

Pengelolaan 

Pendidikan 
SMK 

Pengadaan 

Perlengkap An 
Peserta Didik 

 

Persentase 

Tamatan SMA 

Yang Lulus 

Perguruan 

Tinggi Yang 
Berakredita Si 

A 

24 

Kab/Kota, 
Siswa SMA 

Dan SMK 

Dana 

Direkofusing 
Akibat Pandemik 

Covid 19 

24 

Kab/Kota, 
Siswa SMA 

Dan SMK 

100,000,000.00 

24 

Kab/Kota, 
Siswa SMA 

Dan SMK 

100,000,000.00  APBD 

     

Pengelolaan 

Pendidikan 
SMA 

Pengadaan 

Perlengkap An 
Peserta Didik 

 

Persentase 

Tamatan SMK 

Yang Bekerja 

1 Tahun 

Setelah Tamat 

 

24 

Kab/Kota, 

24 

Kab/Kota, 

Siswa SMA 

Dan SMK 

 

Dana 

Direkofusing 
Akibat Pandemik 

Covid 19 

 

24 

Kab/Kota, 

Siswa SMA 

Dan SMK 

100,000,000.00 

 

24 

Kab/Kota, 

24 

Kab/Kota, 

Siswa SMA 

Dan SMK 

100,000,000.00  APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

 

10 

Dinas 

Pertanian 
  

 

Program 

Penyuluhan 
Pertanian 

 

Pengemban 

Gan Penerapan 

Penyuluhan 
Pertanian 

 

Pelaksanaa N 

Penyuluhan 

Dan Pemberday 
Aan Petani 

- 

Pembinaan 

Dan 

Pengemban 

Gan 
Kelembaga An 

Petani 

5 Unit 375,000,000.00 5 Unit 
393,750,000.00 

 
5 Unit 413,437,500.00  APBD 

      

Pelaksanaa N 

Penyuluhan 

Dan Pemberday 

Aan Petani 

- Jumlah 

Dokumen Data 

Base 

Ketenagaan 

Penyuluh 

0 Dokumen 125,000,000.00 
0 Dokumen 

 
131,250,000.00 1 Dokumen 137,812,500.00  

APBD 

 

 

11 

 

Dinas 
Pemberday 

Aan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak 

Pengendali 

An 

Penduduk 
Dan KB 

 

Menurunny 

A 

Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan 

Dan Anak 

 

Ratio 

Kekerasn 

Tehadap 

Anak 

 

PROGRAM 

PERLIND 

UNGAN 

KHUSUS 

ANAK 

Penyediaan 

Layanan Bagi 
Anak Yang 

Memerluka N 

Perlindunga N 

Khusus Yang 

Memerluka N 

Koordinasi 

Tingkat Daerah 
Provinsi 

Koordinasi Dan 

Sinkronisas I 
Pelaksaana An 

Pndamping An 

Anak Yang 

Memerluka 

Perlindunga N 

Khsuus 

Kewenanga N 
Provinsi 

 

Jumlah 

Lembaga 
Layanan 

Pendampin 

Gan AMPK 

Prov Dan 

Kab/Kota Yg 

Difasilitasi 

Dlm 

Peningkata N 
Kualitas 

Layanan 

- - 
35 

Lembaga 
75.000.000,00 

40 

Lembaga 
120.000.000,00 Makassar APBD 

    

Program 

Pemenuhan Hak 
Anak 

 

Penguatan Dan 

Pengemban 

Gan Lembaga 

Penyedia 
Layanan 

Peningkata N 

Kualitas Hidup 

Anak 

Kewenanga N 

Provinsi 

1) 

Penyediaan 

Layanan 

Peningkata N 

Kualitas Hidup 

Anak 
Kewenanga N 

Provinsi; 

 

Jumlah Peserta 

Yang 

Mengikuti 
Workshop 

Gugus Tugas 

Penyelengg 

Aran Layanan 

Pemenuhan 

Hak Anak 

50 Orang 

 

 
31.851.906,00 

 

- 
- 

60 Orang 140.000.000,00 Makassar APBD 

      

 

2) 

Penguatan 
Jejaring Antar 

Lembaga 

Penyedia 

 

 

Jumlah Sinergi 
Lembaga 

Penyedia 

Layanan 

- - 

10 Sinergi 

Lembaga 100.000.000,00 
15 Sinergi 
Lembaga 

 
150.000.000,00 

 
Makassar 

 
APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Layanan 

Peningkata N 

Kualitas Hidup 

Anak 
Kewenanga N 

Provinsi Dan 

Lintas Daerah 

Kabupaten/ 

Kota 

Gugus Tugas 

Provinsi Dan 

Kab/Kota 

Yang 
Dikembang 

Kan Dalam 

Pemenuhan 

Hak Anak 

    

PROGRAM 

PENINGK 

ATAN 

KUALITA S 

KELUARG A 

Peningkata N 

Kualitas 
Keluarga 

Dalam 

Mewujudka N 

Kesetaraan 

Gender (KG) 

Dan Hak Anak 

Kewenanga N 

Provinsi 

Pelaksanaa N 

Komunikas I, 
Informasi, 

Edukasi KG 

Dan 

Perlindunga N 

Bagi Anak Bagi 

Kewenanga N 

Provinsi 

Jumlah 

Layanan 

Edukasi Aktif 

Dan Pasif 
Kepada 

Keluarga Yg 

Dilakukan 

Lembaga 

Layanan 

Pembelajar An 

Keluarga 
Tingkat 

Provinsi 

24 Kali 77.528.050,00 24 Kali 120.000.000,00 24 Kali 180.000.000,00 Makassar APBD 

  

Menurunnya 

Angka Total 

Kelahiran 
Penduduk 

 

Nilai TFR 

 

Program 

Pengendali An 
Penduduk 

 

Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 
Penduduk 

Cakupan 

Daerah Provinsi 

 

Pengemban 

Gan Model 

Solusi Strategis 
Pengendali An 

Dampak 

Kependudu Kan 

 

Jumlah 

Dokumen 

Model Solusi 

Strategis 
Pengendalia N 

Dampak 

Kependudu 

Kan Yang 

Tersusun Di 

Tk Provinsi 

-  1 Dkumen- 60.000.000,00 2 Dkumen- 130.000.000,00 Makassar APBD 

    

Program 

Pemberday Aan 

Dan Peningkata 

N Keluarga 

Sejahtera (KS) 

 

Pengelolaan 

Pelaksanaan 

Desain 

Program 
Pembangunsn 

Keluarga 

Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan Dan 

Kesejahtera 

1) 

Pelaksanan 

Fasilitasi, 
Pembimbin 

Gan, 

Pengemban 

Gan, Dan 

Penguatan 

Penyiapan 

Pengasuhan 

1000 HPK; 

Jumlah 

Kab/Kota 

Yg 

Difasilitasi 

Dlm 

Penguatan 

Pengasuhan 

1000 IPK 

-  4 Kab/Kota 85.000.000,00 6  Kab/Kota 180.000.000,00 

 

 

MAKASS 

AR, GOWA, 

BANTAEN 

G, 

PINRANG, 

BONE, 

DAN 

KEPULAU 

 

APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

An Keluarga AN 

SELAYAR 

       

Jumlah 
Fasilitator 

Pengasuhan 

1000 HPK 

Yg Terlatih 

-  40 Orang 70.000.000,00 60 Orang 130.000.000,00 

 
 

Makassar 

 
 

APBD 

      

3) 

Fasilitasi 

Pengemban 

Gan Kelompok 

Pusat Informasi 
Konseling- 

Remaja (PIK-

R) Di 

Kampung 

KB 

Jumlah PIK-R 

Percontoha N 

Yg Dikembang 
Kan Di Lokasi 

Kampung KB 

Percontoha N 

-  4 Jenis 65.000.000,00 6 Jenis 140.000.000,00 Makassar APBD 

     

 

Pemberday Aan 

Dan Peningkata 

N Peran Serta 
Organisasi 

Kemasyara 

Katan Tingkat 

Daerah Provinsi 

Dalam 

Pembangun An 

Keluarga 
Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan Dan 

Kesejahtera 

An Keluarga 

1) 

Penguatan 

Pemberday Aan 

Ekonomi 

Keluarga; 

Jumlah 

Pengelola 

UPPKS Yg 

Terlatih 

Manajemen 

Usaha 

Kelompok 

150 Orang 
302.173.000,00 

- - 100 Orang 230.000.000,00 Makassar APBD 

      

2) 

Peningkata N 

Kapasitas Mitra 

Dan Organisasi 
Kemasyara 

Katan Dalam 

Pengeolaan 

Program 

Keluarga 

Jumlah 

Kab/Kota 

Difasilitasi 

Pengemban 
Gan 

Percontoha N 

BKB/ BKR/ 

BKL/UPPK S 

- - 4 Kab/Kota 120.000.000,00 6 Kab/Kota 350.000.000,00 

MAKASS 

AR, 

GOWA, 

BANTAEN 
G, 

PINRANG, 

BONE, 

DAN 

KEPULAU 

APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Melalui Bina 

Keluarga 

(BKB), 

Bina Keluarga 
Remaja (BKR), 

Bina Keluarga 

Lansia (BKL), 

Unit Peningkata 

N Pendapatan 

Keluarga 

Sejahtera 
(UPPKS) 

AN 

SELAYAR 

  

Meningkat 

Nya Indeks 

Pemberday 

Aan Gender 

roporsi 

Perempuan 

Yg Berada 

Di Posisi 

Managerial 

PROGRA M 

PUG DAN 

PEMBERD 

AYAAN 

PEREMPU AN 

 

Pemberday Aan 

Perempuan 

Bidang Politik, 

Hukum, Sosial, 

Dan Ekonomi 

Pada Organisasi 

Kemasyara 
Katan 

Kewenanga N 

Provinsi 

 
Advokasi 

Kebijakan Dan 

Pendampin Gan 

Peningkata N 

Partisipasi 

Perempuan 

Dalam Politik, 
Hukum, Sosial, 

Dan Ekonomi 

Kewenanga N 

Provinsi 

Jumlah 

Perempuan Yg 

Diberikan 

Pelatihan 

Kewirausah 
Aan Ekonomi 

50 Orang 89,150,000.00 100 Orang 113,000,000.00 150 Orang 240,000,000.00 

Kab. Gowa 

Dan 

Makassar 

APBD 

  

 
Menurunny 

A 

Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan 

Dan Anak 

Ratio 

Kekerasan 

Terhadap 

Perempuan 

PROGRA M 

PERLIND 

UNGAN 

PEREMPU AN 

Penyediaan 

Layanan 

Rujukan 

Lanjutan Bagi 

Perempuan 
Korban 

Kekerasan 

Yang 

Memerluka N 

Koordinasi 

Tingkat Daerah 

Provinsi Dan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

 

Penyediaan 

Layanan 

Pengaduan 

Masyarakat 
Bagi 

Perempuan 

Korban 

Kekerasan 

Tingkat Daerah 

Provinsi Dan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/ 

Kota 

 

Persentase 

Perempuan 

Korban 

Kekerasan 
Yang 

Memperole H 

Layanan 

Pengaduan 

Secara 

Komprehen Sif 

Pada UPT 
PPA 

Provinsi 

85% 500.007.700,00 90% 420.000.000,00 98% 550.000.000,00 
24 

Kab/Kota 
APBD 

      

 

 

Koordinasi Dan 

Sinkronisas I 

Pelaksanaa N 

 

Persentase 

Perempuan 

Korban 

Kekerasan 

85% 382.555.000,00 90% 450,000,000.00 98% 650.000.000,00 
24 

Kab/Kota 
APBD 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Penyediaan 

Layanan 

Rujukan 

Lanjutan Bagi 

Perempuan 
Korban 

Kekerasan 

Kewenanga N 

Provinsi (DAK) 

 

Yang 

Mendapatka N 

Layanan 

Rujukan 

Lanjutan 
Secara 

Komprehen Sif 

Pada UPT 

PPA 

Provinsi 

 

12 

 

Dinas 

Adminisitra 

Si 

Kependudu 

Kan Dan 

Pencatatan 

Sipil 

  

Program 

Penyelengg 

Araan 

Pengelolaa N 

Informasi 

Administra Si 

Kependudu 

Kan 

 

Penataan 

Pengelolaa N 
Informasi 

Administra Si 

Kependudu Kan 

 

Penyusunan 

Tata Cara 

Pengelolaan 
Data 

Kependudukan 

yang 

Bersifat Data 

Perseorangan, 

Data Agregat 

dan Data 
Pribadi di 

Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 

 

 

Persentase 

Ketersediaa N 

Dan 

Pemanfaata N 

Data Base 

Skala Provinsi 

100% 200,000,200.00 100% 200,000,200.00 100% 200,000,200.00 
24 

Kab/Kota 
APBD 

 

 

13 

 

 

Dinas 

Pemberday 

Aan 

Masyarakat 

Dan Desa 

Meningkat 

Nya Peran 

Perempuan 

Dalam 

Membangu 

N Desa 

 

Persentase 

PKK Yang 

Di Fasilitasi 

 

Program 

Pemberday Aan 

Lembaga 

Kemasyara 

Katan, Lembaga 

Adat Dan 

Masyarakat 
Hukum Adat 

Pemberday 

Aan Lembaga 

Kemasyara 

Katan Yang 

Bergerak Di 

Bidang 

Pemberday Aan 

Desa Dan 
Lembaga Adat 

Tingkat Daerah 

Provinsi Serta 

Pemberday Aan 

Masyarakat 

Hukum Adat 

Yang 
Masyarakat 

Pelakunya 

 

 

 

 
 

 

Fasilitasi 

Pengemban 

Gan Usaha 

Ekonomi 

Masyarakat 
Dan Pemerintah 

Desa Dalam 

Meningkat Kan 

Pendapatan Asli 

Desa 

Persentase 

PKK Aktif 
98,44% 

495,655,500.00 

98,69% 

249,953,800.00 

98,94% 

100,000,000.00 
24 

Kab/Kota 
APBD 

Persentase 

Posyandu 

Aktif 

 

98,86% 

 

99,91% 

 

99,98% 

Rata-Rata 

Jumlah 

Kelompok 

Binaan PKK 

 

 

6 Kelompok 

 

 

6 Kelompok 

 

 

6 Kelompok 

Rata-Rata 

Kelompok 

Binaan LPM 

 

1 Kelompok 

 

1 Kelompok 

 

1 Kelompok 

 

Persentase 

LPM 

Berprestasi 

 

6,25% 

 

6,25% 

 

6,25% 
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No OPD Sasaran Indikator 

Sasaran 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Indikator/ 

Program 

 

Lokasi 

Prioritas 

Sumber 

Pendanaan 
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target Pagu Target Pagu Target Pagu 

Hukum Adat 

Yang 
Persentase 

Bumdes Yang 

Di Fasilitasi 

 

 

10,50% 

 

 

10,50% 

 

 

10,50% 

 

16 

 

Sekretariat 

Daerah (Biro 

Kesejahtera 

An) 

 

Meningkat 

Nya Bahan 

Pendukung 
Dalam 

Rangka 

Penanganan 

 

Kesejahtera 

An Rakyat 

Berlandaska 

N Nilai-Nila 
Agama 

 

Persentase 

Ketersediaa 
N Bahan 

Pendukung 

Kebijakan 

Bidang 

Kesra Yang 

Dimanfaatk 

An Bagi 

Pimpinan 

Program 

Kesejahtera An 

Rakyat 

 

Fasilitasi 
Pengemban 

Gan 

Kesejahtera An 

Rakyat 

Pelayanan 

Dasar 

 

Fasilitasi, 

Koordinasi, 
 

Sinkronisas I, 

Evaluasi Dan 

Capaian Kinerja 

Kebijakan 

Kesejahtera An 

Rakyat Bidang 

Sosial 

% 
Kebijakan 

Pembinaan 

Spritual Yang 

Dimanfaatk 

An 

100 % 21,187,000.00 100 % 717,496,600.00 100 % 65,200,000.00 

24 

Kab/Kota 

Makassar 

 

APBD 

 

17 

 

Bappelitban 

Gda 

 

 

Prosentase 

Kesesuaian 

Prioritas 

Pembangun 
An Sulawesi 

Selatan 

 

Program 

Koordinasi Dan 

Sinkronisas I 

Perencanaa N 
Pembangun An 

Daerah 

 

Koordinasi 

Perencanaa N 

Bidang 

Pemerintah An 

Dan 

Pembangun An 

Manusia 

 

Koordinasi 

Pelaksanaa N 

Sinergitas Dan 

Harmonisas I 

Perencanaa N 
Pembangun An 

Daerah Bidang 

Pembangun An 

Manusia 

 

Jumlah 

Rekomenda 

Si Sinergitas 

Dan 

Harmonisas 

I Perencanaa 

N 
Pembangun 

An Daerah 

Bidang 

Pembangun 

An Manusia 

4 

Rekomendasi 
176,749,012.00 

4 

Rekomendasi 
210,000,000.00 

4 

Rekomendasi 
250,000,000.00 

24 

Kab/Kota 

Makassar 
 

APBD 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 Sebagai Penutup dari dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2022-2023, mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, 

bahwa RPKD Provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan RPKD Kabupaten/Kota sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2020. Rincian bab-bab yang tersusun di dalam  

dokumen mulai dari; bab pendahuluan, Kondisi umum daerah, Profil kemiskinan daerah, 

Prioritas Program dan Prioritas Wilayah  serta bagian penutup secara komprehensif melengkapi 

dokumen rencana penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Teori Perubahan (Theory of Change) dan analisis keterkaitan (Causal Relationship) 

sebagai tools untuk mengevaluasi dampak dari suatu program/kegiatan terhadap outcome yang 

telah dihasilkan. Kedua pendekatan ini  dimaksudkan  untuk menentukan skala prioritas 

intervensi program dan kegiatan pada berbagai bidang antara lain; Ketenagakerjaan, 

Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ketahanan Pangan.  Sebagai contoh intervensi pada 

bidang pendidikan,  hasil analisis  keterkaitan penduduk dari usia 7-24 tahun dari tahun 2018-

2021 masih berkisar antara 26,07 % hingga 26,27 persen, persentase demikian masih dalam 

kategori tinggi jika dibandingkan dengan  rata-rata Nasional dan posisi relatif dengan provinsi-

provinsi lainnya di Indonesia, sehingga membutuhkan intervensi program dan kegiatn yang 

tepat dalam penanganan anak tidak sekolah.  Dalam hal ini Sulawesi Selatan telah memiliki 

program priortas Gubernur Sulawesi Selatan bekerja sama dengan UNICEF dalam penanganan 

anak putus sekolah yang kita kenal Program “Pasti Beraksi”. 

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas intervensi program dan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan di daerah, maka dokumen RPKD ini juga dilengkapi dengan analisis APBD baik 

dari sisi kemampuan Pendapatan Asli  Daerah maupun penggunaan alokasi Belanja Daerah.  

Pembagian kelompok wilayah berdasarkan variabel-variabel pada berbagai bidang yang telah 

diuraikan pada bab 5;  menjadi dasar dalam  menentukan Prioritas wilayah intervensi program 

dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan angka kemiskinan.  Sebagai ilustrasi  uraian 

Prioritas wilayah yang dijabarkan pada tabel 5.1 Prioritas Wilayah untuk pemutahiran Data 

DTKS agar meningkatkan Ketepatan sasaran program Bantuan Pangan , hingga Tabel 5.13; 

Prioritas Wilayah untuk Peningkatan Persentase Rumah Tangga Penerima Program 

Raskin/BNPT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebagai satu kesatuan utuh dalam 

penentuan  wilayah prioritas Intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani dokumen RPKD Provinsi 

Sulawesi Selatan 2022-2023 dalam menyusun dokumen RPKD Kabupaten/Kota  dan 
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diimplementasikan dalam berbagai Program/Kegiatan yang bersumber baik dari APBN, APBD 

Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota.  Harapan besar kita adalah RPKD Provinsi dan 

Kabupaten /Kota sebagai buku pandu dalam mengakselerasikan  penurunan angka kemiskinan 

di Sulawesi Selatan sesuai target RPJMD 2018-2023 pada angka 7,45 % dan upaya kerja-kerja 

kolaboratif  dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim hingga mendekati 0 persen pada akhir 

tahun 2024.  

 

 


